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TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang



Menetapkan

-0 -

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah
dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas



(1)

(2)

(1)

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi,
bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah

kota.

Pasal 2
Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kebijakan pemerintah pusat;
b. prinsip penyusunan APBD;
c. kebijakan penyusunan APBD;
d. teknis penyusunan APBD; dan
e. hal khusus lainnya.
Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas:
a. kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon
anggaran sementara,;
b. rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
c. rancangan peraturan daerah tentang APBD;
d. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
APBD;
e. perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara;
f. rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
g. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
perubahan APBD; dan

h. rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Format dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan
plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a, berpedoman pada rencana kerja
Pemerintah Daerah.

Dalam hal rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan ketentuan
mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,
Pemerintah Daerah melampirkan hasil pemetaan program
dan kegiatan.

Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021.

Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi dasar dalam penyusunan rancangan kebijakan
umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran

sementara.

Pasal 5

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021,
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019, dengan prioritas sebagai berikut:
a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar

dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 suatu
daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah

mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi



(3)

(4)

kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease
2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan
APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
Corona Virus Disease 2019.

Penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus
Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan
tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 setempat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2020
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN FORMAT DOKUMEN

PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan
Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 memuat sasaran,
arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran
tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dimaksud merupakan upaya dalam
menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang
dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara
optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir
meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara
berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial,
serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program
dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan
bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang

bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan



nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku

kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program

prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis
kewilayahan.

RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD digunakan
sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka fokus
pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan
Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem
Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan
sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat
inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM menjadi
72,78-72,90, Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379, tingkat
pengangguran terbuka 7,5%-8,2%;

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi
wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%,
Jawa-Bali 4,8%-5,5%, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%,
Nusa Tenggara 3.5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%-
5,8%.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target
penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun
2021 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan
talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan

kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,



mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua)
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan
Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima)
arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas
pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-
masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas
pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi
kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara
pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi
yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud,
meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya
Saing;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan

dan Transformasi Pelayanan Publik.
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Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah
Daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal
Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan
Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari Middle
Income Trap, dengan uraian sebagai berikut:

1. Reformasi Pendapatan

Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung

pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan

serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan
restrukturisasi transformasi ekonomi;
2. Recovery dan Reformasi Belanja

Recovery dan reformasi kebijakan di bidang belanja antara lain:

a. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, Litbang dan
infrastruktur pendidikan menuju industry 4.0 (knowledge
economy);

b. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem kesehatan dan
health security preparedness;

c. Program Perlindungan Sosial yaitu pemulihan dan penguatan
program bansos dan pengalihan subsidi;

d. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu quality control
TKDD, mendorong Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi
dan kesehatan, pendidikan; dan

e. Fokus program prioritas (zero based), berorientasi hasil (result
based), efisiensi dan antisipatif (automatic stabilizer).

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
dalam menyusun RKPD Tahun 2021 melakukan sinergitas antara
kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan
kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru,
produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek
pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan
Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam
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penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2021. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2021
berpedoman pada RKPD Tahun 2021 masing-masing provinsi yang telah
disinergikan dengan RKP Tahun 2021, sedangkan KUA dan PPAS
pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2021
masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP
Tahun 2021 dan RKPD provinsi Tahun 2021.
Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2021 pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:
1. sinergitas program  pemerintah  provinsi dan = pemerintah
kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas
pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun
2021,
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Prinsip Penyusunan APBD
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip
sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan
daerah;

2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;
berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan

penerimaan dan pengeluaran daerah.
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C. Kebijakan Penyusunan APBD
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:
1. Penerimaan daerah
Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang terdiri atas:
a. Pendapatan daerah; dan
b. Penerimaan pembiayaan daerah.

2. Pengeluaran daerah
Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai
dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam
jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang
melandasinya, yang terdiri atas:
a. Belanja daerah; dan
b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud
dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah
yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan
dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi
dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu
kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah; dan
3. Pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah
dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 terkait dengan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud,
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak

perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1
(satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah,
bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Tabel 1.
Struktur Pendapatan Daerah

PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH; dan
(2) DAU.
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik; dan
(2) DAK Non Fisik.
2) Dana Insentif Daerah;
3) Dana Otonomi Khusus;
4) Dana Keistimewaan,;
S) Dana Desa.
b. Transfer Antar-Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Hibah;
b. Dana Darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah

sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a)

Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus
didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota
serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti
pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan
ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat
mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi
daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan
pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan
suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan
besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib
Pajak atau Wajib  Retribusi serta  pengawasan
penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak
Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen),
termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak
Rokok, baik bagian provinsi maupun  bagian
kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima

puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan
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masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang
berwenang.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan
pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang
merupakan bagian provinsi maupun bagian
kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak
rokok bagian hak masing-masing daerah
provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program
jaminan kesehatan nasional.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak
Penerangan Jalan  sebagian  dialokasikan  untuk
penyediaan penerangan jalan.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan
pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja
lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk
mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan
pelayanan angkutan umum.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil
klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada
SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi
Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian
objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub
rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening

berkenaan.
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Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai

dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi

yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa

pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat

Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara

Nasional Indonesia.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa

pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM

untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan

pemberdayaan UMKM.

Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan

pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV /2017

sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 belum ditetapkan.

Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau

yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan

pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:

(1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

(2) menghambat mobilitas penduduk;

(3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan

(4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program
strategis nasional.

Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana

tercantum pada butir l.a.1)o) dan butir 1l.a.l)p) wajib

disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek,

rincian objek dan sub rincian objek.

Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan
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Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal

daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi
Pemerintah Daerah;

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu,;

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari
investasi yang bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi Pemerintah Daerah,

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan

perundang-udangan.

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan
objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c) hasil kerja sama daerah;

d) jasa giro;

e) hasil pengelolaan dana bergulir;

f) pendapatan bunga;
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g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan
daerah;

h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat
penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan pendapatan daerah;

i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

k) pendapatan denda pajak daerah;

1) Pendapatan denda retribusi daerah;

m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n) pendapatan dari pengembalian;

o) pendapatan dari BLUD; dan

p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah,

Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan

barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah

(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan

(KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang

milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci
menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan
sebagai berikut:
1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
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(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

i

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber
dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan
Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan
dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan
(DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi
yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau
informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan, dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi
penerimaan negara yang dinamis, diantaranya
dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3
(tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi
rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun
terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun
Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan atau informasi
resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2021 melalui portal Kementerian
Keuangan yang dipublikasikan setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah

harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak
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dimaksud pada Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau
ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau
(DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan  mengenai  Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota  Tahun
Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Rincian DBH-CHT menurut provinsi/
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-
CHT didasarkan pada realisasi rata-rata
pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir
yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran
2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi
/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan  alokasi = DBH-CHT
dimaksud dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021.
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Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber
Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber
dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
(1) DBH-Kehutanan;

(2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
(3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;

(4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;

(5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

(6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi
yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau
informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA
Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan dengan
memperhatikan kemungkinan realisasi
penerimaan negara yang dinamis, diantaranya
dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3
(tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi
rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun
terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun
Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai
Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan
alokasi DBH-SDA atau informasi resmi
mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran
2021 melalui portal Kementerian Keuangan
yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun  Anggaran 2021
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus

menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud



-292 -

pada Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA
Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan
kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau
selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020,
pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai
dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai
alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Tahun Anggaran 2021 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2021 belum ditetapkan atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan

DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut
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didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga)
tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 20109,
Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran
2017.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan,
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2021 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA
untuk daerah induk dan daerah otonom baru
karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai
alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang
dipublikasikan melalui  portal Kementerian
Keuangan.
Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi
DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal
Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,
penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada
alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.
Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau
informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun
Anggaran 2021 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan, setelah  Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN

dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai

kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut,

diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau
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informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer
Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan.
Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun
Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan
belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus
dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2021.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun
Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021.
b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu

berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk

memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau

pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai

dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan
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mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah
Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai
alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat
perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah ~ Daerah
menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang
bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya
harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah
Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi
Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi
resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun

Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan
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belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi
Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi
Khusus Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran
2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh,
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh
Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan
Menteri Dalam Negeri.

Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021
atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan
Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun
Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2021

melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
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setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan
Dana  Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021
dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung
dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021.

Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi
desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi
resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut
didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun
Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan

dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan
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Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang

tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a)

Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber
dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada
Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi
Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada
penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam
APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi
Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada
penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran
2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota
yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat
pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dianggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang
diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya,
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dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota
lainnya.
Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat
umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam
APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi,
(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/
kota; dan
(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/
kota.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan
bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan
keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah
selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain
pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian

objek dan sub rincian objek.
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Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1)

2)

Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan
badan wusaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak
ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan
perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi
pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima
maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi
tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan
hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen
pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca
bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang
diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi
oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk
mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani
masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah
diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun

Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
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alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan

setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021

ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat

dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan

APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2021.

Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan
Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD
Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada
Pemerintah Daerah.

b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi
Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan
sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN
Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai
alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran
2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran
2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana
Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
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Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan
pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

c) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan
berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan
Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

2. Belanja Daerah
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak
perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
belanja daerah.
Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan
kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan
ekonomi.
Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan
untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang,
unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum

dan unsur kekhususan.
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Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri

atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1)

2)

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar,

meliputi:

a) pendidikan;

b) kesehatan;

c) pekerjaan umum dan penataan ruang;

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat; dan

f) sosial.

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan

dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan

dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan

pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar,

meliputi:

a) tenaga kerja;

b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

C) pangan;

d) pertanahan;

e) lingkungan hidup;

f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i) perhubungan;

j)  komunikasi dan informatika;

k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l) penanaman modal;

m) kepemudaan dan olah raga;

n) statistik;
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o) persandian;
p) kebudayaan;
q) perpustakaan; dan
r) kearsipan.
b. urusan pemerintahan pilihan
urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan
prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan
pemerintahan pilihan, meliputi:
1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) Perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.
c. unsur pendukung, meliputi:
1) sekretariat Daerah; dan
2) sekretariat DPRD.
d. unsur penunjang, meliputi:
1) perencanaan;
2) keuangan;
3) kepegawaian;
4) pendidikan dan pelatihan;
5) penelitian dan pengembangan;
6) penghubung; dan
7) pengelolaan perbatasan daerah.
€. unsur pengawas yaitu inspektorat;
f. unsur kewilayahan, meliputi:
1) kabupaten/kota administrasi; dan
2) kecamatan.
g. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;
dan
h. unsur kekhususan.
Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah

memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan
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memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib
mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan
Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk
fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan,
peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau
desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja
tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan
penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,
maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah
Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau
standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar
dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah
dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar
Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah
menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga
satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan
standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan
penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi
dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Tabel 2.

Struktur Belanja Daerah

BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa,;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah;
b. Belanja Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Jalan;
e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
f. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil;

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.
diuraikan sebagai berikut:
a. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat
jangka pendek.
Belanja operasi dirinci atas jenis:
1) Belanja Pegawai
Belanja  pegawai  digunakan untuk  menganggarkan
kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil
Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai
ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang
representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai

ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota
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DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan
lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada
belanja SKPD Sekretariat Daerah;

b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja
SKPD Sekretariat DPRD; dan

c) Pegawai ASN dianggarkan pada Dbelanja SKPD
bersangkutan.

Kebijakan  penganggaran  belanja pegawai dimaksud

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji
pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga
belas dan tunjangan hari raya.

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai
Tahun 2021.

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang
besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada
APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah
serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan
pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai
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ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan
dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam
hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud,
Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri
Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan
penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud
memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan
kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah
menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi
pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan
Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana
Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan
Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik,
merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang
melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai
salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas

kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut
meliputi honorarium penanggung jawab pengelola
keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan
honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga
Satuan Regional.

i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub
kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja
pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja
dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua Dbelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran
prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD
terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang

pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi,
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perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa
alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan
dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,
perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawali,
pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan

(availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa,

belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain,
belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat
atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan

ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan
volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa
persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan
Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi
tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki
peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub
kegiatan.

c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa

dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima
gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage
(UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi
Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan
Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi
seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran
yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi
pelayanan kesehatan.
Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran
Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima
upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta
pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang
menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah

tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau

seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan
manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional,
termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan

Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

(1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan
kesehatan  masyarakat yang  dibayarkan  oleh
Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang
jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian
atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan
kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

(2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh

Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau
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langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam

kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non
aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

(1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan
sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada
BPJS Kesehatan.

(2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta
Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan
biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan
sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun
sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh
penanggungnya.

(4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK)
sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta
Jaminan Kesehatan Nasional.

(5) Penjaminan /pembayaran pelayanan kesehatan
masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan
kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan
Kesehatan Nasional, seperti:

(a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan
Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau
sebaliknya;

(b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke
fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak
dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional,

(c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke
luar kota;

(d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin
dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai
dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
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BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan

berupa medical check up, kepada:

(1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu
istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada SKPD yang secara
fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan
anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan
pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan

Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum

Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan

teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan

kapasitas bagi:

(1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

(2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing
wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan
kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas
penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan
administrasi dengan memperhatikan aspek wurgensi,
kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi
narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,

workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat
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diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota
yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus
mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol
pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan
normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan,
sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,
lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat
dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,
lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat
dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi
dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan
sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan
kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau
sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan
COVID-19.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna
barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah
berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan
administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka

kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan
jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja
dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan
kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan

biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai
berikut:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan
biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya
diberikan untuk gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat
pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan
kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat
pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan
pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara
lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara
lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid
test/ PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil
(sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk
perjalanan dinas tersebut termasuk yang
mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan

atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala
Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan
dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan
jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun
anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
barang/jasa sampai siap diserahkan.

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

1) hadiah yang bersifat perlombaan;

2) penghargaan atas suatu prestasi;

3) beasiswa kepada masyarakat;

4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat
penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional
dan non proyek strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk

menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas

kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4)

- 48 -

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang
pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran
bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD
Tahun Anggaran 2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga
tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi
dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi
atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara,
BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD
dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi
yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus
terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan
tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh
kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan
untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung
jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi
yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut
dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah
dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut
apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta



S)

- 49 -

Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD
penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari
usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara
SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai
pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah
Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup
kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan
dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
a) Belanja hibah
Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,

kecuali:
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(a) kepada  pemerintah  pusat dalam = rangka
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;
dan/atau

(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian

bantuan keuangan kepada partai politik yang

mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada

partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang

dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
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Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam
rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun
2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan
tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan
bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam
RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD
atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan
sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD
Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala
Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam
bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran
berkenaan yang didasarkan atas wusulan tertulis calon
penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis
belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan
pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek,
dan sub rincian objek.
b. Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:
1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
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3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan

Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut

adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang
terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah.
2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai
dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.

b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin
dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan
masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
dalam kondisi siap pakai.

c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk

menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup
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jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
e) Belanja modal aset tetap lainnya;
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
f) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk
menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.
Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset
tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas
minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat
atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau
peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja
dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah
berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka,
bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk
dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik
daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik
daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan
barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan

kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar
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bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan
angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh
Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam
pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi
sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk
satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam
negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas,
satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya
pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara
memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya
kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran
daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
serta amanat peraturan perundang-undangan.
Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
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2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2021.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) keperluan mendesak; dan/atau

3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD

dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan
dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan

tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan

dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
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Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD
selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub
rincian objek.

Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari
Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil

yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota
Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian

diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di

wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan

sebagai berikut:

(1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

(2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar
70% (tujuh puluh persen);

(3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
dan

(4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan
kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh

persen).
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Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari
sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak  Air
Permukaan dimaksud diserahkan kepada
kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%
(delapan puluh persen).
Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota
dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan
daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian
pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada
SKPD selaku SKPKD.
Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah
provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan
pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021.
Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat
dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil
penerimaan pajak daerah provinsi.
Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan
target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun
Anggaran 2020, disalurkan  kepada  pemerintah
kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber
dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota kepada pemerintahan desa
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Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada
pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari
rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah  kabupaten/kota kepada pemerintah desa
dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan
daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian
pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai
dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah.
Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan
target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah
kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020,
disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran
2021.
Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian
objek pada SKPD selaku SKPKD.
2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain
dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka
memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima
bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah
kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah
kabupaten/kota di luar wilayahnya,;

d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah
provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota
kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat
khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan
dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah
dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan
untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan
formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan
konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan
indeks pembangunan manusia.
Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus
peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi
bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada
penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian
kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima
bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan Dbersifat khusus dapat

mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD

atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima
bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi

dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja
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bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan
Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis
belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang
diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran
2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur
100%  (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota
menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam
APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada
pemerintah desa.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat
memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah
desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan
sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.
3. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja

daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah

diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal

APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan

daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah

diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal

APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran

pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
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APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit
APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap
semester dalam tahun anggaran berkenaan.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi
penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.
Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021
dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku
SKPKD.
Tabel 3.
Struktur Pembiayaan Daerah

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

a. SiLPA;

o

Pencairan Dana Cadangan;

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

o o

Penerimaan Pinjaman Daerah;

®

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

i

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

b. Penyertaan Modal Daerah;

c. Pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari

penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1)

2)

SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan

yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan

perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam

rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada

Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak

tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

a) pelampauan penerimaan PAD;

b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah;

d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;

e) penghematan belanja;

f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan; dan/atau

g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja
dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan

pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke

Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran

berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan

jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran

menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun

anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut

belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana



3)

4)
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cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang
memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening
dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna
dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat
berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen
lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis
lainnya.

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan
diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan
pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman
bersumber dari:

a) Pemerintah Pusat;

b) Pemerintah Daerah lain;

c) Lembaga Keuangan Bank;

d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan

e) Masyarakat (obligasi daerah),
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harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih

dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit

melampirkan sebagai berikut:

a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;

b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

c) kerangka acuan kegiatan;

d) RPJMD;

e) RKPD;

f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga)
tahun terakhir;

g) APBD tahun anggaran berjalan;

h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun
anggaran berkenaan;

1)) Rencana keuangan pinjaman daerah yang
menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu
pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan
pengembalian pokok dan bunga pinjaman;

j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas
pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala
Daerah;

k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah
untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan

1) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah
pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh
puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD
tahun sebelumnya.

kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk

menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka

menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik
yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari

pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan

bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk
membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa

kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam
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rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan

Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan
bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan
prasarana dan/atau sarana daerah;

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa
penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan
apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa
jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan
peraturan  perundang-undangan serta dalam rangka
mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan
obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau
investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah
memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal

dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri

yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang

keuangan dan Kepala Daerah.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan

untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang

diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan
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Penerimaan  Pembiayaan  lainnya  digunakan  untuk
menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan

untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1)

2)

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan
pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama
dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus
diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan
kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah
harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat
melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan
APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan
dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021.

Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada
BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran

2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai
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penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan

Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal

daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a)

Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal,
Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun
perencanaan  investasi Pemerintah  Daerah  yang
dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi
yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi
untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan
dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah
tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis
penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum
melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh
penasehat investasi yang independen dan profesional, dan
ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan  daerah, pertumbuhan  perkembangan
perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban
yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada
Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai

penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan



b)

d)
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perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah
dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan
penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga
BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan
berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan,
Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan
penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti
sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk
memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham
pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD
Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi
51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh
satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan
paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah
Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang
non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir
dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan,
kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan
ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.
Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah
dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga
Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan
atau Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable
Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan
pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan

sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah
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perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen),
Pemerintah  Daerah  perlu  memperkuat  struktur
permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan
dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah
yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih
PDAM.
Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk
penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan
sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan
kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain
itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan
penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan
kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk
mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah
sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu
Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan
penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka
memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala
usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai
penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan
untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang

penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan

pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat

dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat

digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan

daerah, kecuali dari:

a) DAK;

b) pinjaman daerah; dan
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c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan

dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan

Daerah tersebut paling sedikit memuat:

a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai
dari dana cadangan,;

c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

d) sumber dana cadangan; dan

e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana

cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala

Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD.

Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk

menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan

kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN,

BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam

KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah

diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Pengeluaran  pembiayaan lainnya  digunakan  untuk

menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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5. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

a.

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan
(SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif,
Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan
program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program
dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran
pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif,
Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan
penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan
kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang
kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan

kegiatannya.

D. Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah

Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris

daerah dan terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola

keuangan daerah, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

TAPD mempunyai tugas:

a.

b.

membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA;

menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

melakukan verifikasi RKA SKPD;

membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;

membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
Pertanggungjawaban APBD;

melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan

perubahan DPA SKPD;
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h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman
penyusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya TAPD dapat melibatkan
instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian program, kegiatan
dan sub kegiatan dalam rancangan KUA dan PPAS berdasarkan
pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah yang belum tercantum dalam
RKPD berdasarkan pada hasil pemetaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD
menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta
rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah.
Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 paling lambat
1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2021.
Untuk itu, Kepala Daerah dan DPRD harus memenuhi tahapan dan
jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, mulai dari
penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi
dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan
membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2021.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Daerah dan DPRD harus
melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai
dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana

tercantum pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No

Uraian

Waktu

Lama

Penyampaian
Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS oleh
Ketua TAPD kepada
Kepala Daerah

paling lambat minggu I

bulan Juli

1 minggu

Penyampaian
Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS oleh
Kepala Daerah kepada
DPRD

paling lambat minggu II

bulan Juli

Kesepakatan antara

Kepala Daerah dan
DPRD atas Rancangan
KUA dan Rancangan

PPAS

paling lambat minggu II
bulan Agustus

S minggu

Penerbitan Surat
Edaran Kepala Daerah
Pedoman
Penyusunan RKA

SKPD dan RKA-PPKD

perihal

dan
pembahasan RKA-
SKPD dan RKA-PPKD

Penyusunan

serta penyusunan
Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD

paling lambat minggu III
bulan Agustus

4 minggu

Penyampaian
Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
oleh Kepala Daerah
kepada DPRD

Paling lambat Minggu II
bulan September bagi
daerah yang menerapkan
S (lima) hari kerja per
minggu
lambat Minggu IV bulan

atau paling

September  bagi daerah

60 (enam
puluh)

hari kerja
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yang menerapkan 6

(enam) hari kerja per

minggu

Persetujuan bersama

DPRD dan Kepala

Daerah

Paling lambat 1 bulan
sebelum dimulainya
tahun anggaran

berkenaan

Menyampaikan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD
kepada Menteri Dalam
Negeri/Gubernur

untuk dievaluasi

3 hari kerja setelah

persetujuan bersama

Hasil evaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah

Penjabaran APBD

tentang

Paling lama 15 hari kerja

setelah Rancangan

Peraturan Daerah

tentang APBD dan

Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
diterima oleh Menteri

Dalam Negeri/Gubernur

10.

Penyempurnaan
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD sesuai

dengan hasil evaluasi

yang ditetapkan
dengan keputusan
pimpinan DPRD
tentang

penyempurnaan

Paling lambat 7 hari
kerja (sejak diterima

keputusan hasil evaluasi)
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Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD

11. | Penyampaian 3 hari kerja setelah
keputusan pimpinan keputusan pimpinan
DPRD tentang DPRD ditetapkan
penyempurnaan

Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
kepada menteri dalam

negeri/ Gubernur

12. | Penetapan Peraturan | paling lambat akhir
Daerah tentang APBD | Desember (31 Desember)

dan Peraturan Kepala

Daerah tentang
Penjabaran APBD
sesuai dengan hasil
evaluasi
13. | Penyampaian Paling lambat 7 hari
Peraturan Daerah | kerja setelah

tentang APBD dan | Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala | Peraturan Kepala Daerah
Daerah tentang | ditetapkan
Penjabaran APBD

kepada Menteri Dalam

Negeri/ Gubernur

S. Substansi KUA/Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya
kebijakan umum. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
a. kondisi ekonomi makro daerah;
b. asumsi penyusunan APBD;
c. kebijakan Pendapatan Daerah;
d. kebijakan Belanja Daerah;
e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
f. strategi pencapaian.
Selanjutnya, rancangan PPAS/perubahan PPAS disusun dengan
tahapan:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
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b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk
masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan
program nasional yang tercantum dalam rencana Kkerja
Pemerintah Pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;

c. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk
masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan
program nasional yang tercantum dalam rencana Kkerja
Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang
tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun
untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

d. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub
kegiatan.

PPAS/perubahan PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara

untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak

terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara
tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD/perubahan APBD disetujui antara Kepala

Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD /perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah

menjadi Peraturan Daerah tentang APBD /perubahan APBD.

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan

sementara, wakil Kepala Daerah bertugas untuk:

a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan
PPAS.

Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan

tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang bertugas untuk:

a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD; dan

b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS.

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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mengenai pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat

daerah  provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk

menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah

bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang

pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam
menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun

yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya,

sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan,
belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta
prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Surat edaran Kepala Daerah diterbitkan paling lambat 1 (satu)

minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati

Kepala Daerah bersama DPRD, paling sedikit memuat:

a. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang terkait sesuai dengan indikator, tolok ukur dan
target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub
kegiatan;

b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan
penerimaan pembiayaan;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

d. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode
rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja,
standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.

RKA-SKPD tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan:

a. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;

b. penganggaran terpadu; dan

c. penganggaran berdasarkan kinerja, dilaksanakan dengan
berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran
kinerja, sesuai dengan analisis standar belanja, standar harga
satuan, RKBMD, dan Standar Pelayanan Minimal.

RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal terdapat

penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat
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termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat
menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS.
RKA-SKPD dimaksud disusun dengan menggunakan pendekatan:
a. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah;
b. Pendekatan penganggaran terpadu; dan
c. Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja.
RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang memuat
informasi mengenai:
a. Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Organisasi;
c. Standar harga satuan;
RKBMD; dan
e. Kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub
kegiatan.
Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja
(SOTK), penyusunan RKA-SKPD dimaksud disusun oleh SKPD yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.
RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu
oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah secara bersamaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TAPD melakukan verifikasi untuk menelaah kesesuaian antara RKA-
SKPD dengan:
a. KUA dan PPAS;
b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya

dan proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya

c. dokumen perencanaan lainnya;
d. capaian Kinerja;

e. indikator Kinerja;

f. analisis standar belanja;

g. standar harga satuan;

h. standar kebutuhan BMD;

e

perencanaan kebutuhan BMD;

j- standar pelayanan minimal; dan
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k. program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.
Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta
untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan
dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta
menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan
penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan
reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni
reviu atas RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan
Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/Perubahan KUA-Perubahan PPAS,
dan RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD dan reviu aparat pengawas internal
Pemerintah Daerah atas RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala
SKPD melakukan penyempurnaan.

PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan
oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah. Dokumen pendukung
tersebut terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memuat informasi
kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja
masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada
DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan
tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama
antara Kepala Daerah dan DPRD.

Penjelasan dan dokumen pendukung, antara lain nota keuangan,
RKPD, KUA dan PPAS. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
diajukan dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk soft copy.

Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa
tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
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Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Dalam pembahasan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta
RKA-SKPD berkenaan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan
tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
Berdasarkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah
menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD.
DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD:
a. 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; dan/atau
b. sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama
6 (enam) bulan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan
kepada anggota DPRD, apabila keterlambatan persetujuan bersama
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disebabkan
oleh Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD kepada DPRD dari tahapan dan jadwal
sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.
Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, wakil Kepala Daerah bertugas untuk:
a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada

DPRD; dan
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b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.
Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan
tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang bertugas untuk:
a. menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan/atau
b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.
Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan
DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.
Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah
kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD dan
KUA serta PPAS.
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD paling tinggi
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Angka APBD
tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD
yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.
Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD, angka
APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD
yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD diprioritaskan
untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah
Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai,
belanja barang dan jasa.
Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, melaksanakan

kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok
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pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila
terdapat:
a. kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan
pembebanan pada APBD; dan/atau
b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan
menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD setelah memperoleh
pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan dari
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.
Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan
bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD. Hasil pengesahan ditetapkan dengan
keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan keputusan
gubernur bagi kabupaten/kota.
Keputusan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada gubernur
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang APBD diterima. Keputusan
gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang APBD diterima.
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri
atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Kepala Daerah
menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD
menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.
Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada
Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
persetujuan rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD

untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
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Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disertai dengan
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati Kepala Daerah bersama
DPRD. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,
RKPD, KUA, dan PPAS disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft
copy.

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD yang
telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi
kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
rancangan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati Kepala
Daerah bersama DPRD.

Surat pengantar ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri tanpa
disertai lampiran.

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,
RKPD, KUA, dan PPAS disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft
copy.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak
melaksanakan evaluasi, Menteri Dalam Negeri mengambil alih
pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD
dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang
Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling
lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota

tentang Penjabaran APBD.



24.

25.

-84 -

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota
tentang Penjabaran APBD disampaikan dalam bentuk hard copy
dan/atau soft copy.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui
TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan
keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan
dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Keputusan
pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
APBD provinsi dan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat
untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah
keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft
copy.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam
waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD
menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak ditetapkan sampai
dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri
Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota,
Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD
berdasarkan penyempurnaan hasil evaluasi.

Peraturan Daerah tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat
nomor registrasi dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan
Gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten /kota.
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri
Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
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tentang Penjabaran APBD ditetapkan dalam bentuk hard copy dan
soft copy.

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan
sementara, wakil Kepala Daerah bertugas untuk menetapkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD.

Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan
tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang bertugas untuk menetapkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD.

Persiapan Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah
persiapan ditetapkan dalam APBD daerah induk, kecuali diatur lain
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD daerah induk disusun berdasarkan rancangan KUA dan
rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan memperhatikan
pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah,
dan pelayanan masyarakat pada daerah persiapan.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan
dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD /Perubahan APBD disertai penjelasan mengenai dasar hukum
pendapatan. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai
dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan
sub kegiatan. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan
mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk
penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk
pengeluaran pembiayaan.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada DPRD dan disepakati sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama
rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu

sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada
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DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA,
dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas
dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan rancangan KUA dan
rancangan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Juli, rancangan
KUA dan rancangan PPAS dibahas dan disepakati Kepala Daerah
bersama DPRD paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA
dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD.

Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS tidak dibahas dan
tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD paling lama 6 (enam)
minggu, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA,
dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas
dan disetujui Kepala Daerah bersama DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan
disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli
tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi semester pertama APBD Tahun Anggaran 2020
menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 serta
persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan
Daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas
rancangan Peraturan Daerah  tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2021.

Tahapan penyusunan dan jadwal Proses Penyusunan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada tabel

sebagai berikut:
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Tabel 5.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

NO URAIAN WAKTU LAMA
1. | Penyampaian Rancangan | paling lambat
Perubahan KUA dan | minggu [ Dbulan
Rancangan Perubahan | Agustus
PPAS oleh Kepala Daerah
kepada DPRD
2. | Pembahasan dan | paling lambat
kesepakatan antara Kepala | minggu II bulan
Daerah dan DPRD atas | Agustus
Rancangan Perubahan KUA
dan Rancangan Perubahan
PPAS
3. | Penerbitan Surat Edaran | paling lambat
Kepala  Daerah  perihal | minggu III bulan
Pedoman Penyusunan | Agustus
RKA-SKPD, RKA-PPKD dan
Perubahan DPA-
SKPD/PPKD serta
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan  APBD dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
4. | Penyampaian = Rancangan | Paling lambat
Peraturan Daerah tentang | minggu II bulan
Perubahan  APBD  oleh | September
Kepala Daerah kepada
DPRD
5. | Pengambilan persetujuan | Paling lambat 30 | Paling
bersama DPRD dan Kepala | September lambat 3
Daerah bulan
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sebelum
tahun
anggaran
berakhir
Menyampaikan Rancangan | 3 hari kerja setelah 3 hari
Peraturan Daerah tentang | persetujuan kerja
Perubahan  APBD dan | bersama
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBD kepada  Menteri
Dalam Negeri/ Gubernur
untuk dievaluasi
Hasil evaluasi Rancangan | Paling lama 15 hari| 15 hari
Peraturan Daerah tentang | kerja setelah kerja
Perubahan  APBD dan | Rancangan
Rancangan Peraturan | Peraturan Daerah
Kepala Daerah tentang |tentang Perubahan
Penjabaran Perubahan | APBD dan
APBD Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
diterima oleh
Menteri Dalam
Negeri/ Gubernur
Penyempurnaan Paling lambat 7 7 hari
Rancangan Peraturan | hari kerja (sejak kerja

Daerah tentang Perubahan
APBD sesuai dengan hasil
evaluasi yang ditetapkan
dengan

Pimpinan DPRD

keputusan
tentang
penyempurnaan

Rancangan Peraturan

diterima keputusan

hasil evaluasi)
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Daerah tentang Perubahan

APBD

9. | Penyampaian keputusan | 3 hari kerja setelah 3 hari
Pimpinan DPRD tentang | Keputusan kerja
penyempurnaan pimpinan DPRD
Rancangan Peraturan | ditetapkan

Daerah tentang Perubahan
APBD kepada Menteri

Dalam Negeri/Gubernur

10. | Penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
perubahan  APBD sesuai

dengan hasil evaluasi

11. | Penyampaian Peraturan | Paling lambat 7 7 hari
Daerah tentang Perubahan | hari kerja setelah kerja
APBD dan Peraturan Kepala | Peraturan Daerah
Daerah tentang Penjabaran | dan Peraturan
APBD kepada Menteri Dalam | Kepala Daerah
Negeri/Gubernur ditetapkan

30. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah
disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah
menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang
memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru dan/atau
Perubahan DPA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.

Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-

SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu

ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan paling sedikit

memuat:

a. prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang terkait;

b. Alokasi prioritas plafon anggaran sementara untuk setiap
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD
kepada PPKD; dan



31.

-90 -

d. dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan
PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan
DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga,
RKBMD dan Pedoman Penyusunan APBD.

Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun

anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS

tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah
menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS
tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan

Peraturan Kepala Daerah, untuk selanjutnya Kepala Daerah

menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD

sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang
memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru dan/atau

Perubahan DPA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.

Larangan Pemerintah Daerah dalam perubahan APBD Tahun

Anggaran 2021 untuk menganggarkan kegiatan, sub kegiatan dan

belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah

kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan
tahapan pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan serta bantuan
keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021.

E. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran

2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD,

juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan
program prioritas bidang Pendidikan yang tercantum dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020.
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Contoh Format Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan

NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
1. | a. Belanja pada Dinas Pendidikan: Rp xxx
1) Belanja Operasi:
a. belanja pegawai, Rp xxx
b. belanja barang dan jasa; Rp xxx
c. belanja hibah; Rp xxx
d. belanja bantuan sosial. Rp xxx
2) Belanja Modal; Rp xxx
b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang
menunjang Pendidikan, antara lain: Rp xxx
1) Belanja Transfer: Rp xxx
Belanja bantuan keuangan...
2) Sub Kegiatan .... pada SKPD .... Rp xxx
dst .... Rp xxx
2. | Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b) Rp xxx
Total Belanja Daerah Rp xxx
Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100% XXX%

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah
secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan

anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja

APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan

peraturan perundang-undangan.

Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen)

agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang

dalam ketentuan

belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program

prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020.

Contoh Format Perhitungan Alokasi Anggaran Kesehatan

NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
1. | a. Belanja pada Dinas Kesehatan: Rp xxx
1) Belanja Operasi:
a. belanja pegawai; Rp xxx
b. belanja barang dan jasa; Rp xxxX
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c. belanja hibah; Rp xxx
d. belanja bantuan sosial. Rp xxx
2) Belanja Modal; Rp xxx
b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang Rp xxx

menunjang Kesehatan, antara lain:
1) Belanja Transfer: Rp xxx

Belanja bantuan keuangan...

2) Sub Kegiatan .... pada SKPD .... Rp xxx
dst .... Rp xxx
2. | Anggaran Kesehatan (a+b) Rp xxx
3. | Total Belanja Daerah Rp xxx
4. | Gaji ASN (Rp xxx)
5. | Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4) Rp xxx
Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100% xXxx%

3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH
yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja
infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan
pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran
alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Besaran belanja Infrastruktur daerah dimaksud dihitung dari total
belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja
modal dan pemeliharaan untuk aparatur, seperti pembangunan
dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai
fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas.

Belanja infrastruktur daerah berupa belanja yang dilaksanakan
untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menghasilkan
keluaran untuk menunjang alokasi anggaran kesehatan, alokasi
anggaran pendidikan, dan alokasi anggaran lainnya yang langsung
berkaitan dengan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2021.

Alokasi anggaran lainnya tersebut berupa belanja yang langsung
terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik
dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi

kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan
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publik antar daerah berupa: a. pengadaan dan/atau pemeliharaan
fasilitas teknis dan fisik, sistem informasi, perangkat keras,
perangkat lunak; dan/atau b. belanja bantuan keuangan, belanja
hibah, dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan keluaran
langsung berkaitan dengan infrastruktur.

Contoh Format Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
1. | Penerimaan
c Dana Transfer Umum
o a) DAU Rp XXX
? b) DBH Rp XXX
o Jumlah Penerimaan Rp XXX
h2. Pengurang
p a) DAU Tambahan Rp XXX
i b) DBH yang bersifat earmarked Rp XXX
h c) ADD Rp XXX
i Jumlah Pengurang Rp XXX
u3. |Jumlah Dana Transfer Umum yang | Rp XXX
2 Diperhitungkan
an belanja infrastruktur daerah:
NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
1. |a) Belanja Modal: Rp xxx
1) tanah; Rp xxx
2) peralatan dan mesin; Rp xxx
3) bangunan dan Gedung; Rp xxx
4) jalan, jaringan, dan irigasi; Rp xxx
5) aset tetap lainnya; Rp xxx
6) aset lainnya. Rp xxx
b) Belanja Pemeliharaan Rp xxx
2. | a) Belanja Hibah; Rp xxx
b) Belanja Bantuan Sosial; Rp xxx
c) Belanja Bantuan Keuangan. Rp xxx
3. | Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah Rp xxx
(1+2)
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4. | Persentase Belanja Infrastruktur

Terhadap Transfer ke Daerah yang XXX%

Penggunaannya Bersifat Umum

4. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman
COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi,
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna
mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah.

Contoh Format Perhitungan Alokasi Pemulihan di Bidang Ekonomi

NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
1. | Belanja pada SKPD:
1) Sub kegiatan .... pada SKPD.... Rp xxx
2) Sub kegiatan .... pada SKPD.... Rp xxx
3) Sub kegiatan .... pada SKPD.... Rp xxx
4) dst.... Rp xxx

2. |Total Alokasi Anggaran Pemulihan di | Rp xxx
Bidang Ekonomi

Total Belanja Daerah Rp xxx

Rasio Alokasi Anggaran Pemulihan di

o
Bidang Ekonomi (2:3) x 100% XXX

5. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan

penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi
dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin
terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah
Daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus
mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari
Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton
sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti
aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk
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dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa

pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut
biaya.

Terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan administrasi

kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Adapun kewenangan Provinsi, meliputi:

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

d. pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala
provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah
dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang
bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan; dan

f. penyusunan profil kependudukan provinsi.

Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi:

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di
bidang Administrasi Kependudukan;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang
Administrasi Kependudukan;

f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian
urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas
pembantuan;

g. pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala

kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah
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dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang

bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan; dan
i. penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah untuk
penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik kepada Unit
kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di
bidang administrasi kependudukan wuntuk Ilebih optimal dalam
memberikan pelayanan, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta
berkinerja baik dalam mencapai target nasional yang telah
ditentukan Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran dalam APBD yang memadai bagi perangkat daerah
penyelenggara pelayanan publik urusan administrasi kependudukan
serta pemberian insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya
kepada ASN perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik
urusan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah
yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan,
kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, dan diuraikan ke
dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode
rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah tersebut yang belum
menerapkan BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
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Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun

anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan

tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan

penggunaanya, mempedomani hal-hal sebagai berikut:

a. DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku,
pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi
ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena
cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan
keputusan gubernur.

b. Penggunaan DBH-Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung
dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. Alokasi Dana Otonomi Khusus setara dengan 2% (dua persen)
dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2021 bagi:

1) Pemerintah Aceh, ditujukan untuk membiayai pembangunan
terutama:

a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;

b) pemberdayaan ekonomi rakyat;

c) pengentasan kemiskinan;

d) pendanaan pendidikan;

e) sosial; dan

f) kesehatan;

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
wajib untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan,
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.



- 908 -

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap SiLPA yang bersumber
dari sisa Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019,
penggunaanya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani
angka 1) dan angka 2) di atas.

Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55%
(lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi
sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30%
(tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di
Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan
untuk membiayai program pembangunan yang disepakati
bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati
bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat dalam rangka otonomi khusus yang
bersumber dari DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dialokasikan untuk biaya pendidikan dan paling sedikit 15% (lima
belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi, sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus
yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI
berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran supaya
digunakan  terutama untuk pembiayaan Pembangunan
Infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar paling sedikit dalam 25
(dua puluh lima) tahun seluruh  kota-kota  provinsi,
kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya
terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang
berkualitas, sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat dapat
melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan

menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian
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nasional dan global, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

g. Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana
Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk
melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur;

2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

3) kebudayaan;

4) pertanahan; dan

S) tata ruang.

h. Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai
dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan
penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di sekitar Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan/atau Proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

10. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari

11.

dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan
dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud
penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun
berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas
penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2021.

Penganggaran dan belanja DAK Fisik Tahun Anggaran 2021
berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk
operasional yang ditetapkan oleh masing-masing
Kementerian/Lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target
keluaran kegiatan, rincian dan lokasi kegiatan, rincian pendanaan
kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan dan kegiatan penunjang DAK
Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik yang telah
dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada Tahun Anggaran
2021 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional
DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2021 sesuai dengan penetapan RK DAK Fisik dimaksud.

Dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan
RK yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari K/L,
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu
alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2021.

Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik bidang Pendidikan,
Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Air Minum, Pertanian,
Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Kelautan dan Perikanan,
Pemerintah Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi,
kabupaten/kota dilaksanakan secara kontraktual oleh SKPD
yang menangani urusan pendidikan dengan quality assurance
yang melibatkan SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum
dan perumahan rakyat, dianggarkan dalam program dan kegiatan
pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

1) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal,
jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub
rincian objek; dan

2) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta

dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja
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barang dan jasa dengan objek, rincian objek dan sub rincian
objek.
b. Bidang Perumahan dan Permukiman

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang

Rumah Swadaya yang merupakan dana yang dialokasikan dari

APBN untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang

sifatnya stimulan guna mendorong dan meningkatkan

keswadayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan
swadaya layak huni melalui peningkatan Pembangunan Baru

Rumah Swadaya (PBRS) dan Peningkatan Kualitas Rumah

Swadaya (PKRS) beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum

yang merupakan prioritas nasional dan menjadi urusan dan

kewenangan Pemerintah Daerah. Penganggaran di APBD sebagai
berikut:

1) Kegiatan PBRS dan PKRS dianggarkan pada SKPD yang
menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan
permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja
barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk
diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain, rincian objek belanja pemberian uang yang
diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub
rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan sebagai
insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan PBRS pada Kelompok Penerima Bantuan yang
berkinerja baik yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan
secara swakelola dengan pelaksana adalah kelompok
masyarakat, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan
urusan perumahan dalam kelompok belanja operasi, jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa
untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain, rincian objek belanja barang dan/atau jasa
yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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3) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, kejadian luar
biasa, dan atau wabah penyakit menular sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
bencana alam, kegiatan PBRS dianggarkan pada SKPD yang
melaksanakan urusan perumahan dalam bentuk program dan
kegiatan yang diuraikan dalam kelompok belanja operasi, jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa
untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain, rincian objek belanja pemberian uang yang
diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub
rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bidang Sanitasi
Kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola
oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang
menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja
barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa untuk
diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain, rincian objek belanja pemberian uang yang
diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub
rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bidang Air Minum
Kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola
oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang
menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja
operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang
dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja
pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bidang Pertanian

Kegiatan DAK Fisik bidang pertanian untuk kegiatan

pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam), embung, dam

parit, long storage, dan pintu air dilaksanakan melalui metode

swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi
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petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A, dianggarkan pada
SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok
belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja
barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja barang
dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kegiatan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM),
meliputi kegiatan:

1) Pembangunan Sentra IKM; dan

2) Revitalisasi Sentra IKM.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut diatas menghasilkan
barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM
di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi
dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis
DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan
urusan Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja
operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang
dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek belanja barang
dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dan sub rincian objek belanja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha
nelayan skala kecil untuk pengadaan perahu/kapal penangkap
ikan berukuran 3-4 Gross Tonnage (GI) dan dibawah 3 GT, alat
penangkap ikan ramah lingkungan serta alat bantu penangkapan
ikan, dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan
kelautan dan perikanan dalam kelompok belanja operasi, jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan/atau jasa
untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain, rincian objek belanja barang dan/atau jasa

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan
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sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha
pembudidaya ikan skala kecil untuk paket percontohan budidaya
udang sederhana, nila di kolam/tambak, budidaya ikan hias,
gurame, patin, ikan nila/udang galah dengan padi (minapadi), lele
di kolam, ikan komoditas lokal, polikultur udang, bandeng,
rumput laut serta kegiatan sejenisnya, dianggarkan pada SKPD
yang menyelenggarakan urusan Kelautan dan Perikanan dalam
kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek
belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan
kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, rincian objek
belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dan sub rincian objek
belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

14. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima
persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang
yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan
penunjang dimaksud, meliputi:

a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;

b. biaya tender;

c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan
swakelola;

d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

e. penyelenggaraan rapat koordinasi;

f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka
perencanaan, pengendalian dan pengawasan; dan

g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota,
tidak termasuk honorarium reviu.

Pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota

sebagaimana yang tercantum pada huruf g, dilakukan terhadap:

a. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan
DAK Fisik per jenis, per bidang tahun anggaran sebelumnya,
sebagai syarat penyaluran tahap I, penyaluran secara sekaligus

dan/atau campuran;
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b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan
DAK Fisik per jenis, per bidang/subbidang sampai dengan tahap I,
sebagai syarat penyaluran tahap Il dan/atau campuran;

c. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan
DAK Fisik per jenis, per bidang/subbidang sampai dengan tahap
II, sebagai syarat penyaluran tahap III dan/atau campuran.

Tata cara penggunaan dana penunjang mempedomani Petunjuk

Operasional yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian

Negara/Lembaga teknis.

Pelaksanaan reviu tersebut dilakukan oleh inspektorat provinsi

untuk provinsi penerima DAK Fisik dan inspektorat kabupaten/kota

untuk kabupaten/kota penerima DAK Fisik.

Selanjutnya, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output

kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang disampaikan oleh Kepala

Daerah kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

selaku KPA melalui aplikasi berbasis web Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).

Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik, Pemerintah Daerah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya
belum tercapai, yaitu:

1) untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,
digunakan dalam rangka pencapaian output dengan
menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya
belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2021 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021; atau

2) untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik

pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan
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daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran berjalan, dengan mekanisme dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2021 atau melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya telah

tercapai, yaitu:

1)

2)

untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,
digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/sub bidang yang sama dan/atau tertentu sesuai
dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk
teknis tahun anggaran berjalan, dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dilaksanakannya audit
oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; atau

untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
sebelumnya, digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK
Fisik pada bidang/sub bidang yang sama dan/atau tertentu
sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan
petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dengan mekanisme
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 atau
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan
dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021.
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Penganggaran dan belanja DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021
berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Non Fisik yang ditetapkan
oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja daerah untuk
program dan kegiatan dalam rancangan APBD pada SKPD penerima
DAK Nonfisik.

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja daerah
untuk program/kegiatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) penerima DAK Nonfisik dalam rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, namun setelah terbitnya alokasi DAK Nonfisik dalam
informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dan/atau
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021,
Pemerintah Daerah tidak menganggarkan program/kegiatan
dan/atau menganggarkan alokasi lebih kecil dari alokasi DAK
Nonfisik yang diterima dalam APBD, Pemerintah dapat melakukan
penundaan dan/atau penghentian penyaluran DAK Nonfisik tersebut
sampai dengan Pemerintah Daerah menganggarkan kembali
program/kegiatan dimaksud dengan cara melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2021.

Ketentuan Pengaturan Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari
APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.
Penganggaran bantuan biaya layanan pengolahan sampah dalam
rangka percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi
energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang bersumber
dari DAK Nonfisik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan, dianggarkan ke dalam program dan
kegiatan pada SKPD yang menangani persampahan dalam jenis

barang dan jasa, objek dan rincian objek belanja jasa ketersediaan
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layanan (Availibility Payment) infrastruktur pengelolaan
persampahan.
Pendapatan atas pengembalian DAK Nonfisik yang merupakan

koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis Lain-lain PAD Yang
Sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan
sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk
pengeluaran yang didanai DAK Nonfisik pada tahun dikembalikannya
dana tersebut.

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik,
dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam
APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan masih terdapat
sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan
kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah
Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021.

Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dalam hal obligasi daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan,
Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah harus
memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi
daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan
tersebut yang akan dijadikan jaminan.

Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai
penerbitan obligasi daerah kepada otoritas di bidang pasar modal
sebelum pernyataan efektif obligasi daerah dengan tembusan kepada
Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah

Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada
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pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.
Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:
a. daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan
melalui pola kerjasama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama,
masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD
dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan
mempedomani peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan badan
usaha dalam penyediaan infrastruktur agar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran
Ketersediaan Layanan (Availability Payment), agar menyediakan
anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama
antar daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang pendanaannya bersumber dari APBD.
Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor
Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT),
pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk
pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Kantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam
rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan,
pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik
di Pusat maupun di Provinsi dengan terbentuknya Sekretariat
Pembina SAMSAT tingkat Nasional dan tingkat Provinsi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Selanjutnya, guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yang
bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah mengoptimalkan kegiatan
pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor dimaksud dengan menggunakan tambahan
dana berupa hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero).
Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan
pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung
pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing
Bussiness/EoDB), Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan
untuk: pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan
sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas,
penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan
pemantapan tugas-tugas DPMPTSP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat

dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian

konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa
dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak
terduga.

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban

belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik

dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa
dimaksud, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk
bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk
konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b. berdasarkan penetapan status Kepala Daerah atau surat
keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana
dimaksud pada huruf a, kepala SKPD yang membidangi
mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD
selaku BUD;

c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD

selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala
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SKPD yang membidangi, paling lambat 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya RKB;

d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada
huruf c, dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara
Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit
SKPD;

e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud
pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu Unit SKPD;

f. kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung
jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana
kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan
dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
dan

g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja
dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud
pada huruf f kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat
Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.

Penyediaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD,

untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD

Tahun Anggaran 2021.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan

mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat

bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik,
dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran
dari belanja tidak terduga.

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban

belanja tidak terduga tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak

terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
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b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan
belanja tidak terduga diformulasikan dalam Perubahan DPA-
SKPD.

c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

30. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat

31.

bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian

bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana

alam/non alam dan/atau bencana sosial, dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

a. Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan
obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan  pangan
diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional
terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan

b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda
bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada
belanja bantuan keuangan.

Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf

b dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan

dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pra bencana dan

pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana

sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana.
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Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi

anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan

bencana pada tahap pra bencana yang selanjutnya diuraikan antara

lain:

a. perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan
bencana;

b. pengurangan risiko dan pencegahan bencana;

c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

d. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan
bencana.

Penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi,

penanganan dan dampak pandemi atau wabah penyakit tertentu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak

pandemi atau wabah penyakit tertentu, Pemerintah Daerah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka
penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, yaitu:

1) kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi
dan penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu,
mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan menangani
pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling lama 1 (satu)
hari kepada PPKD selaku BUD;

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT
kepada kepala SKPD yang secara fungsional terkait
penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, paling
lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;

3) kepala SKPD yang secara fungsional terkait, dapat membuka
rekening untuk menampung pencairan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4) pencairan dana penanganan pandemi atau wabah penyakit
tertentu dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai
dengan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
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5) pencairan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) diserahkan
kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang
mengajukan RKB;

6) penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB;

7) kepala SKPD yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara
formal dan material terhadap belanja penanganan pandemi
atau wabah penyakit tertentu yang dikelolanya;

8) pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan
pandemi atau wabah penyakit tertentu, disampaikan oleh
kepala SKPD yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan
melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat
pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD;

9) berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD
menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang
diungkapkan secara memadai pada CaLK; dan

10) dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai dengan rencana
penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu oleh SKPD
terkait dapat diajukan kembali tanpa = menunggu
pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.

b. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah
Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan
dan sub kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan
alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia
melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD, dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD. Hasil alokasi
anggaran penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub
kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.

c. Percepatan penyesuaian APBD tahun anggaran berkenaan dalam
rangka penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, serta
pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional
mempedomani  ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu

dimaksud.
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33. Pendapatan hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak
ketiga/sejenis yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk
penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu, agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah dapat menerima hibah termasuk sumbangan
dari masyarakat atau pihak lain/sejenis, berupa uang, barang,
dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri
yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam
bentuk uang/barang yang bersumber dari dalam negeri
merupakan penerimaan daerah yang memenuhi kriteria sebagai
berikut:

1) tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada
Pemberi Hibah termasuk sumbangan;

2) tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang
dapat mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah; dan

c. Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari
masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang
dapat digunakan langsung oleh SKPD yang secara fungsional
menangani pandemi atau wabah penyakit tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang
bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam
bentuk uang, dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD
dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah.

Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang
bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam
bentuk barang, digunakan langsung oleh perangkat daerah yang
secara fungsional menangani pandemi atau wabah penyakit
tertentu.

34. Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman
COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan,

kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD
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Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan langkah-langkah antara

lain sebagai berikut:

a.

pelaksanaan skenario the new normal dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID-

19.

peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai

aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial

dan ekonomi antara lain sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak

dan retribusi;

pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat

seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan;

pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan

dasar.

pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

a)

b)

penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan

modal;

menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan

masyarakat;

penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan

akses terhadap lembaga keuangan;

promosi investasi domestik maupun internasional;

peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata

terdampak COVID-19, melalui pelaksanaan kembali rapat-
rapat kantor, forum group discussion, seminar, dan
sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan
tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19.
pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
atas pokok pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi,
antara lain sebagai berikut:

(1) Pajak kendaraan bermotor terkait moda transportasi
angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor untuk sektor perindustrian dan penjualan
kendaraan bermotor;

(2) Pajak kendaraan bermotor untuk sektor angkutan

umum;
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(3) Pajak bumi bangunan untuk sektor pendidikan,
pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan, serta
balai konservasi;

(4) Pajak reklame untuk pelaku usaha perhotelan,
restoran, dan hiburan;

(5) Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk
sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan;

(6) Retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang;

(7) Retribusi pelayanan persampahan/kebersiahan untuk
penduduk kurang mampu;

(8) Perpanjangan pemenuhan kewajiban pembayaran
pajak daerah.

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah
jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap
pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dengan cara:

a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021; atau

b. ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi
DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan
kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan
sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan
kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan
anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk
alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang
diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam hal suami dan/atau istri yang
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menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada

DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

Selanjutnya, dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi

Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi

Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah

jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal

Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah  dapat

menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewa

memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ditegaskan bahwa

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis

dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah
pada umumnya. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum

tersebut, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan;

b. pengelolaan dana khusus wuntuk meningkatkan ekonomi
dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau

c. pengelolaan wilayah /kawasan tertentu untuk tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Dalam penerapan BLUD, Pemerintah Daerah memperhatikan antara

lain hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada
masyarakat, Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi
kepada Perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis
layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional
dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat

untuk menerapkan BLUD.
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Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit

Daerah (RSD), Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan

Masyarakat yang belum menerapkan BLUD, Pemerintah Daerah

segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat

penerapan BLUD pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

untuk penerapan BLUD pada puskesmas (FKTP) sebagaimana

dimaksud pada huruf b, sesuai dengan:

1) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9873/SJ
tanggal 26 September 2019 tentang Modul Penyusunan
Dokumen Administratif Penerapan BLUD Puskesmas;

2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9874/SJ
tanggal 26 September 2019 tentang Modul Penyusunan

Dokumen Administratif Penerapan BLUD Puskesmas.

Bagi Perangkat Daerah yang telah menerapkan BLUD, agar:

a.

Pendapatan BLUD (Non APBD) dikelola langsung untuk
membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD
dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah.

Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan
BLUD (Non APBD), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)
BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada
akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu)
program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis
belanja.

Belanja BLUD sebagaimana huruf c, dialokasikan untuk
membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah,
kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan
dan pendukung pelayanan BLUD.

Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam akun
pembiayaan pada SKPD selaku SKPKD.

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA
mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan

APBD.
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g. Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun dan
menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan
BLUD secara berkala kepada PPKD, sebagai berikut:

1) Untuk BLUD UPTD/B, pemimpin menyusun dan
menandatangani  laporan  pendapatan, belanja  dan
pembiayaan dengan melampirkan SPTJ untuk disampaikan
kepada Kepala SKPD. Berdasarkan laporan dan SPTJ
tersebut, kepala SKPD menerbitkan SP3BP, PPKD melakukan
pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.

2) Untuk BLUD RSD (UPT Khusus yang diberikan otonom
keuangan), pemimpin menyusun dan menandatangani
laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan
melampirkan SPTJ, dan menandatangani SP3BP.
Berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan
menerbitkan SP2BP.

h. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan BLUD
diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan (BPK) yang berlaku efektif untuk
pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2020.

i. Dalam hal BLUD yang telah tetapkan dengan status BLUD
bertahap dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai
BLUD yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, wajib
menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan
Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 diundangkan.

j- Penilaian dan penerapan BLUD:

1) Untuk UPTD/B Daerah Provinsi sesuai dengan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ tanggal 6 Pebruari
2019 tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD, dan

2) Untuk UPTD/B Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tanggal 6
Pebruari 2019 tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD.

39. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah
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mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk
mendanai kegiatan antara lain koordinasi, supervisi, pendidikan dan
pelatihan /peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar
atau sejenisnya dan penyusunan regulasi yang diamanatkan dalam
peraturan pemerintah dimaksud serta kegiatan lain termasuk
peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS guna efektifitas
pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.
Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, selain
memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank pembangunan
daerah dan bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah),
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga
keuangan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara
(Himbara) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui pemanfaatan
infrastruktur perbankan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk
menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah Daerah dapat
menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:
a. sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada Pemerintah Daerah;
b. monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
c. pembinaan pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah Daerah;
d. pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan
program One Village One Product (OVOP);
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran
untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima
KUR dalam APBD.
Dalam rangka penguatan kapasitas daerah dan mengintegrasikan
teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, kesejahteraan
masyarakat dan perbaikan pelayanan publik, Pemerintah Daerah
dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk
penggunaan teknologi informasi dan penyusunan Rencana Induk
Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) bagi daerah yang belum
memiliki RITIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (ETP), Pemerintah Daerah agar mengambil

langkah-langkah sebagai berikut:
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a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan
transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah, baik yang
dilakukan secara tunai maupun non tunai;

b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan
terkait ETP;

c. Menyusun roadmap tahapan pelaksanaan ETP yang dituangkan
dalam Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah;

d. Menyusun model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan
ETP;

e. Mengupayakan akses telekomonikasi dan informasi melalui
kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan

f. Menyelenggarakan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) Nasional sesuai:

1) tahapan dalam roadmap ETP;

2) business model percepatan dan perluasan ETP;dan

3) melalui kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia
di daerah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah,
Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank, untuk
penyediaan produk/layanan keuangan non tunai sekaligus
memperluas akses masyarakat terhadap instrumen dan kanal
pembayaran non tunai.

g. Menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk memberikan
keyakinan dan kepercayaan serta rasa aman bagi masayakat
dalam bertransaksi non tunai dengan Pemerintah Daerah.

h. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat, apparat
Pemerintah Daerah dan pihak terkait mengenai transaksi
nontunai serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan
daerah.

i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi ETP,
secara manual maupun elektronik dilaksanakan oleh badan yang

membidangi keuangan daerah dan/atau pendapatan daerah.

j- Melakukan pengawasan pendapatan dan belanja daerah, secara

manual maupun elektronik dilaksanakan oleh Inpektorat.
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan
pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara

Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021, untuk:
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a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala
Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas
serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
(Diklatpim) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan
Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif
pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk pendidikan dan
pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjenjangan
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), diklat
teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam Kebakaran, barang dan
jasa, dan lain-lain.

c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan

anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka

pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah
dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen)
dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan paling sedikit

0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi

pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang

secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia,
yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain. Dalam hal

besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk

pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol
koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi
pemerintah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam
belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah
kabupaten/kota, Pemerintah  Daerah  tidak  diperkenankan
mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan

pelatihan dimaksud. Selanjutnya, orientasi dan pendalaman tugas
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anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pembinaan Ideologi

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program dan

kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan

olahraga di daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran

dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan
sub kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara
fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga
dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang
keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga
profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung
jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi
olahraga professional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa pembinaan dan
pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi
cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.

Selanjutnya, cabang olahraga profesional adalah olahraga yang

dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau

bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak

ketiga terkait dengan:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran
2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkracht),

harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun

Anggaran 2021 sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran

2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
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dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah

Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran

2021, atau setelah perubahan APBD.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan sub kegiatan untuk:

a. 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan
Tahun Jamak.

Sub kegiatan Tahun Jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu)
Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12
(dua belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Penganggaran sub kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas

persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD dan ditandatangani

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

a. nama sub kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan sub kegiatan Tahun

Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah

berakhir, kecuali sub kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan

prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan

dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai

bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan

dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau

masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran

untuk keprotokolan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah,

Pemerintah Daerah menyediakan dukungan berupa anggaran,
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sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi
yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Pornografi, Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan
pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan
serta penanganan pornografi.

Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan
anggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan
Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, guna
mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menyampaikan
data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (SISMONTEPRA).

Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor
Urusan Agama (KUA) di daerah, Pemerintah Daerah dapat
menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah yang telah digunakan
untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada
masyarakat seperti pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA), Pusat
Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), Asrama Haji, Pusat
Pengembangan Keagamaan, Pos Observasi Bulan (POB), dan
pembangunan rumah ibadah kepada Kementerian Agama dengan
tetap memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam

APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain untuk:
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a. Palang Merah Indonesia (PMI) dalam bentuk program, kegiatan
dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau
belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren
(pendidikan islam) dan pendidikan non islam di bawah binaan
Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional
dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka
peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Pendidikan Tinggi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam bentuk
belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam bentuk program,
kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi
dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam bentuk belanja
hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

h. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam bentuk
program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan
fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk

mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam

mengoptimalkan pengawasan publik, Pemerintah Daerah

menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021

untuk Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi

Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan, antara lain:
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a. Layanan penyelesaian sengketa informasi;

b. Monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan
Undang-Undang mengenai Komisi Informasi Publik;

c. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan
Badan Publik; dan

d. Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Tugas dan Fungsi
Komisi Informasi.

Dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan
pemenuhan Hak Anak;

b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan
tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;

c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;

d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan
Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;

e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;

f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Maslarakat
di bidana Perlindungan Anak; dan

g. Memberikan laporan kepada pihak berwaiib tentang adanya
dugaan pelanggaran Undang-Undang ini.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran guna mendukung

pelaksanaan tugas dimaksud di daerah dalam APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat

Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran

pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk

mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan

pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu

RKPD, reviu RKA-SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja,
reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan

barang dan jasa, reviu realisasi penyerapan dana dan capaian
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output kegiatan DAK-Fisik, pemeriksaan serentak kas
opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP,
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, monitoring
dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan
evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan
penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih
pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan
APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang
berindikasi korupsi;

3) Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri
reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat
terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan
masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat
Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat
Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik; dan

4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan
gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi,
verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan
pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian
internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan,
survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower
System.

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional
berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan
teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain.

d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima
persen) alokasi dana penunjang DAK Fisik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi

penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan
kegiatan untuk pelaksanaan survei penilaian integritas dalam APBD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub
kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja
daerah, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Pemerintah provinsi:

1) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun
rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan
puluh persen) dari total belanja daerah;

2) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai
dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)
paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen)
dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00
(tiga puluh enam miliar rupiah); dan

3) diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)
paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari
total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam
puluh miliar).

b. Pemerintah kabupaten/kota:

1) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)
paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja
daerah;

2) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai
dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling
sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari
total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah); dan

3) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling
sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total
belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya
telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran
program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran
2021 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran
persentase alokasi anggaran dimaksud.

59. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala

Desa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 untuk
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pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya,
honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki
desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan
pembinaan dan pengawasan dimaksud, yaitu:

a. Penyusunan Regulasi, antara lain penetapan dan penegasan
batas desa; kewenangan desa; pemilihan kepala desa; perangkat
desa; pengelolaan keuangan desa; tata cara pembagian dan
penetapan rincian dana desa; alokasi dana desa; dan pengadaan
barang/jasa di desa;

b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerimtahan desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa,
seperti:

1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa untuk
memperkuat desa dalam mengatur dan mengurus desa serta
pengintegrasian perencanaan desa dengan kabupaten/kota;

2) Administrasi pemerintahan desa untuk mewujudkan tata
kelola desa secara tertib;

3) Pengelolaan keuangan desa untuk memastikan terlaksananya
APBDesa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan
disiplin anggaran;

4) Pengelolaan asset desa untuk kejelasan pencatatan aset dan
pemanfaatannya;

5) Penguatan kelembagaan dan kapasitas BPD sebagai upaya
untuk meweujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
serta penguatan peran pengawasan di desa; dan

6) Pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan

desa sebagain dasar dalam penataan desa dan acuan dalam
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melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
desa.

c. Pelaksanaan SPM desa;

d. Penyediaan biaya operasional aparatur kecamatan dalam rangka
pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa;

e. Pelaksanaan pengawalan dana desa;

f. Penguatan peran inspektorat daerah dalam pengawasan
penyelenggaraan tata kelola desa;

g. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat;

h. Fasilitasi kerja sama desa;

i. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;

j.- Fasilitasi pembentukan dan pendayagunaan lembaga

kemasyarakatan dan lembaga adat desa;
k. Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan
keberlanjutan BUMDesa dan BUMDesa bersama.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran 2018 yang disampaikan kepada bupati/wali kota dan
disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud
dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan dana desa yang efektif, efisien dan
akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerjasama di bidang
pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa
guna mendorong percepatan pembangunan di desa, Pemerintah
Daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk
pembentukan dan operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan
Kepolisian Negara RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki

desa, menganggarkan kegiatan dalam APBD untuk mendukung
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Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka
penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang
Kabupaten /Kota;

b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perdesaan;

c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan
pengembangan teknologi tepat guna;

d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses
terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi; dan

e. Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui SKPD yang memiliki
tugas dan fungsi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan

tersebut sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa antara lain

perpustakaan desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian
umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu,
sanggar seni dan belajar, embung desa, serta jalan desa.

Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,

Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana

dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

dikelurahan sebagai berikut:

a. Bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling
sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi
khusus. APBD dihitung dari pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi daerah kabupaten/kota yang memiliki kelurahan dan kota
yang memiliki desa mengalokasikan paling sedikit sebesar dana
desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Besaran alokasi yang tercantum pada huruf a dan huruf b ditambah

dengan alokasi DAU Tambahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat

dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
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pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD
provinsi/kabupaten/kota dengan mengikutsertakan stakeholder
lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pembinaan
BUMD, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
penelaahan rancangan rencana bisnis, monitoring dan evaluasi,
seleksi calon anggota dewan/komisaris dan calon anggota direksi
BUMD.
Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah
yang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat
daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan
RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran
dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait guna
efektifitas penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka penangangan dampak sosial kemasyarakatan terkait
penyediaan tanah untuk pembangunan nasional di lingkungan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam
APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan penyusunan
dokumen rencana penangaanan dampak sosial kemasyarakatan,
pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan dampak sosial
kemasyarakatan dan pembayaran santunan bagi masyarakat.
Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi
Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) antara lain:
a. peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen;
b. peningkatan rekening dan penggunaan produk keuangan formal,;
c. optimalisasi PTSL; dan
d. optimalisasi agen bank dan titik layanan non bank, peningkatan
layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, serta
penguatan monev inklusif.
Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk

pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan
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Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks
inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir
tahun 2024.

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan

mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas

harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah

Daerah menyediakan anggaran untuk:

a. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),
Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD
Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait.

b. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan
masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok,
melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai
dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk

aparatur dan masyarakat di desa, Pemerintah Daerah menyediakan

alokasi anggaran untuk pengembangan literasi, termasuk
penggunaan literasi digital guna peningkatan kualitas membaca dan
menulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan ASN atas tempat

tinggal yang layak dan terjangkau, Pemerintah Daerah dan ASN

membayarkan simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat
kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan

kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan

sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, Pemerintah

Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:

a. Pengembangan perpustakaan sesuai dengan Standar koleksi
perpustakaan, Standar sarana dan prasarana, Standar pelayanan
perpustakaan, Standar tenaga  perpustakaan, Standar
penyelenggaraan, dan Standar pengelolaan perpustakaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga
dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran,

penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar
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membaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya
bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan
dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan
perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah,
pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran,
pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

72.Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian Arsip Negara,

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD

untuk:

a.

identifikasi Arsip Negara yang tercipta, pemberkasan arsip aktif,
penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif dan
penyusutan arsip yang merupakan kewajiban seluruh perangkat
daerah;

penilaian dan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis,
preservasi arsip statis dan akses arsip statis yang merupakan
kewajiban perangkat daerah yang membidangi urusan kearsipan;
dan

pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan
daerah untuk penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan

kearsipan.

73.Dalam rangka mendanai wurusan pemerintahan wajib terkait

pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar

Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun

Anggaran 2021 mempedomani antara lain:

a.

b.

C.

Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan,;

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor
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29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum

dan Perumahan;

d. Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota; dan

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat:

1) Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang
Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;

2) Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang
Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan

3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten /Kota.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan

inovasi daerah, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran

dalam APBD yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara
fungsional menangani penelitian dan pengembangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi

birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah Daerah

menyediakan alokasi anggaran untuk:

a. Sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) Area Perubahan
Reformasi Birokrasi, meliputi Manajamen Perubahan, Penataan
dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan
Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penataan Sistem
Manajemen SDM, Penguatan  Akuntabilitas, Penguatan
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, secara

masif dan berkelanjutan bagi seluruh ASN daerah;
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b. Implementasi Reformasi Birokrasi Substantial, antara lain
melalui:

1) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan;

2) Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan
akuntablitas kinerja;

3) Penerapan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik;

4) Penerapan pengelolaan dan penatausahaan aset yang baik;

5) Pelaksanaan evaluasi dan deregulasi peraturan perundangan-
undangan,;

6) Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi,

7) Penerapan SPBE;

8) Penerapan sistem pelaporan kinerja elektronik;

9) Peningkatan keterbukaan informasi publik;

10) Percepatan implementasi sistem merit guna penguatan talent
pool dan talent management ASN;

11) Mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN guna
pemenuhan hak pengembangan kapasitas ASN;

12) Peningkatan kualitas maturitas APIP atau Internal Audit
Capability Model,

13) Peningkatan dan penguatan maturitas Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP);

14) Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi
dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai sarana
percontohan bagi perangkat daerah;

15) Peningkatan kepatuhan atas pelaporan LHKPN/LHKASN;

16) Pembangunan dan penerapan pengawasan melalui Whistle
Blowing System, pengendalian gratifikasi, konflik kepentingan
dan survei integritas; dan

17) Pelaksanaan kebijakan evaluasi pelayanan publik guna
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan
reformasi birokrasi secara berkala.

76. Dalam rangka keselarasan, keserasian, dan keterpaduan guna
mendukung penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018
tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaran Transmigrasi,

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
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a. Pembentukan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan
Transmigrasi Tingkat Provinsi dan Kab/Kota;

b. Pelaksanaan reformasi agraria untuk mempercepat penyelesaian
masalah transmigrasi;

c. Penyiapan data untuk penyusunan dokumen perencanaan
Kawasan Transmigrasi;

d. Penguatan kapasitas bagi calon transmigran,;

e. Pembangunan kawasan transmigrasi di daerah; dan
Pemberian bantuan bagi warga yang berada di daerah tujuan
transmigrasi,

dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan kebijakan

pemerintah, antara lain:

a. Pencapaian SDG’s, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan
gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan tuberculosis (TBC),
malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang
masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Upaya percepatan penanggulangan stunting sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui
perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Pengendalian dan pemberantasan malaria sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS dan
tuberculosis (TBC) yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu
dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan
pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin
dan orang tidak mampu dalam APBD dan mengirimkan hasil
pendataan dan pemutakhiran data tersebut ke menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui

aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Social Next Generation
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(SIKS-NG) dengan mempedomani ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima

Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai UHC

sesuai dengan target nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui

peningkatan aksesbilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan

dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Penurunan Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate) guna

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga

berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia

Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan

ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta

pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan

Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:

1) sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;

2) penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di
masing-masing daerah;

3) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di
daerah; dan

4) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan
pada Program Kartu Prakerja.

Selain bentuk dukungan dimaksud, Pemerintah Daerah dapat

memberikan dukungan:

1) sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja;
dan/atau

2) pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu
Prakerja dan usaha kecil menengah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia
sebagaimana  diamanatkan dalam = ketentuan = peraturan
perundang-undangan,;

Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor

pelayanan publik dan mendukung terwujudnya “Clean

Government”, untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP

Kabupaten /Kota;

Penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa

(TMMD) pada SKPD terkait;

Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real

Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah

memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal

berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak

BPHTB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1) Pengelolaan kerjasama dengan media cetak, media online,
televisi dan radio;

2) Pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial;

3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang
hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui
pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop;

4) Penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan
masyarakat dan media sosial; dan

5) Pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan
masyarakat termasuk pengembangan forum-forum
kehumasan Pemerintah Daerah;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik oleh

Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan

urusan kesatuan bangsa dan politik, meliputi bidang-bidang

sebagai berikut:
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1) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi

Kemasyarakatan.

Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan di Indonesia, Pemerintah Daerah

menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan
urusan Kesbangpol bidang Organisasi Kemasyarakatan antara
lain penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi
kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi

Kemasyarakatan (SIORMAS), Pembentukan Tim Terpadu

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, kerja sama

Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri.

a) Pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan
evaluasi perkembangan politik di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan Partai Politik
dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan
partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai
politik penerima bantuan keuangan di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c) Pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui
optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan
demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di
tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-
kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat nasional,
antara lain operasional untuk pokja IDI pemerintah
provinsi dan peningkatan pelayanan publik melalui
keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD.

3) Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

a) Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya
pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan
narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b) Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran

Anjungan Daerah di TMII melalui: (1) Promosi budaya; (2)
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Pagelaran seni dan budaya; (3) Pameran produk unggulan
ekonomi daerah; (4) Seminar dan lokakarya, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada perangkat
daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4) Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

a)

b)

d)

Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di
daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui
pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan
temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan
melalui pusat komunikasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Peningkatan kemampuan kelembagaan dalam rangka
penyelenggaraan  Forum = Persaudaraan  Masyarakat
Melanesia Indonesia (FPMMI) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Penguatan pengawasan orang asing, organisasi
masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penanganan Pengungsi Luar Negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Peningkatan efektifitas FORKOPIMDA Kabupaten,
FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan
umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan dan  dilaksanakan oleh  gubernur,
bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-

masing.

5) Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

a) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan

pendidikan wawasan  kebangsaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;



0.

- 144 -

b) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Penyelenggaraan peningkatan Kesadaran Bela Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) Melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan
Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan
Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan
Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan
Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan
Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi
Mental (GNRM) di Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e) Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah

mendukung hal-hal sebagai berikut:

1)

2)

Dalam rangka pengendalian dan penataan perangkat daerah

serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin

efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan

dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan

pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat

real time, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu

mengalokasikan anggaran antara lain untuk:

a) Pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur
organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi;

b) Pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk
pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; dan

c) Pengembangan sistem informasi pembinaan dan
pengendalian penataan perangkat daerah didayagunakan
sebagai sarana komunikasi data dan informasi
komprehensif konektivitas.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

proses penyusunan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah

mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal e-legislasi

sehingga dapat diakses oleh masyarakat; dan



- 145 -

3) Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Daerah
memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Dukungan pembangunan kemampuan pertahanan negara di

daerah guna meningkatkan kualitas kebijakan dan program

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna, antara lain:

1) Sinkronisasi kebijakan pembangunan pengamanan wilayah
perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dengan
kebijakan pembangunan di daerah;

2) Kebijakan pertahanan negara dalam hal penataan wilayah
pertahanan negara, melalui dukungan penyediaan lahan
untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan;

3) Kebijakan pembangunan kelembagaan (restrukturisasi),
melalui dukungan Pemerintah Daerah terhadap urgensi
pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di
daerah; dan

4) Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), melalui
optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
PKBN di daerah dalam rangka mewujudkan pertahanan
rakyat semesta.

Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan

IImu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Pemberian tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang

mempunyai tugas dan fungsi terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis

NIK secara Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Dukungan peningkatan  kualitas pelayanan dokumen

kependudukan, meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta

Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah, yang

diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling

lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan

lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan
akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat
Ekonomi ASEAN dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi
ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program
padat karya tunai di desa untuk pembangunan, sebagai
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Peningkatan nilai tukar petani, pemberdayaan UKM maupun
pengendalian inflasi daerah, guna melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah di bidang sistem resi gudang sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia
Bermasalah (TKIB) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan
terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan
orang, melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana perdagangan Orang (PPTPPO) Provinsi Kabupaten/Kota
sebagaimana  diamanatkan dalam = ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan job order
yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya
praktek-praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar
melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas
sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan,
menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan
mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan

aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara
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terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi
secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak
resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang
diindikasikan secara non procedural (ilegal);

Pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun,
seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Seleksi
Tilawatil Quran (STQ) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dan
penegasan batas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan
dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan
kebijakan Satu Peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi
serta pendayagunaan data profil desa dan kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan
perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan
negara tetangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program
prioritas: (1) Pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil
dan terluar; (2) Peningkatan konektivitas dan akses di pulau
terkecil dan terluar; (3) Budidaya dan peningkatan nilai tambah
hasil laut, ikan dan lainnya; (4) Pengembangan produk unggulan
di pulau kecil dan terluar; (5) Peningkatan pemasaran hasil
pengolahan dan budidaya produk unggulan;

Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan
dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,;
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Pendanaan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara
dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan
memperkuat Ketahanan Pangan, serta Program Peningkatan
Konektifitas melalui Pembangunan Infrastruktur Kewenangan
Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pusat-
pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan negara yang
berkoordinasi dengan BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, terintegrasi,
dengan fokus potensi unggulan dalam konsep pengembangan
wilayah  yang  terintegrasi, Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, yang berada di kawasan perbatasan negara
harus memperhatikan/menjadikan dasar atau acuan pada
rencana induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024.
Percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Daerah
yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan
penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria
perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan
karakteristik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi
kesenjangan antar daerah pada kabupaten daerah tertinggal,
meliputi: penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal, penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah
(RAD) pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal, pelaksanaan reviu dokumen RAD pemerintah
kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,
penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program RAD
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka
percepatan pembangunan daerah tertinggal, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pelaksanaan urusan transmigrasi, Pemerintah Daerah perlu
mendukung hal-hal sebagai berikut:
1) Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi, antara
lain:

a) Sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi;
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b) Pencadangan tanah di kawasan transmigrasi;

c) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM;

d) Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Satuan
Permukiman di kawasan transmigrasi; dan

e) Koordinasi antar provinsi dan koordinasi antar
kabupaten /kota.

2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi, antara lain:

a) Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan
antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan
transmigrasi skala provinsi dan kabupaten/kota;

b) Pengembangan sosial budaya transmigrasi di astuan
permukiman pada tahap pemantapan;

c) Pengembangan prasarana dan sarana sosial, budaya dan
ekonomi di satuan permukiman pada tahap pemantapan;
dan

d) Evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap
pemantapan dan kawasan transmigrasi;

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan,
sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis
operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat termasuk
mitigasi  bencana, pencegahan  kebakaran  berdasarkan
kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Peningkatan  kinerja  daerah  dalam  pencegahan dan
penanggulangan kebakaran, yang diprioritaskan untuk:

1) Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan,;

2) Pengadaan alat pelindung diri Petugas Pemadam

Penyelamatan,;

3) Pelatihan Petugas Kebakaran dan Penyelamatan,;

4) sosialisasi Kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah
rawan kebakaran;

5) Pengelolaan Data dan Informasi kebakaran; dan

6) Implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat

ketrampilan dan keahlian di kabupaten/Kota;
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran dalam APBD
Tahun Anggaran 2021 secara memadai untuk pelaksanaan
urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat (trantibumlinmas) sebagai urusan wajib pelayanan
dasar, Pemerintah Daerah perlu mendukung antara lain hal-hal
sebagai berikut:
1) pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan
operasional Satpol PP,
2) deteksi dini dan penanganan gangguan trantibum,
3) sosialisasi kebijakan dan pemetaan daerah rawan trantibum,
pengelolaan data dan informasi Satpol PP,
4) tim penilai angka kredit tingkat provinsi dan kabupaten/kota,
5) sekretariat jabatan fungsional Polisi Pamong Praja,
6) pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diklat
teknis dan diklat fungsional Pol PP dan PPNS, uji kompetensi bagi
aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka percepatan
proses inpasing jabatan fungsional, pemetaan kebutuhan PPNS,
peningkatan jumlah PPNS, pembentukan sekretariat PPNS,
pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah secara pro yustisia,
dan/atau pemberkasan sampai dengan P.21.
Untuk itu, Pemerintah Daerah harus menjamin tercapainya
output dan outcome dari program dan kegiatan dalam
pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib
pelayanan dasar.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga perlu mendukung antara
lain hal-hal sebagai berikut: pengadaan sarana prasarana dan
kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, deteksi dini
dan penanganan gangguan trantibum, sosialisasi kebijakan dan
pemetaan daerah rawan trantibum, pengelolaan data dan
informasi Satpol PP, tim penilai angka kredit tingkat provinsi,
kabupaten/kota, sekretariat jabatan fungsional Polisi Pamong
Praja, Diklat Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, diklat teknis dan diklat fungsional Pol PP
dan PPNS, uji kompetensi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja

dalam rangka percepatan proses inpasing jabatan fungsional,
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pemetaan kebutuhan PPNS, peningkatan jumlah PPNS,
pembentukan sekretariat PPNS, pelaksanaan penegakan
Peraturan Daerah secara pro yustisia, dan/atau pemberkasan
sampai dengan P.21;
Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi
dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau
terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida
baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang
dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP),
antara lain:
1) Koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota;
2) Pemantauan dan evaluasi KPPP;
3) Pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan
4) Pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.
Penyusunan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan sebagai
upaya pencapaian target pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan
sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Aksi Nasional 2019-2024.
Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam rangka
pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah sesuai
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan
Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan
energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain untuk:
1) penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-
P);
2) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
Provinsi (RUKD-P);
3) Percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM
satu harga, melalui:
a) pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan
rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat

dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
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b) pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan
penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;

c) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik,
penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)
bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik
dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;

4) penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM; dan

5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.

av. Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban
dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk
membangun masa depan dan peradaban bangsa demi
terwujudnya tujuan nasional, yaitu:

1) upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui
perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) upaya  pengelolaan museum = melalui perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan
pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

aw. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan level kapabilitas APIP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
ax. Peningkatan kualitas rumah /rehabilitasi rumah tidak layak huni
untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah.
II. FORMAT DOKUMEN PENGANGGARAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS).
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1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

II.

II1.

IV.

VL.

FORMAT KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan KUA

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan  perencanaan pendapatan daerah yang
diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah.

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer

dan belanja tidak terduga

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
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STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang
disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan
dalam Kebijakan Umum APBD.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran

berkenaan.
......... , tanggal .........
PIMPINAN DPRD GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

*) hapus yang tidak dibutuhkan

2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

II.

FORMAT
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAHULUAN.
Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RENCANA PENERIMAAN DAERAH.

Rencana penerimaan daerah berisikan tentang target pendapatan
daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang
meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber
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penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan
daerah dalam KUA.
Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah

Tahun Anggaran 2021

ALOKASI DASAR

KODE PENERIMAAN DAERAH ANGGARAN | HUKUM
1 2 3 4

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01. | Pajak Daerah

4.1.02. | Retribusi Daerah

4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

4.1.04. | Lain-Lain PAD Yang Sah

4.2. PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01. | Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar
Daerah

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

4.3.01. | Pendapatan Hibah

4.3.02. | Dana Darurat

4.3.03. | Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya

6.1.02. | Pencairan Dana Cadangan

6.1.03. | Hasil  Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

6.1.04. | Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.05. | Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

6.1.06. | Penerimaan Pembiayaan
Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
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JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH.

Memuat penjelasan mengenai:

1.

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional,

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota

dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021,

meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan

Yang Berkualitas dan Berkeadilan, antara lain:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan

2)

3)

Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Bidang

Lingkungan Hidup.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.

a)

b)

)
d)

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan Masyarakat.

Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

a)
b)
)

d)

e)

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil.”

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.

a)

b)

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata.

Program Pemasaran Pariwisata.
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Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui
Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif.

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana
Pertanian.

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian.

c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner.

d) Program Pengendalian dan  Penanggulangan
Bencana Pertanian.

e) Program Perizinan Usaha Pertanian.

f) Program Penyuluhan Pertanian.

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

a) Program Pengelolaan Hutan.”

b) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

c) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kehutanan.”

d) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).¥)

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral.

a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.”

b) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.”

c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

d) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.”

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

a)
b)

)

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Nasional.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan

Dan Menjamin Pemerataan, antara lain:
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Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah.

a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.

b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

c) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

d) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi.

f) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

g) Program Pengembangan UMKM.

Unsur Sekretariat Daerah.

Program Perekonomian dan Pembangunan.

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

a) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

b) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

c) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

a) Program Pengelolaan Pendidikan.

b) Program Pengembangan Kurikulum.

c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

f) Program Pendidikan Dayah.

g) Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis
Pendidikan Aceh.

Unsur Pendidikan dan Pelatihan.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Unsur Penelitian dan Pengembangan.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan.

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan

Makanan Minuman.
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d) Program  Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang.

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum.

c) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional.

d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Air Limbah.

e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase.

f) Program Pengembangan Permukiman.

g) Program Penataan Bangunan Gedung.

h) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

i) Program Penyelenggaraan Jalan.

j)  Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

k) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

a) Program Pengembangan Perumahan.

b) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman
Kumuh.™)

c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU).

d) Program  Peningkatan Pelayanan  Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.

b) Program Penanggulangan Bencana.

c) Program Penanggulangan Kebakaran.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

a) Program Pemberdayaan Sosial.
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Program Penanganan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan.

Program Rehabilitasi Sosial.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Program Penanganan Bencana.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

a)
b)

)

d)

g)

h)

j)

Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
(Kehati).

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3).

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH).

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA
yang Terkait dengan PPLH.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat.

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup.

Program Pengelolaan Persampahan.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Dan Berdaya Saing, antara lain:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana.

a)
b)

)

Program Pengendalian Penduduk.
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga

Sejahtera (KS).



6)

- 161 -

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

a) Program Pendaftaran Penduduk.

b) Program Pencatatan Sipil.

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan.

d) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.

b) Program Penanggulangan Bencana.

c) Program Penanggulangan Kebakaran.

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

a) Program Pemberdayaan Sosial.

b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan.

c) Program Rehabilitasi Sosial.

d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

e) Program Penanganan Bencana.

f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan.

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman.

d) Program  Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

a) Program Pengelolaan Pendidikan.

b) Program Pengembangan Kurikulum.

c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

f) Program Pendidikan Dayah.”
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g) Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis

Pendidikan Aceh.”

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
a) Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan.
b) Program Perlindungan Perempuan.
c¢) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan
Anak.
e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
f) Program Perlindungan Khusus Anak.
8) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga.
a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Kepemudaan.
b) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
9) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
a) Program Perencanaan Tenaga Kerja.
b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga
Kerja.
c) Program Penempatan Tenaga Kerja.
d) Program Hubungan Industrial.
e) Program Pengawasan Ketenagakerjaan.
10) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

a) Program Penataan Desa.

b) Program Peningkatan Kerjasama Desa.

c) Program Administrasi Pemerintahan Desa.™

d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

e) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Papua.

f) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Papua Barat.
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11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah.

a)
b)
0)
d)

e)

g)

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha
Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

Program Pengembangan UMKM.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

a)
b)
)
d)

e)

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
Program Promosi Penanaman Modal.

Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

a)

b)

)

d)

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting.

Program Pengembangan Ekspor.

Program Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen.

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk

Dalam Negeri.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

a)
b)

)

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Nasional.

15) Unsur Sekretariat Daerah.

Program Perekonomian dan Pembangunan.
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16) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Kelurahan.™)

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, antara

lain:

1) Unsur Kepegawaian.

a)

Program Kepegawaian Daerah.

2) Urusan Pemerintahan Umum.

a)

b)

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Program Keningkatan Kewaspadaan Nasiona dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan

Konflik Sosial.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)

Program Pengelolaan Pendidikan.

Program Pengembangan Kurikulum.

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.
Program Pendidikan Dayah.”

Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis

Pendidikan Aceh.”

4) Unsur Pendidikan dan Pelatihan.

a)
b)

0

d)

Program Pendaftaran Penduduk.

Program Pencatatan Sipil.

Program  Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

5) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

a)

Program Pengembangan Kebudayaan.
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b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

c) Program Pembinaan Sejarah.

d) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya.

e) Program Pengelolaan Permuseuman.

f) Program Keistimewaan Kebudayaan Kekhususan
Yogyakarta.”

g) Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali.”

h) Program  Keurukan Katibul Wali/Sekretariat
Lembaga Wali Nangro Aceh.”

Unsur Sekretariat Daerah.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, antara

lain:

1)

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang.

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum.

c) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan Regional.

d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Air Limbah.

e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase.

f) Program Pengembangan Permukiman.

g) Program Penataan Bangunan Gedung.

h) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

i) Program Penyelenggaraan Jalan.

j) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

k) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

a) Program Pengembangan Perumahan.

b) Program Kawasan Permukiman serta Permukiman

**)

Kumuh.
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c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSU).

d) Program  Peningkatan Pelayanan  Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3) Unsur Kewilayahan (Kecamatan).
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan.™

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ).

b) Program Pengelolaan Pelayaran.

c) Program Pengelolaan Penerbangan.

d) Program Pengelolaan Perkeretaapian.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral.

a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.”

b) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.

c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan.”

d) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.”

6) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan

Informatika.

a) Program Informasi dan Komunikasi Publik.

b) Program Aplikasi Informatika.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim, antara lain:
1) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

b) Program Pengendalian Perencanaan Lingkungan
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3).

e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin

Lingkungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH).



2)

3)
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f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA
yang terkait PPLH.

g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat.

i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
Hidup.

j) Program Pengelolaan Persampahan.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.

b) Program Penanggulangan Bencana.

c) Program Penanggulangan Kebakaran.

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral.

a) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.”

b) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.”

c) Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan,

Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, antara

lain:
1) Unsur Kepegawaian.
Program Kepegawaian Daerah.
2) Unsur Sekretariat Daerah.
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3) Urusan Pemerintahan Umum.

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan.

b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan.
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d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
e) Program Keningkatan Kewaspadaan Nasiona dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial.
4) Unsur Sekretariat DPRD.
a) Program Layanan dan Administrasi Keuangan.
b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
DPRD.
c) Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua.”
d) Program Utama dan Penunjang Lembaga Majelis
Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua.”
e) Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Papua Barat.”
f) Program Utama dan Penunjang Lembaga Majelis
Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat.”
5) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika.
a) Program Informasi dan Komunikasi Publik.
b) Program Aplikasi Informatika.
6) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum.
b) Program Penanggulangan Bencana.
c) Program Penanggulangan Kebakaran.
Catatan:
) Merupakan Kewenangan Provinsi.
") Merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi;
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah;
dan

Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
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Tabel 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No Prioritas Pembangunan Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD
Pelaksana

Keterangan

2

4

5

6

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi
Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.

Berkualitas Dan Berdaya Saing.

Meningkatkan = Sumber Daya Manusia Yang

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung

Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Transformasi Pelayanan Publik.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan

Total

Keterangan:

abh L=

kolom 2 diisi dengan Prioritas Pembangunan Nasional,;

kolom 3 diisi dengan uraian program sesuai urusan pemerintahan daerah;

kolom 4 diisi dengan indikator kinerja pada masing-masing program;
kolom 5 diisi dengan nama SKPD pada Pemerintah Daerah pelaksana program; dan

kolom 6 diisi dengan keterangan apabila diperlukan.
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Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
o o . o SKPD Jumlah
No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja Pelaksana (Rp)
1 2 3 4 5 6
1
2
3
dst
Keterangan:

Kolom 2 diisi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;

Kolom 3 diisi dengan uraian program sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
Kolom 4 diisi dengan indikator kinerja pada masing-masing program;

Kolom 5 diisi dengan nama SKPD pada pemerintah kabupaten/kota pelaksana program;

Kolom 6 diisi dengan jumlah alokasi anggaran program

ah L=
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Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Prov/Kab/Kota o Indikator | SKPD Pelaksana |Jumlah
No Sasaran Prioritas Program L. . Ket.
(Berdasarakan urutan) Kinerja Program Prioritas (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Contoh: Contoh: Contoh: Contoh:
Menurunkan tingkat | Menurunkan tingkat jumlah | Program Dinas Sosial
kemiskinan angka kemiskinan masyarakt | Perlindungan dan
masyarakat hingga penurunan 3% dari|Jaminan Sosial;
keseluruhan jumlah penduduk
2. | Contoh: Contoh: Contoh: Contoh:
Meningkatkan Meningkatkan ketersediaan dan | Program Dinas Pertanian
ketahanan pangan | penggunaan makanan pokok | pembinaan dan Pangan
masyarakat alternatif selain nasi sebesar | ketahanan
10% dari konsumsi nasi di| pangan;
masyarakat
3. | Contoh: Contoh: Contoh: Contoh:
Meningkatkan PDRB Meningkatkan PDRB sebesar Program Dinas
0,8% dari tingkat PDRB tahun peningkatan Perindustrian dan
sebelumnya kualitas koperasi; Perdagangan
dst
Keterangan:
1. Kolom 2 diisi dengan prioritas masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan urutan prioritas;
2. Kolom 3 diisi dengan sasaran prioritas pembangunan daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah;
3. Kolom 4 diisi uraian program prioritas masing-masing Pemerintah Daerah;
4. Kolom 5 diisi dengan indikator kinerja pada masing-masing program;
5. Kolom 6 diisi dengan nama SKPD pada masing-masing Pemerintah Daerah pelaksana program prioritas;
6. Kolom 7 diisi total jumlah alokasi anggaran belanja dalam APBD; dan
7. Kolom 8 diisi dengan keterangan apabila diperlukan.




- 172 -

Tabel 3.4

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
In(.ilka‘.cor Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
No. Program Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan Sub KET
Hasil | Target Keluaran | Target Keluaran Sub| Target Keoi
. . . . A eglatan
Program Capaian Kegiatan |Capaian Kegiatan | Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |1. Urusan
wajib yang
berkaitan
dengan
pelayanan
dasar
1.01 | ] XXX XK KKK | evveenene | eeeennnnn XXX XXX KXKXK | eeveenene | eeieiee | e Tinggi
Pendidikan Kegiatan ... . Sub Kegiatan
Program ...
X XKXKK XK. | eeveenenn | eveneenes XXX XXX XKKXK | eeveeveee | evveenene | eeeeennen Menengah
Kegiatan ... . Sub Kegiatan
1.03 Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Program ... | ... | Kegiatan ... | ......... | ... . Sub Kegiatan |  ......... | | Tinggi
2. | Dst
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Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan uraian program prioritas masing-masing Pemerintah Daerah;

2. Kolom 3 diisi dengan Indikator Kinerja (Hasil Program) dari masing-masing program prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah;

3. Kolom 4 diisi dengan Indikator Kinerja (Target Capaian) dari masing-masing program prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah;

4. Kolom 5 diisi dengan uraian kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah Daerah;

5. Kolom 6 diisi dengan Indikator Kinerja (Keluaran Target) dari masing-masing kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah;

6. Kolom 7 diisi dengan Indikator Kinerja (Target Capaian) dari masing-masing kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah;

7. Kolom 8 diisi dengan uraian sub kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah Daerah;

8. Kolom 9 diisi dengan Indikator Kinerja (Keluaran sub kegiatan) dari masing-masing sub kegiatan prioritas pada masing-masing
Pemerintah Daerah;

9. Kolom 10 diisi dengan Indikator Kinerja (Target Capaian) dari masing-masing sub kegiatan prioritas pada masing-masing
Pemerintah Daerah;

10. Kolom 11 diisi dengan uraian lokasi sub kegiatan dari masing-masing sub kegiatan prioritas pada masing-masing Pemerintah
Daerah

11. Kolom 12 diisi dengan skala prioritas.
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IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.

1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan
yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PLAFON ANGGARAN KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp)
1 2 3 4
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01. PENDIDIKAN
1.01.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
1.01.x-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
1.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
1.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.02. KESEHATAN
1.02.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
1.02.x-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
1.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
1.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
1.03.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) KET
1.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
1.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
1.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...

1.04.

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

1.04.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...

1.04.x-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...

1.04.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...

1.04.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...

1.05.

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.x-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

1.05.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
1.05.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
1.05.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.06. SOSIAL
1.06.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
1.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
1.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
1.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET

TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

2.07. TENAGA KERJA
2.07.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.07.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.07.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.07.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.08.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.08.x-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.08.xX-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.08.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.09. PANGAN
2.09.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.09.x-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.09.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.09.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.10. PERTANAHAN
2.10.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.10.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...

2.10.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.

Kegiatan ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET

2.10.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.11. LINGKUNGAN HIDUP
2.11.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.11.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.11.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.11.X-X.X-X.X-X. XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.12.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.12.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.12.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.12.X-X.X-X.X-X. XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.13.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.13.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.13.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
2.14.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.14.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) KET
2.14.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.14 X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.15. PERHUBUNGAN
2.15.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.15.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.15.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.15.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.16.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.16.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.16.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.17. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
2.17.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.17.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.17.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.17.X-X.X-X.X-X. XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.18. PENANAMAN MODAL
2.18.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.18.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.18.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET

2.18.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX.

Sub Kegiatan ...

Dst ...

2.19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.19.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.19.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.19.X-X.X-X.X-X. XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.20. STATISTIK
2.20. X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.20. X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.20. X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.20. X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. | Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.21. PERSANDIAN
2.21.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.21.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.21.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.21.X-X.X-X.X-X. XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.22. KEBUDAYAAN
2.22.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.22.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.22.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...

2.22 .X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX.

Sub Kegiatan ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) KET
Dst ...
2.28. PERPUSTAKAAN
2.23.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.23.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.23.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.23.X-X.X-X.X-X. XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
2.24. KEARSIPAN
2.24 .X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
2.24 X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
2.24 .X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
2.24 .X-X.X-X.X-X. XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.X-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

3.25.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...

3.25.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...

3.25.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...

3.26. PARIWISATA

3.26.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...

3.26.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...

3.26.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.

Kegiatan ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET

3.26.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX.

Sub Kegiatan ...

Dst ...
3.27. PERTANIAN
3.27 .X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.27 .X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
3.27 .X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
3.27 .X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...
3.28. KEHUTANAN
3.28.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.28.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
3.28.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
3.28.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...

3.29.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.29.xX-X.X-X.X-X.XX.

Dinas ...

3.29.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
3.29.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
3.29.X-X.X-X.X-X. XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...

3.30. PERDAGANGAN
3.30.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.30.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
3.30.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...

3.30.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX.

Sub Kegiatan ...

Dst ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET

3.31. PERINDUSTRIAN
3.31.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.31.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
3.31.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
3.31.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
3.32. TRANSMIGRASI
3.32.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas ...
3.32.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
3.32.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
3.32.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN

PEMERINTAHAN
4.01. SEKRETARIAT DAERAH
4.01.x-X.X-X.X-X.XX. Sekretariat Daerah
4.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
4.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
4.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...

4.02.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

4.02.xX-X.X-X.X-X.XX.

Sekretariat DPRD

4.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX.

Program ...

4.02.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.

Kegiatan ...
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET

4.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX.

Sub Kegiatan ...

Dst ...
5. UNSUR PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN
5.01. PERENCANAAN
5.01.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
5.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
5.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
5.02. KEUANGAN
5.02.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
5.02.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
5.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
5.03. KEPEGAWAIAN
5.03.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
5.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
5.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...

5.04.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.04.x-X.X-X.X-X.XX.

Dinas/Badan/Kantor ...




- 184 -

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET

5.04.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...

5.04.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...

5.04.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...

5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.05.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
5.05.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
5.05.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
5.06. PENGHUBUNG
5.06.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
5.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
5.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
5.07. PENGELOLAAN PERBATASAN
5.07.X-X.X-X.X-X.XX. Dinas/Badan/Kantor ...
5.07.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
5.07.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
5.07.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
6. UNSUR PENGAWAS
6.01. UNSUR PENGAWAS

6.01.X-X.X-X.X-X.XX.

Inspektorat
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PLAFON ANGGARAN

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEMENTARA (Rp) KET
6.01.x-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
6.01.xX-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
6.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
7. UNSUR KEWILAYAHAN
7.01. KECAMATAN
7.01.%X-X.X-X.X-X.XX. Kecamatan ...
7.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
7.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
7.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
7.02. KOTA ADMINSTRASI
7.02.X-X.X-X.X-X.XX. Kota ...
7.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
7.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
7.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
7.03. KABUPATEN ADMINSTRASI
7.03.X-X.X-X.X-X.XX. Kabupaten ...
7.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
7.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
7.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...

8

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

8.01.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET

8.01.x-X.X-X.X-X.XX.

Kesatuan Bangsa Dan Politik ...

8.01.x-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
8.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
8.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
9. URUSAN KEKHUSUSAN
9.01. PANIRADYA KAISTIMEWAN

9.01.x-X.X-X.X-X.XX.

Paniradya Kaistimewan ...

9.01.x-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
9.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
9.01.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...
9.02. SYARIAT ISLAM ACEH
9.02.x-X.X-X.X-X.XX. Dinas Syariat Islam Aceh ...
9.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
9.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
9.02.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...

9.03.

SEKRETARIAT MAJELIS

PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

9.03.x-X.X-X.X-X.XX.

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

(MPU) ...
9.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
9.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...

9.03.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX.

Sub Kegiatan ...

Dst ...




- 187 -

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET

9.04.

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

9.04 .x-X.X-X.X-X.XX.

Sekretariat Majelis Adat Aceh ...

9.04.x-X.X-X.X-X.XX.XX.

Program ...

9.04.x-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
9.04.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...
Dst ...

9.05. SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9.05.X-X.X-X.X-X.XX. Sekretariat Baitul Mal Aceh ...
9.05.X-X.X-X.X-X.XX.XX. Program ...
9.05.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX. Kegiatan ...
9.05.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX. Sub Kegiatan ...

Dst ...

9.06.

SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH

9.06.xX-X.X-X.X-X.XX.

Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...

9.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX.

Program ...

9.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.

Kegiatan ...

9.06.X-X.X-X.X-X.XX.XX.X.XX.XX.

Sub Kegiatan ...

Dst ...
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2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang
dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.
Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Modal, Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam
bentuk tabulasi.

Tabel 4.2
Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang
dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Belanja Tidak Terduga,Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Tahun Anggaran 2021

PLAFON
ANGGARAN
NO. URAIAN SEMENTARA
(Rp.)

1 2 3

1 Belanja Pegawai

2 Belanja Barang dan Jasa

3 Belanja Bunga

4 Belanja Subsidi

S Belanja Hibah

6 Belanja Bantuan Sosial

7 Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud;

8 Belanja Tidak Terduga

9 Belanja Bagi Hasil

10 | Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL
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V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.
Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah.
Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2021

PLAFON
ANGGARAN
SEMENTARA

(Rp.)

NO. URAIAN

PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Penerimaan Pembiayaan

6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya

6.1.02. | Pencairan Dana Cadangan
6.1.03. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan
6.1.04. | Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05. | Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah

6.1.06. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01. | Pembentukan Dana Cadangan

6.2.02. | Penyertaan Modal Daerah

6.2.03. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
Jatuh Tempo

6.2.04. | Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.05. | Pengeluaran  Pembiayaan  Lainnya
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

VI. PENUTUP
Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
APBD TA 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA 2021. Pada Bab
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ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara

Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS.

......... , tanggal .........
PIMPINAN DPRD GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

*) hapus yang tidak dibutuhkan

3. Nota Kesepakatan KUA

1.

FORMAT
NOTA KESEPAKATAN KUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ....

NOMOR R
TANGGAL T
TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama T et ettt ettt e eeee et et e eeeate e eraeaaaaeaas
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota’.......................
Alamat Kantor © ettt ettt et eeeeeeteeeeterteeeeteeeneneereateaterenaeraaaans

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/

a. Nama L e
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota".......
Alamat Kantor @ ..o

b. Nama PP PP
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/

Alamat KA tor & oot e
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c. Nama Pt
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/

Alamat Kantor & o e
d. Dst...

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota" ...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan
Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai
dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD
TA 2021

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap
kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2021
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2021 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar
dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2021

................. , tanggal ..............
PIMPINAN
GUBERNUR/BUPATI/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
WALI KOTA" ...... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......

selaku, selaku,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)
KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA
(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA
" hapus yang tidak dibutuhkan
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Nota Kesepakatan PPAS

FORMAT
NOTA KESEPAKATAN PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

NOMOR e
TANGGAL e

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.

Nama PP
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota"................
Alamat Kantor L ettt
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/

Kabupaten /Kota™ ..o
a. Nama L et
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/
Kota™ .o
Alamat Kantor @ ..o
b. Nama L ettt e e e e eenen
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Provinsi/
Kabupaten/Kota’..........coceviviiiiiinnnn.n.
Alamat Kantor @ ..o
c. Nama L e
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Provinsi/
Kabupaten/Kota.........c.coooeieiiiiniiiinnin.

Alamat Kantor & o e

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi/Kabupaten/Kota"........

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu
disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,
untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) TA ...
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Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada
kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang
Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi
rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA
..., Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara
Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan,
dan rencana pembiayaan daerah TA ...

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Tahun Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang menjadi
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan
dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .

................. , tanggal ..............
PIMPINAN
GUBERNUR/BUPATI/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
WALI KOTA" ...... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......

selaku, selaku,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)
KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA
(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA
Y hapus yang tidak dibutuhkan

5. Nota Kesepakatan Tahun Jamak

FORMAT
NOTA KESEPAKATAN TAHUN JAMAK

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

NOMOR 1
TANGGAL L

TENTANG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
(NAMA PEKERJAAN)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama L e
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota™.......................
Alamat Kantor PP PP RPTPRN
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/
Kota"...... , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

a. Nama L e
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota”.......
Alamat Kantor @ ..o

b. Nama L e ettt e e ens
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/

Kota™. .o

Alamat Kantor @ .o

c. Nama N
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/

Kota™ ..o

Alamat Kantor @ ..o
d. Dst...
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota"...... ,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk
melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Provinsi/Kabupaten/Kota”
... Tahun ..., Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yang diatur sebagai
berikut:

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar
Hukum yang melandasi untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud)
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

C.

Dst.

(Berisikan maksud dan tujuan dari Nota Kesepakatan ini)

BAB III
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama
Kegiatan/Sub Kegiatan), yang dianggarkan adalah:

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
dst.

Pasal 4
Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota” ....
Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk
membiayai kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp... (terbilang).
Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 meliputi:
a. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai
berikut:
1) Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
2) Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
3) dst.
b. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai
berikut:
1) Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
2) Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
3) dst.
c. dst.

BAB IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5
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Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan
dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun ... (seterusnya).
BAB V
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6
(1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas ... Provinsi/Kabupaten/Kota” ... .

BAB VI
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7
(1) .......
(2) .onen.
(3) Dst
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

................. , tanggal ..............
PIMPINAN
GUBERNUR/BUPATI/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
WALI KOTA" ...... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
selaku, selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(tanda tangan) (tanda tangan)
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(nama lengkap) (nama lengkap)
KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA
" hapus yang tidak dibutuhkan

Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan

FORMAT
BERITA ACARA KESEPAKATAN PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...
DENGAN
KETUA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

NOMOR R
TANGGAL e

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama N
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota"..............
Alamat Kantor PP UP TP
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/
Kabupaten /Kota™) ......ccoouiiiiiiiiiee e

2. Nama L e
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten

Alamat Kantor PP TP P PPN
bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)
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Provinsi/Kabupaten/Kota*).........c.cocoeviiininiiie

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub
kegiatan baru pada KUA dan PPAS TA. 2021 yang tidak terdapat
dalam RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota”’ TA. 2021 yang
selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan
baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara
Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti Pasal 343
ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., dibuatlah Berita
Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan
dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) TA. 2021.

................. , tanggal ..............
GUBERNUR/BUPATI/ WALI KETUA DPRD
KOTA" ... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

Y hapus yang tidak dibutuhkan
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FORMAT
LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN PENAMBAHAN KEGIATAN

LAMPIRAN
BERITA ACARA KESEPAKATAN NOMOR ... TANGGAL ...
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
Kode/ Urusan/Sub Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Alokasi
okasi
No. U Lokasi Sub Sumb
© rus‘an/. Hasil Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Target ° a.SI i Anggaran umber Ket
Organisasi/ p c i Kesiat c g Sub c 4 Kegiatan Belanja (Rp) Dana
Program rogram apaian egiatan apaian Kegiatan apaian j P
1. 1. Urusan wajib
yang berkaitan
dengan

pelayanan dasar

1.01 Pendidikan
Program ... | ... | Ll XXXXX XXX, | eeeeennn.

Kegiatan ...

Sub Kegiatan

XXX XX XXX, | eeeiieeee | e

Kegiatan ... Sub Kegiatan
1.03 Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang
Program ... | ... | Kegiatan ... | ... | ... Sub Kegiatan | ... | o |

2. Dst
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B. RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) SKPD.

FORMAT
RKA-SKPD

LOGO
DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN ...

URUSAN PEMERINTAHAN : x. .

BIDANG URUSAN XXX e,
ORGANISASI XXXX-KK-KKKKXK v,
Pengguna Anggaran @ .....c.cccieiiiiiiiiiiiiiiiie
1. Nama e
2. NIP PP
3. Jabatan PP RPRPRN
Kode Nama Formulir
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKA - PENDAPATAN Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
SKPD Perangkat Daerah

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja
RKA - BELANJA
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja

SKPD

Perangkat Daerah
RKA - RINCIAN Rincian Anggaran Belanja menurut Program
BELANJA SKPD dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - PEMBIAYAAN

Rincian Pembiayaan Daerah
SKPD

Y hapus yang tidak dibutuhkan
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1. FORMULIR RKA - SKPD

Halaman ...
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA -
Provinsi/Kabupaten/Kota " ... SKPD
Tahun Anggaran ...
Organisasi D X-XX XXX XXX XK cenenennenannns
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Jumlah
Rekening (Rp)
1 2 3
4 Pendapatan Daerah
411 Pendapatan Asli Daerah
4111 Pajak Daerah
41 1]2 Retribusi Daerah
41113 Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah

[u—
N

Pendapatan Transfer

1 Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Antar Daerah

Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah

1 Hibah

2 Dana darurat

N A
W [ WWWINININ

Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

U, |W|IN |-

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

—_

Belanja Modal Tanah

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

gog oo oju| ool Ul

NINININ|R|—=|(—= =Rk

w

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

al
N
N

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
Irigasi

ul
N
ul

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5126 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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5|3 Belanja Tidak Terduga

5|31 Belanja Tidak Terduga

S|4 Belanja transfer

514 |1 Belanja bagi hasil

S| 4|2 Belanja bantuan keuangan

Surplus/ (Defisit)

6 Pembiayaan Daerah

6|1 Penerimaan Pembiayaan

6|1|1 SiLPA

6]11]2 Pencairan dana cadangan

611]3 Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan

6114 Penerimaan pinjaman daerah

6[1]5 Penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah

6116 Penerimaan pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo

O] O |[OY|OY[O
N N INININ
Al W N

Pemberian pinjaman daerah
Pengeluaran pembiayaan lainnya
5 sesuai denganketentuan
perundang-undangan

Pembiayaan neto

Kepala SKPD
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

) hapus yang tidak dibutuhkan

Cara Pengisian Formulir RKA — SKPD

Formulir RKA - SKPD merupakan formulir ringkasan anggaran satuan
kerja perangkat daerah yang sumber datanya berasal dari peringkasan
jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis yang diisi dalam

formulir RKA - PENDAPATAN SKPD, jumlah belanja menurut kelompok
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dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA - RINCIAN BELANJA
SKPD.

a.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/

kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran 2021.

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama

satuan kerja perangkat daerah.

Kolom 1, diisi dengan nomor kode rekening pendapatan, nomor kode

rekening belanja, dan nomor kode rekening pembiayaan.

Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari

kode rekening akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan diikuti

dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan, belanja,
dan pembiayaan yang diakhiri dengan kode rekening jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1) Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan,
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian
kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut
atau diterima oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana
dianggarkan dalam formulir RKA - PENDAPATAN SKPD.

2) Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja,
selanjutnya wuraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Dalam kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak
terduga dan belanja transfer, diuraikan jenis-jenis belanja sesuai
dengan yang tercantum dalam formulir RKA - BELANJA SKPD.

3) Pencantuman pembiayaan diawali dengan uraian pembiayaan,
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian
kelompok diikuti dengan uraian jenis pembiayaan sesuai dengan
yang tercantum dalam RKA - PEMBIAYAAN SKPD.

Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok pendapatan,

kelompok belanja, kelompok pembiayaan, dan menurut jenis

pendapatan, jenis belanja, dan jenis pembiayaan. Jumlah dimaksud
merupakan penjumlahan dari jumlah yang tercantum dari formulir

RKA - PENDAPATAN SKPD, formulir RKA — RINCIAN BELANJA SKPD,

formulir RKA - PEMBIAYAAN SKPD.
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Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih
besar dari jumlah anggaran belanja.

Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih
kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung.
Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir
RKA - SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPD.
Formulir RKA - SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan
mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.

Formulir RKA - SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
Apabila formulir RKA - SKPD lebih dari satu halaman, maka pada
halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari ringkasan
anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah
serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan,
tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan

setiap halaman diberi nomor urut halaman.

2. FORMULIR RKA - PENDAPATAN SKPD

Halaman ...
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA —
PENDAPATAN
Provinsi/Kabupaten/Kota" ... SKPD
Tahun Anggaran ...

Organisasi: X-XX.X-XX.X-XX.XX  ......

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode . Rincian Penghitungap Jumlah
Rekening Uraian Volume/ satuan Tarif/ (Rp)
Koefisien Harga
1 2 3 4 5 6=(3x59)
X | X | X |XX|XX|XX
X | X | X |XX|XX|XX
X | X | X | XX|XX|XX
X | X | X |XX|XX|XX
X | X | X |XX|XX|XX
X | X | X |XX|XX|XX
X | X | X | XX |XX|XX
X | X | X |XX|XX|XX
X | X | X | XX |XX|XX
Jumlah
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Kepala SKPD
(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil
Pembahasan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1

2

Dst
) hapus sesuai kebutuhan

Cara Pengisian Formulir RKA - PENDAPATAN SKPD

Formulir RKA - PENDAPATAN SKPD sebagai formulir untuk menyusun

rencana pendapatan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun

anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan

uraian nama kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek

pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA - PENDAPATAN

SKPD disesuaikan dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut dari

pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah

sebagaimanana  ditetapkan berdasarkan = peraturan perundang-

undangan. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran

berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian

penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang

tidak terukur.

a. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.

b. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

c. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuan kerja perangkat daerah.

d. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan satuan

kerja perangkat daerah.
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. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan.

Kolom 3 (koefisien/volume) diisi dengan jumlah target dari sub
rincian objek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah
kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor,

jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah
kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah
kendaraan yang memanfaatkan lahan parkir, jumlah bibit
perikanan/pertanian/ peternakan/kehutanan/perkebunan, jumlah
limbah yang diuji, jumlah kios/los/kakilima, jumlah
pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/gudang/lahan
milik pemda, jumlah unit barang bekas milik Pemerintah Daerah yang
dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam
bentuk tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau
diinvestasikan.

. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target sub rincian

objek yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/

tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau

harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku

bunga, persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang
milik daerah yang tidak dipisahkan.

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan

menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek

pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap sub rincian objek yang

dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

Formulir RKA - PENDAPATAN SKPD merupakan input data untuk

menyusun formulir RKA - SKPD.

. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir
RKA -PENDAPATAN SKPD, dengan mencantumkan nama jabatan
Kepala SKPD.

Formulir RKA - PENDAPATAN SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.

. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA -
PENDAPATAN SKPD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah. Apabila

terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran
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Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD
dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.

n. Seluruh anggota tim anggaran Pemerintah Daerah menandatangani
formulir RKA - PENDAPATAN SKPD yang telah dibahas yang
dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

o. Formulir RKA - PENDAPATAN SKPD dapat diperbanyak sesuai
dengan kebutuhan.

p. Apabila formulir RKA - PENDAPATAN SKPD lebih dari satu halaman,
maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai dari
rincian anggaran pendapatan satuan kerja perangkat daerah serta
pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan
Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman

diberi nomor urut halaman.
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Halaman ......
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA —
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
. " BELANJA
Provinsi/Kabupaten/Kota” ....... SKPD
Tahun Anggaran ...
Organisasi B | XXX XXX X-XKXK eeerrrrraannnn,
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Jumlah
c gl 8] § = Sumber .
@® 0 @® © - o 3 3 .
g (,5) g Eﬂ -§D c?) '% Yradan Dana Lokasi T - 1| Belanja | Belanja Be.lanja Belanja T+1
o Dl A 2 g Operasi | Modal |, 198K | monefer | JUmiah
Aol M R P Terduga
14 = 10+
1 2 3 | 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 11+12+13 15
XX Urusan ...
Bidang
XX
Urusan ...
XX Program ...
XX Kegiatan ...
Sub Kegiatan
XX
xx |dst...
XX Kegiatan ...
XX dst ...
XX Urusan ...
XX Bidang
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Urusan ...

XX Program ...

XX Kegiatan ...

Sub Kegiatan

xx | dst...

XX Kegiatan ...

XX dst ...

XX Urusan ...

Bidang
Urusan ...

XX Program ...

XX Kegiatan ...

Sub Kegiatan

xx |dst...

XX Kegiatan

XX dst ...

Jumlah

Kepala SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

Y hapus yang tidak dibutuhkan
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Cara Pengisian Formulir RKA - BELANJA SKPD

Formulir RKA - BELANJA SKPD merupakan formulir rekapitulasi

dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah

yang dikutip dari setiap formulir RKA — RINCIAN BELANJA SKPD

(Rincian Anggaran Belanja menurut Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).

a. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten
/kota.

b. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang
direncanakan.

c. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuan kerja perangkat daerah.

d. Kolom 1 (kode wurusan) diisi dengan nomor kode urusan
pemerintahan.

e. Kolom 2 (kode sub urusan) diisi dengan nomor kode bidang
urusan pemerintahan.

f. Kolom 3 (kode program) diisi dengan nomor kode program.

g. Kolom 4 (kode kegiatan) diisi dengan nomor kode kegiatan.

h. Kolom 5 (kode sub kegiatan) diisi dengan nomor kode sub
kegiatan.

i. Untuk nomor kode program, kegiatan dan sub kegiatan pada
huruf f, g dan h tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan
daerah.

j- Kolom 6 (uraian) diisi dengan wuraian nama urusan
pemerintahan, nama sub urusan, nama program dan nama
kegiatan yang selanjutnya diikuti dengan penjabaran uraian sub
kegiatan untuk mendukung terlaksananya program dan
kegiatan dimaksud.

k. Kolom 7 (sumber dana) diisi dengan sumber dana dari masing-
masing program dan sumber dana dari masing-masing kegiatan
serta sumber dana dari masing-masing sub kegiatan.

1. Kolom 8 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama lokasi atau tempat
setiap kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud
dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.

m. Kolom 9 (jumlah T-1) diisi dengan jumlah menurut program,
kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun

sebelumnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi
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apabila program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut
diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program, kegiatan
dan sub kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan
merupakan tahun pertama kolom 9 tidak perlu diisi.

Kolom 10 (belanja operasi) diisi dengan jumlah belanja operasi
per program, per kegiatan dan per sub kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

Jumlah belanja operasi per program merupakan penjumlahan
dari seluruh jumlah belanja operasi per kegiatan yang termasuk
dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja operasi
per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah
belanja operasi per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan
dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja operasi setiap sub
kegiatan merupakan jumlah belanja operasi untuk mendukung
pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

Kolom 11 (belanja modal) diisi dengan jumlah belanja modal per
program, per kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam tahun yang direncanakan.

Jumlah belanja modal per program merupakan penjumlahan
dari seluruh jumlah belanja modal per kegiatan yang termasuk
dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja modal
per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah
belanja modal per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan
dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja modal setiap sub
kegiatan merupakan jumlah belanja modal untuk mendukung
pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

Kolom 12 (belanja tidak terduga) diisi dengan jumlah belanja
tidak terduga per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

Jumlah Dbelanja tidak terduga per program merupakan
penjumlahan dari seluruh jumlah belanja tidak terduga per
kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya,
jumlah Dbelanja tidak terduga per kegiatan merupakan
penjumlahan dari seluruh jumlah belanja tidak terduga per sub
kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud, sedangkan

untuk jumlah belanja tidak terduga setiap sub kegiatan
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merupakan jumlah belanja tidak terduga untuk mendukung
pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

Kolom 13 (belanja transfer) diisi dengan jumlah belanja transfer
per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan.

Jumlah belanja transfer per program merupakan penjumlahan
dari seluruh jumlah belanja transfer per kegiatan yang termasuk
dalam program dimaksud. Selanjutnya, jumlah belanja transfer
per kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah
belanja transfer per sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan
dimaksud, sedangkan untuk jumlah belanja transfer setiap sub
kegiatan merupakan jumlah belanja transfer untuk mendukung
pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

Kolom 14 (Jumlah T) diisi dengan jumlah menurut program,
kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun
yang direncanakan.

Jumlah program merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah
kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud. Selanjutnya,
jumlah kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jumlah
sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan dimaksud,
sedangkan untuk jumlah setiap sub kegiatan merupakan
penjumlahan dari seluruh kelompok belanja untuk mendukung
pelaksanaan masing-masing sub kegiatan.

Kolom 15 (jumlah T+1) diisi dengan jumlah menurut program,
kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun
berikutnya dari tahun yang direncanakan. Kolom ini diisi
apabila program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut
diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal program, kegiatan
dan sub kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan
merupakan tahun terakhir, kolom 15 tidak perlu diisi.

Baris jumlah pada kolom 9,10,11,12,13,14 dan kolom 15 diisi
dengan penjumlahan dari seluruh jumlah program yang
tercantum dalam kolom 9,10,11,12,13,14 dan kolom 15.

Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan
formulir RKA - BELANJA SKPD, dengan mencantumkan nama
jabatan Kepala SKPD.
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Formulir RKA - BELANJA SKPD ditandatangani oleh Kepala
SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk
pegawai.

Formulir RKA - BELANJA SKPD dapat diperbanyak sesuai
dengan kebutuhan.

Apabila formulir RKA - BELANJA SKPD lebih dari satu
halaman, pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai
dari rekapitulasi anggaran belanja berdasarkan program dan
kegiatan serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama
jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman

terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.
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4. FORMULIR RKA-SKPD RINCIAN BELANJA

Halaman ...

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA — RINCIAN BELANJA SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota" .......
Tahun Anggaran ......

Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan DXe o e,
Bidang Urusan TXRXX. e
Program XXXXX. i

Sasaran Program

Capaian Program

Kegiatan XXX XKXK. i,
Organisasi XXX XXX XXX XK. vvenenninenninensinennns

Unit D X-XXK-XKK-XK KK KK eveneneniieninenenenn
Alokasi Tahun T-1 : Rp... (terbilang)

Alokasi Tahun T : Rp... (terbilang)

Alokasi Tahun T+1

: Rp... (terbilang)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian
Kegiatan

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan: ......
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Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ! X.XX.XX.XX.XX.

Sumber Pendanaan

Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)
Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan)
Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai ...
Keterangan

Kode Uraian . Rincian Penghitungan Jumlah

Rekening Koefisien/ Satuan Harga PPN (Rp)
Volume
1 2 3 4 5 6 7=(3 x 5)
X | X | X | XX |XX|XX
X | X | X | XX | XX | XX
X | X | X | XX |XX|XX
X | X | X | XX | XX | XX
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Sub Kegiatan ! X.XX.XX.XX.XX.
Sumber Pendanaan
Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)
Sub Keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan)
Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai ...

Keterangan HE

Uraian Rincian Penghitungan Jumlah
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Koefisien/Volume Satuan Harga PPN (Rp)
1 3 4 5 6 7=(3 x5)

X | X | X |XX|XX|XX

X | X | X | XX|XX|XX

X | X | X |XX|XX|XX

X | X | X |XX|XX|XX

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Jumlah Anggaran Kegiatan
...... ,tanggal.........
Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil:
Pembahasan
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1
2
Dst

) hapus yang tidak dibutuhkan
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Cara Pengisian Formulir RKA — RINCIAN BELANJA SKPD

Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD digunakan untuk

merencanakan belanja dari setiap sub kegiatan dalam sebuah

kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1

(satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap

kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih sub kegiatan,

dituangkan dalam formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD masing-
masing. Pengisian Objek, Rincian Objek Belanja, dan Sub Rincian

Objek belanja agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri

mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk memenuhi azas

tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja,

pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan
mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket,
pm, up, lumpsum.

a. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama = provinsi/
kabupaten/kota.

b. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang
direncanakan.

c. Baris kolom Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode
urusan pemerintahan dan nama urusan Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

d. Baris kolom Bidang Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor
kode bidang urusan pemerintahan dan nama bidang urusan
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD.

e. Baris kolom Program diisi dengan nomor kode program dan
nama program dari kegiatan dan sub kegiatan yang berkenaan.
Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah wuntuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah.

f. Baris kolom Sasaran program (impact) diisi dengan penjelasan
dari sasaran program yang diharapkan. Sasaran Program

(impact) merupakan kondisi yang ingin diubah berupa hasil
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pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) beberapa program.

Baris kolom Capaian program (outcome) diisi dengan penjelasan
dari capaian program yang diharapkan. Capaian Program
(outcome) merupakan keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.

Baris kolom Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat
daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.

Baris kolom Kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan
nama kegiatan dari sub kegiatan yang berkenaan. Kegiatan
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu)
atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

Baris kolom Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat
daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah.

Baris kolom Unit Organisasi diisikan dengan nomor kode unit
perangkat daerah dan nama unit satuan kerja perangkat daerah.
Baris kolom Alokasi Tahun T-1 diisikan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari
tahun yang direncanakan. Alokasi Tahun T-1 ini diisi apabila
kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun. Dalam hal
kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan merupakan
tahun pertama maka Alokasi Tahun T-1 tidak perlu diisi.

. Baris kolom Alokasi Tahun T diisikan dengan alokasi anggaran
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang
direncanakan.

Baris kolom Alokasi Tahun T+1 diisikan dengan alokasi
anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya

dari tahun yang direncanakan. Alokasi Tahun T+1 ini diisi
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apabila kegiatan tersebut diselesaikan lebih dari satu tahun.

Dalam hal kegiatan tersebut dalam tahun yang direncanakan

merupakan tahun terakhir maka Alokasi Tahun T+1 tidak perlu

diisi.

o. Indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan:

1) Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari
setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM,
jumlah jam kerja, jumlah peralatan/teknologi yang
dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran dalam tahun
anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja dari setiap
keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan
dalam tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur
kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada
masa yang akan datang.

2) Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang
dapat diukur pencapaiannya atas capaian program,
masukan, keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom
tolok ukur kinerja.

Contoh 1.

Program

Kegiatan

e Tolok ukur kinerja utama untuk capaian kegiatan: ...

e Tolok ukur kinerja penunjang untuk capaian kegiatan: ...
Contoh 2.

p. Baris kolom Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi
dan gender.

Contoh 1 :

Contoh 2 :

q. Baris kolom Sub kegiatan diisi dengan nomor kode sub kegiatan
dan nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Sub Kegiatan
merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

r. Baris kolom Sumber dana diisikan dengan jenis sumber dana
untuk mendanai pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan

dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri
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mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Baris kolom Lokasi diisikan diisi dengan nama lokasi atau
tempat setiap sub kegiatan dilaksanakan. Lokasi atau tempat
dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.

Baris kolom Sub keluaran diisikan barang atau jasa yang
dihasilkan oleh sub kegiatan yang dilaksanakan wuntuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan serta
program dan kebijakan.

Baris kolom Waktu pelaksanaan diisikan dengan waktu
pelaksanaan dari sub kegiatan yang akan dimulai dari kapan
sampai dengan selesainya sub kegiatan tersebut.

Baris kolom Keterangan diisi dengan, antara lain:

1) kode 1: menunjang pendidikan;

2) kode 2: menunjang kesehatan;

3) kode 3: infrastruktur;

4) kode 4: prioritas nasional bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5) kode 5: prioritas daerah bagi Kabupaten/Kota.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
belanja.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja.

Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa
jumlah orang/pegawai dan barang.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian
objek yang direncananakan seperti unit,
waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas,
ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa
tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan.

Setiap jumlah uraian sub rincian objek dijumlahkan menjadi
jumlah sub rincian objek belanja. Setiap jumlah sub rincian
objek pada masing-masing rincian objek belanja selanjutnya

dijumlahkan menjadi rincian objek belanja berkenaan. Setiap
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jumlah rincian objek pada masing-masing objek belanja
selanjutnya dijumlahkan menjadi objek belanja berkenaan.
Setiap objek Dbelanja pada masing-masing jenis belanja
kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.
Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah
kelompok belanja yang dituangkan dalam formulir RKA -
BELANJA SKPD.

Baris kolom jumlah anggaran sub kegiatan merupakan
penjumlahan dari seluruh kelompok belanja yang tercantum
dalam angka 28.

Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD dapat diperbanyak
sesuai dengan kebutuhan.

Apabila Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD lebih dari satu
halaman, pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi mulai
dari rincian belanja kegiatan per sub kegiatan satuan kerja
perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut
halaman.

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA -
RINCIAN BELANJA SKPD.

Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD ditandatangani oleh
Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP
yang bersangkutan.

Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA -
RINCIAN BELANJA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh
tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian
Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil
pembahasan.

Seluruh anggota  tim anggaran pemeintah daerah
menandatangani formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD yang
telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
Apabila formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD lebih dari satu
halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom
tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD, serta keterangan,
tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP,
Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ditempatkan pada halaman terakhir.
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al. Selanjutnya setiap lembar RKA - RINCIAN BELANJA SKPD yang
telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.

am. Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD merupakan input
data untuk menyusun formulir RKA - SKPD dan RKA -
BELANJA SKPD.

5. FORMULIR RKA - PEMBIAYAAN SKPD

Halaman ...
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - PEMBIAYAAN
Provinsi/Kabupaten/Kota" ... S8
Tahun Anggaran ...
Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah
Organisasi ! X-XX.X-XX.X-XX.XX  .eveereneerenennenens
Kode Uraian Jumlah
Rekening (Rp)
1 2 3

Mo XXX
XM XXX
LSRRI E

s

s

g

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

MR XM X
XXX M X
R R

s

s

i

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Kepala SKPKD
(tandatangan)

(nama lengkap)
NIP.

Keterangan

Tanggal Pembahasan

Catatan Hasil
Pembahasan

1.

2.
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Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda
tangan
1
Dst

Y hapus yang tidak dibutuhkan

Cara Pengisian Formulir RKA - PEMBIAYAAN SKPD

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya,

namun diisi oleh SKPD selaku satuan kerja pengelola keuangan

daerah.

a.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten
/kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang
direncanakan.

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuan kerja perangkat daerah.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening
akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek penerimaan
pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan.
Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek penerimaan pembiayaan, yang
dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan.

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pembiayaan
berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh
objek pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan
bersangkutan. Jumlah  objek  pembiayaan  merupakan
penjumlahan dari seluruh rincian objek pembiayaan yang
termasuk dalam objek pembiayaan bersangkutan. Jumlah
rincian objek pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh
sub rincian objek pembiayaan yang termasuk dalam rincian
objek pembiayaan bersangkutan.

Jumlah penerimaan pembiayaan merupakan hasil dari
penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan.

Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dari

penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan.
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i. Formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD dapat diperbanyak sesuai
dengan kebutuhan.

j- Apabila Formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD lebih dari satu
halaman, maka pada halaman-halaman berikutnya cukup diisi
mulai dari rincian pembiayaan dan setiap halaman diberi nomor
urut halaman.

k. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA -
PEMBIAYAAN SKPD.

1. Formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD ditandatangani oleh kepala
SKPKD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang
bersangkutan.

m. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA -
PEMBIAYAAN SKPD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim
anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian
Kepala SKPD dicantumkan dalam kolom catatan hasil
pembahasan.

n. Seluruh  anggota tim  anggaran Pemerintah = Daerah
menandatangani formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD yang telah
dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

o. Apabila formulir RKA-PEMBIAYAAN SKPD lebih dari satu
halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom
tanda tangan dan nama Kepala SKPKD, serta keterangan,
tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP,
Jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
ditempatkan pada halaman terakhir.

Selanjutnya setiap lembar RKA - PEMBIAYAAN SKPD yang telah
dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah
Daerah.

p. Formulir RKA - PEMBIAYAAN SKPD merupakan input data

untuk menyusun formulir RKA — SKPD selaku SKPKD.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
1. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

FORMAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
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RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

a.

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun ... yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah

disepakati Pemerintah Daerah bersama



Mengingat
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DPRD pada tanggal ... bulan ... tahun ...;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun

Anggaran ...

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah ... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ...);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009



10.
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tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Tentang Dana Perimbangan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  kepada  Pemerintah, Laporan
Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi ...;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah  tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber



20.

21.
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Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
tahun 2017 tentang  Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor ...
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ..
Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi ...;
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25. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
... Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....
Dan

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA ... (nama daerah) TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah.
APBD Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran .... berjumlah
Rp..., terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp.civiiii
b. Belanja Daerah Rp.cvviiiins

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp..................
2. Pengeluaran Rp.................
Pembiayaan Netto Rp................

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.............

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp ... (terbilang), yang
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bersumber dari:
a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri
atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp...

(terbilang).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri
atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
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Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran ... direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang
terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri
atas:

a. Belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

c. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 10
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Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri

atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri
atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran ... direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya,;

o

. Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

o o

. Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

.0

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp... (terbilang).
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(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Pembayaran cicilan pokok wutang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp... (terbilang).



- 237 -

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp... (terbilang).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan

sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu

yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... tahun anggaran

2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan,;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
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Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota® ini terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

S. Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, @ Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub

9. Lampiran IX

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan

Program Prioritas Daerah;
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10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya,;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-
Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy
years);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18
Gubernur/Bupati/Wali Kota® menetapkan peraturan
Gubernur/Bupati/ Wali Kota ... tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD.

Pasal 19
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dengan penempatannya

dalam berita daerah.
Gubernur/Bupati/Wali Kota"
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Diundangkan di ...
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota)

(tanda tangan)
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(nama lengkap)

NIP...

LEMBARAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN
NOMOR ...
) hapus yang tidak dibutuhkan

2. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

FORMAT
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.1 | Pajak Daerah
4.1.2 | Retribusi Daerah
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan
4.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3

4.2 Pendapatan Transfer
4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.2 | Pendapatan Transfer Antar-Daerah
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah
4.3.1 | Pendapatan Hibah
4.3.2 | Dana Darurat
4.3.3 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Pendapatan

S Belanja

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

5.2 Belanja Modal
5.2.1 | Belanja Modal Tanah
5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
Irigasi
5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.6 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.1 | Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.1 | Belanja Bagi Hasil
5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
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Kode Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
yang Dipisahkan
6.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
6.1.6 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah
6.2.3 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang
Jatuh Tempo
6.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.5 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto
6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA)
......... ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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Lampiran II

Rancangan Peraturan Daerah

Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN ...
. Belanja
Kode Urusan Pemerintah Pendapatan . Tidak Jumlah
Daerah Operasi | Modal Transfer .
Terduga Belanja
1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

PENDIDIKAN

1|01

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

1|01

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

1|02

KESEHATAN

1|02

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas/Badan/Kantor/
Rumah Sakit ...

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...
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Urusan Pemerintah Belanja
Kode Pendapatan ) Tidak Jumlah
Daerah Operasi | Modal Transfer .
Terduga Belanja
03 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
03 |x-x.x-x.x-X.xx | Dinas...
03 |x-x.x-x.x-X.xx | Dst ...
04 PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
04 |x-x.Xx-xX.X-X.xx | Dinas...
04 |x-x.x-x.x-X.xx| Dst ...
05 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT
05 |x-x.x-x.x-X.xx | Dinas...
05 |x-x.x-x.x-x.xx| Dst ...
06 SOSIAL
06 |x-x.x-X.X-X.xX | Dinas...
06 |x-x.x-x.x-Xx.xx| Dst ...

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

07

TENAGA KERJA
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Kode

Urusan Pemerintah
Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak
Terduga

Transfer

Jumlah
Belanja

07

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NN

07

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

08

PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

08

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NN

08

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

09

PANGAN

09

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NININ

09

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

10

PERTANAHAN

10

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NIINN

10

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

11

LINGKUNGAN HIDUP

11

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NININ

11

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

12

ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

12

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NN

12

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

13

PEMBERDAYAAN
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Kode

Urusan Pemerintah
Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak
Terduga

Transfer

Jumlah
Belanja

MASYARAKAT DAN DESA

13

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NN

13

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

14

PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

14

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NN

14

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

15

PERHUBUNGAN

15

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NININ

15

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

16

KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

16

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NN

16

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

17

KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH

17

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NN

17

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

18

PENANAMAN MODAL

18

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NININ

18

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...
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Kode

Urusan Pemerintah
Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak
Terduga

Transfer

Jumlah
Belanja

19

KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

19

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas

NN

19

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

20

STATISTIK

20

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NN (N

20

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

21

PERSANDIAN

21

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NIIN[N

21

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

22

KEBUDAYAAN

22

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas

NN (N

16

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

23

PERPUSTAKAAN

23

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NIN[IN

23

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

24

KEARSIPAN

24

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

NINN

24

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

URUSAN PEMERINTAHAN

PILIHAN
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Kode

Urusan Pemerintah
Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak
Terduga

Transfer

Jumlah
Belanja

25

KELAUTAN DAN
PERIKANAN

25

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

25

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

26

PARIWISATA

26

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

26

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

27

PERTANIAN

27

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

27

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

28

KEHUTANAN

28

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

28

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

29

ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

29

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

29

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

30

PERDAGANGAN

30

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

30

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

31

PERINDUSTRIAN

31

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...
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Kode

Urusan Pemerintah
Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak
Terduga

Transfer

Jumlah
Belanja

31

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

32

TRANSMIGRASI

32

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas...

32

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN

01

SEKRETARIAT DAERAH

01

X-X.X-X.X-X.XX

Sekretariat Daerah

02

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

02

X-X.X-X.X-X.XX

Sekretariat DPRD

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

Ul

01

PERENCANAAN

01

X-X.X-X.X-X.XX

Badan...

[9201@)

01

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

02

KEUANGAN

(o110

02

X-X.X-X.X-X.XX

Badan...

ul

02

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...




- 250 -

Kode

Urusan Pemerintah
Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak
Terduga

Transfer

Jumlah
Belanja

1

03

KEPEGAWAIAN

Ul

03

X-X.X-X.X-X.XX

Badan...

Ul

03

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

04

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

Ul

04

X-X.X-X.X-X.XX

Badan...

04

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

05

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

05

X-X.X-X.X-X.XX

Badan...

o210

05

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

Ul

06

PENGHUBUNG

Ul

06

X-X.X-X.X-X.XX

Badan ...

Ul

06

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

07

PENGELOLAAN
PERBATASAN DAERAH

Ul

07

X-X.X-X.X-X.XX

Badan/Kantor ...

Ul

07

X-X.X-X.X-X.XX

Dst ...

UNSUR PENGAWAS

01

PENGAWAS

01

X-X.X-X.X-X.XX

Inspektorat
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Urusan Pemerintah Belanja
Kode Pendapatan . Tidak Jumlah
Daerah Operasi | Modal Transfer .
Terduga Belanja
UNSUR KEWILAYAHAN
01 KECAMATAN
01 [x-x.x-x.x-X.Xx | Kecamatan ...
01 [x-x.x-x.x-X.XxX| Dst ...
02 KOTA ADMINSTRASI
02 |x-x.x-x.x-x.xxX | Kota ...
02 |x-x.x-X.X-X.xX| Dst ...
03 KABUPATEN
ADMINISTRASI
03 | x-x.x-x.X-X.xx | Kabupaten ...
03 [x-x.X-X.x-X.XX| Dst ...
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
01 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
01 8-1 Kesatuan Bangsa Dan
Politik
URUSAN KEKHUSUSAN
01 PANIRADYA
KAISTIMEWAN
01 |x-x.x-X.X-X.XX| Paniradya Kaistimewan ...




- 252 -

Urusan Pemerintah Belanja
Kode Pendapatan : Tidak Jumlah
Daerah Operasi | Modal Transfer .
Terduga Belanja
02 SYARIAT ISLAM ACEH
02 |x-x.x-X.X-X.xx| Dinas Syariat Islam Aceh
03 SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN
ULAMA (MPU)
03 |x-x.x-X.X-X.xxX | Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama
(MPU) ...
04 SEKRETARIAT MAJELIS
ADAT ACEH
04 | x-x.x-x.X-X.xx | Sekretariat Majelis Adat
Aceh ...
05 SEKRETARIAT BAITUL
MAL ACEH
05 |x-x.x-x.X-X.XX | Sekretariat Baitul Mal
Aceh ...
06 SEKRETARIAT BADAN
REINTEGRASI ACEH
06 |x-x.x-x.X-X.XX| Sekretariat Badan

Reintegrasi Aceh ...

Jumlah

SURPLUS/ (DEFISIT)
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Gubernur/Bupati/Wali Kota*)

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan

c. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
URUSAN PEMERINTAH PXXX e
ORGANISASI XXX XK e,
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
X XX | X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 4 Pendapatan
X | XX | X-X.X-X.X-X.XX 00 000 00 | 4|1 Pendapatan Asli Daerah
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 | 00 4 | 1 | 1 | Pajak Daerah

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 4 | 1 | 2 | Retribusi Daerah

< X XX XX XX 00 0.00 00 41113 Hasil P(.en.gelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 4 | 1 | 4 | Lain-lain PAD Yang Sah

X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 4 | 2 Pendapatan Transfer

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 4 | 2 | 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 4 | 2 | 2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 413 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 4 | 3 | 1 | Pendapatan Hibah

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 4 | 3 | 2 | Dana Darurat

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 | 00 4 | 3 | 3 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 | 00 S Belanja

X X-X.X-X.X-X.XX XX Program ......

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX Kegiatan ......

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX Sub Kegiatan ......

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S |1 Belanja Operasi

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 1| 1 | Belanja Pegawai

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 1 | 3 | Belanja Bunga

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S| 1 | 4 | Belanja Subsidi

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 1 | 5 | Belanja Hibah

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 1 | 6 | Belanja Bantuan Sosial

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX 5|2 Belanja Modal

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 2 | 1 | Belanja Modal Tanah

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 2 | 3 | Belanja Modal Bangunan dan Gedung
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX 214 |.. ;
irigasi
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 2 | 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 2 | 6 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S| 3 Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S5 | 3 | 1 | Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S| 4 Belanja Transfer
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 4 | 1 | Belanja Bagi Hasil
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 4 | 2 | Belanja Bantuan Keuangan
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX Sub Kegiatan ......
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S |1 Belanja Operasi
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 1| 1 | Belanja Pegawai
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 1 | 3 | Belanja Bunga
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 1 | 4 | Belanja Subsidi
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 1 | 5 | Belanja Hibah
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX 5 | 1 | 6 | Belanja Bantuan Sosial
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S |2 Belanja Modal
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX 5 | 2 | 1 | Belanja Modal Tanah
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 2 | 3 | Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S| 2|4 |
irigasi
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 2 | 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX 5 | 2 | 6 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S| 3 Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S | 3 | 1 | Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX S| 4 Belanja Transfer
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
2 3 4
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 4 | 1 | Belanja Bagi Hasil
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 4 | 2 | Belanja Bantuan Keuangan
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ......
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ......
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S |1 Belanja Operasi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 1| 1 | Belanja Pegawai
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 1 | 3 | Belanja Bunga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 1 | 4 | Belanja Subsidi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 1 | 5 | Belanja Hibah
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 1 | 6 | Belanja Bantuan Sosial
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5|2 Belanja Modal
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S5 | 2 | 1 | Belanja Modal Tanah
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 2 | 3 | Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan
b4 X-X.X-X.X-X.XX X.XX S| 2|4 |
irigasi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 2 | 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S5 | 2 | 6 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S| 3 Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 3 | 1 | Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S| 4 Belanja Transfer
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 4 | 1 | Belanja Bagi Hasil
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 4 | 2 | Belanja Bantuan Keuangan
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ......
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S |1 Belanja Operasi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 1| 1 | Belanja Pegawai
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 1 | 3 | Belanja Bunga
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 1 | 4 | Belanja Subsidi

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 1 | 5 | Belanja Hibah

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 1 | 6 | Belanja Bantuan Sosial

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S| 2 Belanja Modal

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 2 | 1 | Belanja Modal Tanah

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 2 | 3 | Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S| 2|4 |,
irigasi

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 2 | 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 2 | 6 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S| 3 Belanja Tidak Terduga

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 3 | 1 | Belanja Tidak Terduga

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S| 4 Belanja Transfer

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 4 | 1 | Belanja Bagi Hasil

X X-X.X-X.X-X.XX XX X.XX XX S | 4 | 2 | Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 | 00 6 Pembiayaan

X

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 6|1 Penerimaan Pembiayaan

< N 00 0.00 00 61111 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 6 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan

< N 00 0.00 00 61113 Hf;’ls.ll Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 6 | 1 | 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah

X X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 6 | 1 | 5 | Penerimaan Kembali Pemberian
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KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4
Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

b4 XX | X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 6 | 1 | 6 | Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

X XX | X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 6| 2 Pengeluaran Pembiayaan

X XX | X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 | 00 6 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan

X XX | X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 | 00 6 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Daerah

< S 00 0.00 | 00 623 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang
Jatuh Tempo

X XX | X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 6 | 2 | 4 | Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
b4 XX | X-X.X-X.X-X.XX 00 0.00 00 6 | 2 | 5 | Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan
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d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Sub Keluaran.
Lampiran IV Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
REKAPITULASI BELANJA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL
DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN ...
Uraian Urusan, Organisasi, Kelompok Belanja
Kode Program, Keg_latan dan Sub Operasi| Modal Tidak Transfer Jumlah
Kegiatan Terduga
1 2 3 4 S5 6 7 = 3+4+5+6

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR
1|01 PENDIDIKAN
101 =xX-X.X-X.X-X.XX Dinas ...
1 01| =X-X.X-X.X-X.XX |XX Program ...
1 01| =X-X.X-X.X-X.XX [XX|X.XX Kegiatan ...

(Hasil ...)
1 01| =X-X.X-X.X-X.XX [|XX|[X.XX Sub Kegiatan ...
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(Keluaran)

1 01| =X-X.X-X.X-X.XX dst ..

1 |02 KESEHATAN

102 =x-X.X-X.X-X.XX Dinas...

1 02| =XxX-X.X-X.X-X.XX Program ...

1]02] =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

1]02] =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

102 =XxX-X.X-X.X-X.XX dst ...

1|03 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

1 |03 xX-X.X-X.X-X.XX Dinas...

1 |03 =X-X.X-X.X-X.XX Program ...

1]03| =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

11]02] =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

1 |03 X-X.X-X.X-X.XX dst ...

1 |04 PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

104 =XxX-X.X-X.X-X.XX Dinas...

1 ]04| =xX-X.X-X.X-X.XX Program ...

104 =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...

(Hasil ...)
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1]02| =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
1 04| =x-X.X-X.X-X.XX dst ...
1|05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT
1 |05] =xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
1 05| =x-X.X-X.X-X.XX Program ...
105 =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
1]02] =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
1 05| =x-X.X-X.X-X.XX dst ...
1 06 SOSIAL
1 |06 xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
1 106 X-X.X-X.X-X.XX Program ...
106 =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
11]02] =x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
1 |06 X-X.X-X.X-X.XX dst ..
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
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2 107 TENAGA KERJA

2 |07 X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 |07 XxX-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 |07 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 07| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 (07| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 |08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 |08 x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 |08 x-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 |08 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 |08 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 |08 xX-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 109 PANGAN

2 109] xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 09| x-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 109 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2109 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2110 xX-X.X-X.X-X.XX dst ...
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2110 PERTANAHAN
2 (10| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 110] X-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 110| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 10| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 10| xX-X.X-X.X-X.XX dst ...
2111 LINGKUNGAN HIDUP
211 X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
211 X-X.X-X.X-X.XX Program ...
2111 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2111 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
211 X-X.X-X.X-X.XX dst ...
2112 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
2 112] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 (12| X-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 12| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2112 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2112 X-X.X-X.X-X.XX dst ...
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2113 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

2 13| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 [13] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 13| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 13| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 [13] X-X.X-X.X-X.XX dst ...

2|14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

2 114] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2114 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 14| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 14| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 14| xX-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 |15 PERHUBUNGAN

2 15| xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 115 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 115 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 115 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 115] X-X.X-X.X-X.XX dst ...




- 265 -

2 116 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 16| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

216 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

2116 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2116 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 116 X-X.X-X.X-X.XX dst ..

2117 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH

2 (17| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 17| X-X.X-X.X-X.XX Program ...

2117 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2117 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 17| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

2118 PENANAMAN MODAL

2 18| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 18] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 (18| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 18] X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 (18] xX-X.X-X.X-X.XX dst ...
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2119 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 (19 xX-X.X-X.X-X.XX Program ...
2119 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2119 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 119] X-X.X-X.X-X.XX dst ..
2 120 STATISTIK
2 20| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 |20 XxX-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 20| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 20| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 20| xX-X.X-X.X-X.XX dst ...
2121 PERSANDIAN
2 (21| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 121| X-X.X-X.X-X.XX Program ...
2121 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 (21| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 121 X-X.X-X.X-X.XX dst ..
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2 122 KEBUDAYAAN

2 (22| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 22| X-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 122| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 122 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 (22| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 123 PERPUSTAKAAN

2 23| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 23] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 123 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 123 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 23| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 |24 KEARSIPAN

2 (24| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 24| xX-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 24| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 24| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 24| X-X.X-X.X-X.XX dst ..

URUSAN PEMERINTAHAN
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PILIHAN
3 125 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 [25] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
325 X-X.X-X.X-X.XX Program ...
3 (25| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
3 (25| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
3 [25] X-X.X-X.X-X.XX dst ...
3 126 PARIWISATA
3 [26] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
3 [26] X-X.X-X.X-X.XX Program ...
3 26| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
3 26| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
3 (26| X-X.X-X.X-X.XX dst ...
3 |27 PERTANIAN
3|27 X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
3 |27 X-X.X-X.X-X.XX Program ...
3 27| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
3|27 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
3 [27] X-X.X-X.X-X.XX dst ...
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3 128 KEHUTANAN

3 28] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ..

3 [28| X-X.X-X.X-X.XX Program ...

3 (28| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

3 (28| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3 28] X-X.X-X.X-X.XX dst ..

3 129 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

3 129 X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ..

3129 xX-X.X-X.X-X.XX Program ...

3129| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

3129| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3 (29| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

3 130 PERDAGANGAN

3 |30| xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

3 [30] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

3|30 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

3 30| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3 [30] x-X.X-X.X-X.XX dst ...
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3 |31 PERINDUSTRIAN

3 (31| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ..

3 (31 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

3 (31| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

3|31 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3131 X-X.X-X.X-X.XX dst ..

3 132 TRANSMIGRASI

3 [32] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

3 [32] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

3 (32| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

3 (32| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3 132] X-X.X-X.X-X.XX dst ...

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN

4 101 SEKRETARIAT DAERAH

4 01| X-X.X-X.X-X.XX Sekretariat Daerah

4 101 xX-X.X-X.X-X.XX Program ...

4 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

4 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...

(Keluaran)
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4 01| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

4 102 SEKRETARIAT DPRD

4 02| x-X.X-X.X-X.XX Sekretariat DPRD

4 02| xX-X.X-X.X-X.XX Program ...

4 102| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

4 02| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

4 02| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

5 |01 PERENCANAAN

S5 |01 =X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

5 |01] =X-X.X-X.X-X.XX Program ...

5|01 =xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5|01 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5|01 X-X.X-X.X-X.XX dst ...

5 102 KEUANGAN

5 |02] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

5 02| xX-X.X-X.X-X.XX Program ...

5|02 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...

(Hasil ...)
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5 |02] XxX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5 02| xX-X.X-X.X-X.XX dst ...

5 03 KEPEGAWAIAN

5 |03] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

5 |03] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

5 |03] X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5 |03] =XxX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5 |03] xX-X.X-X.X-X.XX dst ..

5 |04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5 |04] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

5 |04] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

5 |04] X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5 |04] XxX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5 |04 X-X.X-X.X-X.XX dst ...

5 |05 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

5 |05] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

505 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

5 |05] XxX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...

(Hasil ...)
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5 |05] X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5 05| =xX-X.X-X.X-X.XX dst ...

5 |06 PENGHUBUNG

5 |06] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

5 |06] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

5 |06] X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5 |02] =XxX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5 06| X-X.X-X.X-X.XX dst ..

5 |07 PENGELOLAAN PERBATASAN
DAERAH

5 |07] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

5 |07] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

5 |07] X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5 |07] X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5|07 X-X.X-X.X-X.XX dst ...

6 UNSUR PENGAWAS

6 |01 INSPEKTORAT

6 01| X-X.X-X.X-X.XX Inspektorat

6 01| =xX-X.X-X.X-X.XX Program ...
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6 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

6 {01 =xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 101 Kecamatan

7 101 X-X.X-X.X-X.XX Kecamatan ...

7 101 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

7 101 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

7 101 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

7 |01 X-X.X-X.X-X.XX dst ..

7 102 Kota Administrasi

7 |02 X-X.X-X.X-X.XX Kota ...

7 |02 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

7 |02 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

7 02| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

7 102 X-X.X-X.X-X.XX dst ...

7 |03 Kabupaten Administrasi

7 03] X-X.X-X.X-X.XX Kabupaten ...

7 |03] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

7 03] X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
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(Hasil ...)
7 |03 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
7 |03 X-X.X-X.X-X.XX dst ...
8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8 |01 Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01| xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
8 [01] X-X.X-X.X-X.XX Program ...
8 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
8 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
9 URUSAN KEKHUSUSAN
9 01 Paniradya Kaistimewan
9 01| xX-X.X-X.X-X.XX Paniradya Kaistimewan
9 |01 xX-X.X-X.X-X.XX Program ...
9 101] =xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
9 |01 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
9 01| X-X.X-X.X-X.XX dst ..
9 102 Syariat Islam Aceh
9 02| xX-X.X-X.X-X.XX Dinas Syariat Islam Aceh
9 [02] X-X.X-X.X-X.XX Program ...
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9 02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
9 02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
9 02| xX-X.X-X.X-X.XX dst ...
9 |03 Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU)
9 |03| x-X.X-X.X-X.XX Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) ...
9 03] xX-X.X-X.X-X.XX Program ...
9 |03| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
9 03] xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
9 |[03| xX-X.X-X.X-X.XX dst ...
9 |04 Sekretariat Majelis Adat Aceh
9 04| X-X.X-X.X-X.XX Sekretariat Majelis Adat Aceh ...
9 |04 x-X.X-X.X-X.XX Program ...
9 04| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
9 |04 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
9 04| X-X.X-X.X-X.XX dst ..
9 |05 Sekretariat Baitul Mal Aceh

05

X-X.X-X.X-X.XX

Sekretariat Baitul Mal Aceh ...
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05] =X-X.X-X.X-X.XX Program ...
05| =X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
05| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
05| X-X.X-X.X-X.XX dst ... )
"
06 Sekretariat Badan Reintegrasi
Aceh a
06| X-X.X-X.X-X.XX Sekretariat Badan Reintegrasi n
Aceh ...
06| X-X.X-X.X-X.XX Program ... g
06| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ... g
(Hasil ...)
06| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ... a
(Keluaran) 1
06| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

JUMLAH

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
Lampiran V : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN ...
Kelompok belanja Jumlah
Kode Uraian Operasi | Modal tggiga Transfer
1 2 3 4 5 6 7
1 Pelayanan Umum
1 |01 | 2 | 20 | Statistik
1 02 | 2 | 24 | Kearsipan
1 |03 | 2 | 26 | Komunikasi & Informatika
1 04 | 2 | 21 |Persandian
1 05 | 5 | 01 | Perencanaan Pembangunan
1 06 | 5 | 05 | Penelitian dan Pengembangan
1 07 | 5 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan
1 08 | 5 | 02 | Keuangan
1 09 | 5 | 03 | Kepegawaian
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1 10 | 4 | O1 | Sekretariat Daerah

1 11 4 | 02 | Sekretariat DPRD

1 12 | 6 | O1 |Inspektorat

1 13 | 7 | O1 | Kecamatan

1 14 | 9 | 01 | Kekhususan

2 Ketertiban dan keamanan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri -

2 01 8 01 | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

9 02 1 05 Ketqnteraman, Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat

2 03 | 5 | 07 | Pengelolaan Perbatasan Daerah

3 Ekonomi

3 |01 | 2 15 | Perhubungan

3 |02 | 2 | 07 | Tenaga Kerja

3 |03 | 2 17 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

3 04 | 2 18 | Penanaman Modal

3 |05 | 2 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3 |06 | 3 |27 |Pertanian

3 |07 | 3 |28 |Kehutanan

3 |08 | 3 |29 |Energi dan Sumber Daya Mineral
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3 |09 | 3 |25 |Kelautan dan Perikanan
3 10 | 3 | 30 | Perdagangan
3 11 | 3 | 31 | Perindustrian
3 12 | 3 | 32 | Transmigrasi
4 Perlindungan Lingkungan Hidup
4 | 01 03 | Penataan Ruang
4 |02 11 | Lingkungan Hidup
4 |03 10 | Pertanahan
Perumahan dan Fasilitasi Umum
01 1 | 03 | Pekerjaan Umum
02 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kesehatan
6 | 01 1 | 02 | Kesehatan
6 |02 | 2 14 Pengendalian @ Penduduk dan  Keluarga
Berencana
Pariwisata
01 | 2 | 22 | Kebudayaan
02 26 | Pariwisata
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8 Pendidikan
8 | 01 01 | Pendidikan
8 | 02 19 | Kepemudaan dan Olahraga f[
8 | 03 23 | Perpustakaan a
n
g
9 Perlindungan Sosial g
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan a
9 |01 12 . 1
Sipil
9 |02 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
9 | 03 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial S’
9 | 04 06 | Sosial b
9 | 05 09 | Pangan €
9 | 06 Penanggulangan Bencana n
u
1

) hapus yang tidak dibutuhkan

f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM

/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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Lampiran VI

Rancangan Peraturan Daerah

Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN ......
Alokasi A
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan © astRSggaran
1 2 3 4
A. SPM Bidang Pendidikan
) N 1.
.......... 20
Total
5 D 1.
.......... 20
Total | .........

B. SPM Bidang Kesehatan

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan

---------

| D RO

..........

Total
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Total

.........

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan

C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. | ... 1. ... 1. ...
2/ 2 s
Total
2. | e, 1. ... 1. ...
2 2. i,
Total | .........

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan

D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Ruang

---------

1. | ... 1. ... 1. ...
2/ 2 s
Total
127 1. ...l 1o,
2/ 2 s
Total | .........

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemukiman
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) I 1. ... ) I
2. s 2. e
Total
2. | i 1. ... ) I
2. s 2. s
Total | .........

F. SPM Bidang Sosial

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

) I RO ) I )
2 2
Total
2. | e ) )
2 2
Total | .........

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial

) hapus yang tidak dibutuhkan
g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.

.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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Lampiran VII

Nomor

Tanggal

Rancangan Peraturan Daerah

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN ...
KODE URAIAN RPJMD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp)
1 2 3 4
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 |01 PENDIDIKAN
1 |01 Program ...
1 |01 Program ...
1 |01 dst ...
1 |02 KESEHATAN
1 102 Program ...
1 |02 Program ...
1 [ 02 dst ...
1 |03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 |03 Program ...
1 |03 Program ...
1 |03 dst ...

04

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
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PERMUKIMAN

1 |04 Program ...

1 |04 Program ...

1 |04 dst ...

1 |05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

1 |05 Program ...

1 |05 Program ...

1 |05 dst ...

1 |06 SOSIAL

1 |06 Program ...

1 |06 Program ...

1 |06 dst ...

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 |07 TENAGA KERJA

2 |07 Program ...

2 |07 Program ...

2 |07 dst ...

2 |08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2 108 Program ...

2 |08 Program ...

2 108 dst ...

2 109 PANGAN
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2 109 Program ...

2 109 Program ...

2 109 dst ...

2 110 PERTANAHAN

2 110 Program ...

2 110 Program ...

2 110 dst ...

2 |11 LINGKUNGAN HIDUP

2 |11 Program ...

2 |11 Program ...

2 |11 dst ...

2 |12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2 112 Program ...

2 112 Program ...

2 |12 dst ...

2 |13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 |13 Program ...

2 113 Program ...

2 113 dst ...

2 |14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

2 114 Program ...

2 |14 Program ...

2 |14 dst ...
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2 |15 PERHUBUNGAN

2 |15 Program ...

2 115 Program ...

2 |15 dst ...

2 |16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 |16 Program ...

2 |16 Program ...

2 |16 dst ...

2 |17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2 |17 Program ...

2 |17 Program ...

2 |17 dst ...

2 |18 PENANAMAN MODAL

2 118 Program ...

2 118 Program ...

2 |18 dst ...

2 119 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 119 Program ...

2 119 Program ...

2 |19 dst ...

2 120 STATISTIK

2 120 Program ...

2 120 Program ...

2 120 dst ...

2 121 PERSANDIAN
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2 121 Program ...

2 121 Program ...

2 [21 dst ...

2 |22 KEBUDAYAAN

2 122 Program ...

2 122 Program ...

2 122 dst ...

2 123 PERPUSTAKAAN
2 123 Program ...

2 123 Program ...

2 |23 dst ...

2 |24 KEARSIPAN

2 124 Program ...

2 124 Program ...

2 |24 dst ...

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 |25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 |25 Program ...

3 |25 Program ...

3 |25 dst ...

3 |26 PARIWISATA

3 |26 Program ...

3 |26 Program ...

3 |26 dst ...
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3 |27 PERTANIAN

3 |27 Program ...

3 |27 Program ...

3 |27 dst ...

3 |28 KEHUTANAN

3 |28 Program ...

3 128 Program ...

3 |28 dst ...

3 129 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3 129 Program ...

3 129 Program ...

3 129 dst ...

3 |30 PERDAGANGAN
3 [ 30 Program ...

3 |30 Program ...

3 |30 dst ...

3 |31 PERINDUSTRIAN
3 |31 Program ...

3 |31 Program ...

3 |31 dst ...

3 |32 TRANSMIGRASI
3 |32 Program ...

3 |32 Program ...

3 |32 dst ...

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN
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PEMERINTAHAN
4 |01 SEKRETARIAT DAERAH
4 |01 Program ...
4 |01 Program ...
4 |01 dst ...
4 |02 SEKRETARIAT DPRD
4 |02 Program ...
4 |02 Program ...
4 |02 dst ...
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 |01 PERENCANAAN
5 |01 Program ...
5 |01 Program ...
5 |01 dst ...
5 |02 KEUANGAN
5 |02 Program ...
5 |02 Program ...
5 |02 dst ...
5 |03 KEPEGAWAIAN
5 |03 Program ...
5 |03 Program ...
S |03 dst ...
5 |04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
S |04 Program ...
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S |04 Program ...

5 |04 dst ...

5 |05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 |05 Program ...

5 |05 Program ...

5 |05 dst ...

5 106 PENGHUBUNG

S |06 Program ...

5 |06 Program ...

5 106 dst ...

5 |07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
S5 |07 Program ...

S5 |07 Program ...

5 |07 dst ...

6 UNSUR PENGAWAS

6 |01 PENGAWAS

6 |01 Program ...

6 |01 Program ...

6 |01 dst ...

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 |01 KECAMATAN

7 101 Program ...

7 101 Program ...

7 101 dst ...
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7 102 KOTA ADMINISTRASI

7 102 Program ...

7 |02 Program ...

7 |02 dst ...

7 103 KABUPATEN ADMINISTRASI
7 |03 Program ...

7 |03 Program ...

7 |03 dst ...

8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8 |01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 |01 Program ...

8 |01 Program ...

8 |01 dst ...

9 URUSAN KEKHUSUSAN

9 |01 PANIRADYA KAISTIMEWAN
9 |01 Program ...

9 |01 Program ...

9 |01 dst ...

9 |02 SYARIAT ISLAM ACEH

9 |02 Program ...

9 |02 Program ...

9 |02 dst ...

O

03

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
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ULAMA (MPU)
9 103 Program ...
9 103 Program ...
9 |03 dst ...
9 |04 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
9 |04 Program ...
9 |04 Program ...
9 |04 dst ...
9 |05 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9 105 Program ...
9 |05 Program ...
9 |05 dst ...
9 |06 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
9 |06 Program ...
9 |06 Program ...
9 |06 dst ...

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.

Lampiran VIII : Rancangan Peraturan
Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

TAHUN ANGGARAN ...
. RKPD PPAS Rancangan
Kode Uraian
(Rp) (Rp) APBD (Rp)

X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
X-X.X-XX-XXX | 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
X-X.X-x.X-xxx | 1 [ Ol PENDIDIKAN
X-XX-XxX-xxx | 1 | 0] | xx Program ...
X-X.X-XX-xXxx| 1 | 01 | xx | Xx.XX Kegiatan ...
X-X.X-X.X-X.xxX | 1 | 01 | xx | x.xxX |xx | Sub Kegiatan ..
X-XX-XX-X.xXxX | 1 | 01 | xx | x.XX |xx|dst...
X-X.X-X.X-Xx.xx | 1 | 01 | xx | X.XX dst ...
X-X.X-X.X-x.xx | 1 | 01 | xx dst ...
X-X.X-X.X-Xx.xX | 1 | 02 KESEHATAN
X-X.X-XX-Xxx | 1 | 02| xx Program ...
X-XX-XX-Xxx| 1 |02 | xx | xx Kegiatan ...
X-X.X-XX-X.XX | 1 | 02 | xx | x.xxX |xx | Sub Kegiatan ...
X-XX-XX-XxXxX| 1 | 02| xx | x.XX |xx|dst...
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X-X.X-XxX-Xx.xx | 1 |02 | xx | xx dst ...

X-X.X-XX-x.xx | 1 | 02 | xx dst ...

X-X.X-X.X-X.XX | 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

X-X.X-X.X-X.XX 03 | xx Program ...

X-X.X-X.X-X.XX 03 | xx | xx Kegiatan ...

1
1
X-X.X-X.X-X.xx | 1 | 03 | xx | x.xx | xx| Sub Kegiatan ...
X-X.X-XX-X.xx | 1 | 03 | xx | x.xx |xx| dst ...

X-X.X-X.X-X.xX | 1 | 03 | xx | xxX dst ...
X-X.X-X.X-X.xX | 1 | 03 | xx dst ...
X-X.X-X.X-X.XX | XX | XX dst ...
X-X.X-X.X-X.XX | XX dst ...
X-X.X-X.X-X.XX dst ...

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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i. Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Lampiran IX

Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

) hapus yang tidak dibutuhkan

TAHUN ANGGARAN ...
Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan
Prioritas APBD :
No | Pembangunan Program SKPD Belanja Belanja Be'lanja Belanja Jumlah
Nasional Pelaksana Operasi Modal Tidal Transfer
Terduga
Rp Rp Rp Rp Rp Y%
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
......... tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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j- Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Lampiran X : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN ......
ESELON NON ESELON
GOLONGAN/ RUANG TENAGA JUMLAH
I II III I\ \Y FUNGSIONAL STAF

Golongan IV/e

Golongan 1IV/d

Golongan IV/c

Golongan IV/b

Golongan IV/a

JUMLAH GOLONGAN IV

Golongan IIl/e

Golongan III/d

Golongan III/c

Golongan III/b

Golongan IlI/a

JUMLAH GOLONGAN III

Golongan Il /e

Golongan II/d

Golongan II/c

Golongan II/b

Golongan II/a
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JUMLAH GOLONGAN II

Golongan I/e

Golongan I/d

Golongan I/c

Golongan I/b

Golongan I/a

JUMLAH GOLONGAN I

TOTAL

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan



k. Daftar Piutang Daerah.
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Lampiran XI

Rancangan Peraturan Daerah

) hapus yang tidak dibutuhkan

Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN ......
Tahun Jumlah piutang Perkiraan Perkiraan .
. o . . Perkiraan Saldo
No | Uraian Rincian Piutang Pengakuan sampai dengan | Penambahan Pengurangan Akhir tahun N-1
piutang tahun N-2 Tahun N-1 tahun N-1
1 2 3 4 5 6 7 =4+5-6
Jumlah
......... ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"

Lampiran XII

Nomor

Tanggal

Rancangan Peraturan Daerah

......

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

TAHUN ANGGARAN ......
Jumlah
Dasar Modal Jumlah Hasil Jumlah modal .
Nama Bentuk Jumlah |Yang telah modal yang . . . Jumlah sisa
Hukum - Sisa modal| penyertaan| (investasi) ) .
Tahun Badan/ Penvertaan Penyertaan (Penyertaan di Penyertaan telah an modal ane akan modal (investasi)
No |Penyertaan [lembaga/ Y Modal Modal sertakan Modal disertakan.. yang . .| Yanes yang di sertakan
. Modal . . . .. - belum (investasi) diterima .
Modal Pihak .| (Investasi (Investasi sampai | Tahun ini sampai . - sampai dengan
. (Investasi ... |disertakan| daerah kembali .
Ketiga Daerah) Daerah) tahun dengan tahun L .. tahun ini
Daerah) . tahun ini tahun ini
Anggaran ini .
Lalu 2
1 2 3 4 5 6 7 =4+5-6 8 9 t 10 11 12 13
a
n
g
g
a
|
Jumlah

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.

Lampiran XIII

Nomor
Tanggal

Rancangan Peraturan Daerah

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN ......
Saldo pada Perkiraan Perkiraan Perkiraan saldo
No Nama Aset Jenis Aset | akhir tahun T- | penambahan | pengurangan pada akhir
2 tahun T-1 tahun T-1 tahun T-1

1 2 3 4 S 6 7=4+5-6

1

2

3

4
Dst

Jumlah
,tanggal.........

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan.
Lampiran XIV : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

1) Tahun Pertama
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN

TAHUN ANGGARAN ......
‘ Jumlah Anggaran T-1 Jurr'llah' Jumlgh Sisa Anggaran
Nama Lokasi (Rp) Realisasi yang Dianggarkan dalam
No. Nama SKPD Sub Sub Sampai Dengan Tahun Ini (Rp)
Kegiatan Kegiatan | APBD Perubahan Akhir TA T-1 APBD TA T Perubahan
TAT-1 | APBD TA T-1 (Rp) APBD TAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
dst.
Jumlah
......... ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan
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2) Tahun Kedua

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA"
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN

TAHUN ANGGARAN ......
Jumlah Tahun Jumlah Sisa
Awal Jumlah Jun’l[}afll Anggaran Anggaran yang
. Penganggaran Realisasi ahun T-1 Ju.mla'h Dianggarkan
No Nama | Nama Sub |Lokasi Sub (Rp) «d Akhir (Rp) Realisasi sd Dalam Tahun
" | SKPD | Kegiatan | Kegiatan TA T-2 Akhir TA T-1 Ini (Rp)
APBD TA Perubahan (Rp) APBD Perubah (Rp) APBD Perubahan
T-2 APBD TAT-1 | @0 APBD TA T APBD
TA T-2 TAT-1 TAT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
1.
2.
3.
ds
t
Jumlah
........ ,tanggal.........

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)



o. Daftar Dana Cadangan.
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Lampiran XV

Rancangan Peraturan Daerah

) hapus yang tidak dibutuhkan

Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN ......
. Dasar Jumlah dana Sisa dana
Tujuan Transfer Transfer
hukum cadangan . Saldo yang
pembentukan Saldo dari ke kas .
No pembentukan yang akhir Belum
dana d di Kk Awal (Rp) | Kas daerah | daerah R dicadanek
cadangan ana irencanakan (Rp) (Rp) (Rp) icadangkan
cadangan (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

Dst.
Jumlah
......... ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)




p. Daftar Pinjaman Daerah.
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Lampiran XVI

Rancangan Peraturan Daerah

) hapus yang tidak dibutuhkan

Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN ......
Jumlah Jumlah .
Sumber Dasar Tanggal/ Pinjaman| Jangka |Persentase . Pembayaran Jumlah Sisa
- Tahun o Tujuan ) Pembayaran
Pinjaman/| Hukum . /Nilai Waktu bunga tahun ini (Rp)
No . . Perjanjian . . .. Penggunaan
Obligasi |Pinjaman/ Pinjaman/Obl Nominal |Pinjaman| pinjaman Pimiaman Pokok Pokok
Daerah Obligasi jaman Obligasi | (tahun) % J Pinjaman | Bunga| Pinjaman | Bunga
igasi
(Rp) Daerah Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
dst
Jumlah
, tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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3. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD.
Format

Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB 1. Pendahuluan
1.1. Umum;
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan,;
1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;
BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;
2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;
BAB III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;
BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;
BAB V. Program dan Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran
program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan
urusan Pemerintah Daerah.

BAB VI. Penutup

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD.
Format

Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang
bertandatangan di bawah ini:

1. (nama :  Gubernur/Bupati/Wali Kota”, dalam hal ini

lengkap) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Daerah Provinsi/Bupati/Wali Kota”... yang

beralamat di ..., selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.
2. (nama : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” ...
lengkap)
3. (nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/
lengkap) Kota” ...
4. (nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/
lengkap) Kota" ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota’ ..., selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa:
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan
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penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan RAPBD Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan
dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran ... selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3
(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri/Gubernur?) untuk mendapat pengesahan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara
ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua

belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

................. , tanggal ..............
GUBERNUR/BUPATI/ KETUA DPRD
WALI KOTAY ...... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......

(tanda tangan)
(nama lengkap)

" hapus yang tidak dibutuhkan
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D. RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN

APBD

1. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota

tentang Penjabaran APBD.

FORMAT

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

TENTANG PENJABARAN APBD

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA"

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran ..., perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota” tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran ... sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran ...;

1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah ... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ...);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republic Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara republic Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  kepada  Pemerintah, Laporan
Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Serta Kedudukan keuangan



13.

14.

15.

16.

17.
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Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah provinsi.......

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan = Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala



18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
tahun 2017 tentang  Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor ...
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi ...;

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
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... Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN ...

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota ini yang dimaksud

dengan:

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran ... direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang)
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp... (terbilang).



(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)
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Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...

(terbilang).

Pasal 5
Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri
atas:

a. Pajak.... Rp... (terbilang);
b. Dst (sesuai dengan objek pajak daerah pada Provinsi dan

Kabupaten/Kota).

Pajak ..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Dst (sesuai dengan objek pajak daerah pada Provinsi dan

Kabupaten/Kota).

Pasal 6
Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp...
(terbilang), yang terdiri atas:
..... Rp... (terbilang);
Dst (sesuai dengan rincian objek pajak daerah pada Provinsi
dan Kabupaten/Kota).
...... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Dst (sesuai dengan rincian objek pada pajak daerah pada

Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pasal 7

Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek

pendapatan).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran ... direncanakan sebesar

Rp... (terbilang), yang terdiri atas:



a o o op

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)
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Belanja operasional;
Belanja modal;
Belanja tidak terduga; dan

Belanja transfer.

Pasal 9
Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang
terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 10
Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang
terdiri atas:
a. Gaji dan tunjangan;
b. Dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai)
Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp... (terbilang)



- 318 -

(3) Dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai)

Pasal 11
(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp...
(terbilang), yang terdiri atas:
a. Gaji pokok ASN;
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada gaji dan tunjangan)
(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang)

(3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada gaji dan tunjangan)

Pasal 12
Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek

belanja)

Pasal 13
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran ... direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
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sebesar Rp... (terbilang).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 15
Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri
atas:
a. Pelampauan penerimaan PAD;
b. Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).
Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang);

Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).

Pasal 16

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan

penerimaan PAD).
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang);

Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan
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penerimaan PAD).

Pasal 17

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).
Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 18

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana

cadangan).
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang);
Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19
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Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana
cadangan).

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang);

Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana

cadangan).

Pasal 20
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp... (terbilang).
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan

sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur/Bupati/Wali Kota" ini terdiri dari:

1.

2.

3.

4.

Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran I Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;

Lampiran [II Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Sosial;
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S. Lampiran V  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi? Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali

Kota" ini.

Pasal 23
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan

ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
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satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 24
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota”...... ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota” dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di.........

Pada tanggal...........

GUBERNUR/BUPATI/WALI
KOTA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan

Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota

tentang Penjabaran APBD.

FORMAT
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI
KOTA
TENTANG PENJABARAN APBD

a. Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

Lampiran I : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota"
Nomor

Tanggal
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PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

N

Pendapatan

1

Pendapatan Asli Daerah

.1.01

Pajak Daerah

.1.01.01

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

.1.01.01.01

PKB-Mobil Penumpang-Sedan

el el R SR

.1.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

.1.02

Retribusi Daerah

.1.02.01

Retribusi Jasa Umum

.1.02.01.01

Retribusi Pelayanan Kesehatan

I E RS

.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

.1.03

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

.1.03.01

Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal
pada BUMN

.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

2

3

Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.04

Lain-lain PAD Yang Sah

4.1.04.01

Hasil Penjualan BMD yang Tidak
Dipisahkan

4.1.04.01.01

Hasil Penjualan Tanah

4.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2

Pendapatan Transfer

4.2.01

Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat

4.2.01.01

Dana Perimbangan

4.2.01.01.01

Dana Transfer Umum-Dana Bagi
Hasil (DBH)

4.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.02

Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.2.02.01

Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01.01

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

4.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

2

3

dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah

4.3.01

Pendapatan Hibah

4.3.01.01

Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pusat

4.3.01.01.01

Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pusat

4.3.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.02

Dana Darurat

4.3.02.01

Dana Darurat

4.3.02.01.01

Dana Darurat

4.3.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.03

Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

4.3.03.01

Lain-lain Pendapatan

4.3.03.01.01

Pendapatan Hibah Dana BOS
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.3.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5

Belanja

Belanja Operasi

01

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

01.01.01

Belanja Gaji Pokok ASN

5.1
5.1.
5.1.01.01
5.1.
5.1.

01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01

Belanja Barang

5.1.02.01.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.03

Belanja Bunga

5.1.03.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman
kepada Pemerintah Pusat
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

5.1.03.01.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman
kepada Pemerintah Pusat atas
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-
Jangka Menengah

5.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.04

Belanja Subsidi

5.1.04.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.05

Belanja Hibah

5.1.05.01

Belanja Hibah kepada Pemerintah
Pusat

5.1.05.01.01

Belanja Hibah Uang kepada
Pemerintah Pusat

5.1.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.06

Belanja Bantuan Sosial
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

5.1.06.01

Belanja Bantuan Sosial kepada
Individu

5.1.06.01.01

Belanja Bantuan Sosial Uang yang
direncanakan kepada Individu

5.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2

Belanja Modal

5.2.01

Belanja Modal Tanah

5.2.01.01

Belanja Modal Tanah

5.2.01.01.01

Belanja Modal Tanah Persil

5.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.02.01

Belanja Modal Alat Besar

5.2.02.01.01

Belanja Modal Alat Besar Darat

5.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

5.2.03.01

Belanja Modal Bangunan Gedung

5.2.03.01.01

Belanja Modal Bangunan Gedung
Tempat Kerja

5.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.04

Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan
Jaringan

5.2.04.01

Belanja Modal Jalan dan Jembatan

5.2.04.01.01

Belanja Modal Jalan

5.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.05.01

Belanja Modal Bahan Perpustakaan

5.2.05.01.01

Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Tercetak

5.2.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

3

5.2.06

Belanja Modal ...

5.2.06.01

5.2.06.01.01

5.2.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.3

Belanja Tidak Terduga

5.3.01

Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01

Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01

Belanja Tidak Terduga

5.4

Belanja Transfer

5.4.01

Belanja Bagi Hasil

5.4.01.01

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa

5.4.01.01.01

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada
Pemerintahan Kabupaten

5.4.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.02

Belanja Bantuan Keuangan

5.4.02.01

Belanja Bantuan Keuangan antar
Daerah Provinsi

5.4.02.01.01

Belanja Bantuan Keuangan Umum
antar
Daerah Provinsi

5.4.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

2

3

peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

Pembiayaan

o)

1

Penerimaan Pembiayaan

o

.1.01

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

6.1.01.01

Pelampauan Penerimaan PAD

o)

.1.01.01.01

Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak
Daerah

6.1.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

.1.02

Pencairan Dana Cadangan

.1.02.01

Pencairan Dana Cadangan

.1.02.01.01

Pencairan Dana Cadangan

OOV OO

.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

3

Daerah.

6.1.03

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

6.1.03.01

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)

6.1.03.01.01

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan pada BUMN

6.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

.1.04

Penerimaan Pinjaman Daerah

| Oy

.1.04.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah
Pusat

6.1.04.01.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah
Pusat Penerusan Pinjaman Dalam
Negeri-Jangka Menengah

6.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.05

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

6.1.05.01

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah kepada
Pemerintah Pusat

6.1.05.01.01

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.1.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan




- 334 -

Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

2

3

mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.06

Penerimaan Pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

6.1.06.01

Penerimaan Kembali Pinjaman
BLUD

6.1.06.01.01

Penerimaan Kembali Pinjaman
BLUD Jangka Pendek

6.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.02

Penyertaan Modal Daerah
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

6.2.02.01

Penyertaan Modal Daerah pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

6.2.02.01.01

Penyertaan Modal Daerah pada
BUMN

6.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.03

Pembayaran cicilan pokok Utang
Yang Jatuh Tempo

6.2.03.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat

6.2.03.01.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat-Penerusan
Pinjaman Dalam  Negeri-Jangka
Menengah

6.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Keuangan
Daerah.

dan

6.2.04

Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.04.01

Pemberian Pinjaman Daerah

kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah

kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

2

3

Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.05

pengeluaran Pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

6.2.05.01

Pinjaman BLUD

6.2.05.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

6.3

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan (SILPA)

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan




- 337 -

b. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Lampiran II : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥) ...
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
Organisasi : X.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Penjelasan Keterangan
1 2 3 4 5

11213 ] 4[5 |6 ] 7]8]9]10

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
Lampiran II : Rancangan Peraturan

Gubernur/Bupati/Wali kota

Nomor
Tanggal
1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD .

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
-]
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
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dst |

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
TOTAL

2) BARANG/JASA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 S
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2 Nama Barang/Jasa

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...

SKPD ...
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SUB KEGIATAN ...

1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...

TOTAL

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan
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d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

1) UANG

Lampiran IV

Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor

Tanggal

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

NO

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

JUMLAH (Rp)

1

2

3

5

SKPD .

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SKPD ...

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2.

dst
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JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ... |

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
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1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...

TOTAL

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan

e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.

Lampiran V  : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor

Tanggal
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1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG
DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD

SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst

JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
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JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...
TOTAL

2) KHUSUS
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
NO | NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) | KETERANGAN
1 2 3 4 5
SKPD

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

Dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

Dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

Dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
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1.

2

Dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...

TOTAL

) hapus yang tidak dibutuhkan.

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

Lampiran VI

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor

Tanggal

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

| NO |

NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA

| JUMLAH (Rp) |




- 347 -

1| 2 3 4
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...

1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SKPD ...

-

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
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PADA SKPD ...
TOTAL

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD .

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SKPD ...

- 0000000000

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst
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JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

PADA SKPD ...

TOTAL

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

NO

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

JUMLAH (Rp)

1

2

3

4

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
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PADA SUB KEGIATAN ...

SKPD ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SKPD ...

TOTAL

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran VII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi™

1 2 3 4
112[3]4[5]|6|7[8]9]10

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan.
") diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
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h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi®
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran : Rancangan Peraturan

VIII Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS
BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi™

1 2 3 4
112[3]4|5]|6|7[8]9]10

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan.
") diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
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i. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran IX : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi™

1 2 3 4
112[3]4[5]|6|7[8]9]10

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan.
") diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
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j- Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Lampiran X : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN ... (...) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

p Uraian Alokasi Anggaran Belanja
Pr‘ogr.itm Dalam Rancangan APBD Jumlah
No. Pe:llac;l:c;:Zn Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Belanja | Belanja | Belanja 1?;1’1 )a
. Lokasi . Lokasi . Lokasi Operasi Modal | Transfer P
Negara Uraian Uraian Uraian
(Kecamatan) (Kecamatan) (Kecamatan) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
......... ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak diperlukan.
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3. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

FORMAT

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

PERATURAN DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal

314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal
111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk memperoleh persetujuan Bersama;

. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran ... tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran



Mengingat

—
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Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah ... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,

Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor ...);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014



10.

11.
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat



12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi ...;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42);



18.

19.

20.

21.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan  daerah  tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
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tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi ...;

24. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

. Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...
Dan
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (nama daerah)

TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran ... direncanakan

sebesar Rp ... (terbilang), yang bersumber dari:
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a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...

(terbilang).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 6
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;
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b. Dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran ... direncanakan sebesar
Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang
terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
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direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

c. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya;

f. Belanja modal aset tidak berwujud,;

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang)

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri

atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
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huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran ... direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a.Sisa lebih  perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya;

o

. Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

o o

. Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

=0

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
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(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp... (terbilang).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
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sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota ... tahun anggaran ...

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Provinsi/Kabupaten /Kota® ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
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Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

4. Lampiran [V  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI = Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM,;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

9. Lampiran IX  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

11. Lampiran XI = Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya,;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-
Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun  Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran

Yang Direncanakan;
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15. Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18
Gubernur/Bupati/Wali Kota’ menetapkan peraturan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP...

LEMBARAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ...
NOMOR ...

) hapus yang tidak dibutuhkan
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Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD.

FORMAT
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN APBD

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA"
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran ..., perlu ditetapkan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota” tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran ... sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah ... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,

Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor ...);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republic Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara republic Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  kepada  Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
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13.

14.

15.

16.

17.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah provinsi.......

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang



18.

19.

20.

21.
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Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
tahun 2017 tentang  Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor ...
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
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Tahun Anggaran 2021;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi ...;

23. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
... Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN ...

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran ... direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

- 375 -

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang)

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp... (terbilang)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...

(terbilang)

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pajak kendaraan bermotor;

b. Dst (sesuai dengan objek pajak daerah pada Provinsi dan

Kabupaten/Kota).

Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang);

Dst (sesuai dengan objek pajak daerah pada Provinsi dan

Kabupaten/Kota).

Pasal 6

Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp...
(terbilang), yang terdiri atas:
a. Mobil penumpang — sedan;
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pajak daerah pada Provinsi

dan Kabupaten/Kota).
Mobil penumpang - sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Dst (sesuai dengan rincian objek pada pajak daerah pada

Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pasal 7

Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek
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pendapatan).

Pasal 8
Anggaran belanja daerah tahun anggaran ... direncanakan sebesar
Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 9
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang
terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 10
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(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang
terdiri atas:

a. Gaji dan tunjangan; dan
b. Dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai).

(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai).

Pasal 11
(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Gaji pokok ASN;
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada gaji dan tunjangan);
(2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada gaji dan tunjangan).

Pasal 12
Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek

belanja)

Pasal 13
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran ... direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Sisa lebih  perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya,;

b. Pencairan dana cadangan;
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).
Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 15
Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pelampauan penerimaan PAD;
b. Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).
Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang);

Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA).

Pasal 16
Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp...

(terbilang), yang terdiri atas:
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a. Pajak Daerah;

b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan
penerimaan PAD).

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp... (terbilang);

Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan

PAD).

Pasal 17

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).
Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 18
Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp...
(terbilang), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;
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b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana
cadangan).

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang);

Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp...
(terbilang), yang terdiri atas:
a. Penerusan pinjaman;
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana

cadangan).
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang);
Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana

cadangan).

Pasal 20
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp... (terbilang).
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan

sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur/Bupati/Wali Kota" ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian

Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub



3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

Bumidan

DBH-Minyak

Pemerintahan

Kegiatan, Sub

- 381 -

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial,

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA  Pertambangan Minyak

Pertambangan Gas Alam/ tambahan
dan Gas Bumi*) Menurut Urusan
Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Kelompok, Jenis,

Objek, dan Rincian Objek Belanja dan

Pembiayaan;

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Provinsi/

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan

Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22
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Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota”

ini.

Pasal 23
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 24
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota”...... ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota” dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di.........
Pada tanggal...........
GUBERNUR/BUPATI/WALI
KOTA"

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan

E. RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG APBD

1. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota

tentang APBD.
FORMAT
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
TENTANG APBD

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA"
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

NOMOR ... TAHUN ...
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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA¥) ...

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal
107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang APBD paling
tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran
sebelumnya dalam hal Kepala Daerah dan
DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak
disampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada
DPRD;

bahwa sampai dengan tanggal ... bulan ...
tahun ..., DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” ...
belum memberikan persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
yang telah diajukan dan/atau dibahas, untuk
memperoleh persetujuan Menteri Dalam
Negeri/Gubernur’) ... guna melaksanakan
pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/ Wali

Kota" ... tentang APBD Tahun Anggaran ...

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah ... (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
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Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor ...);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang



10.

11.
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan



12.

13.

14.

15.

16.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi ...;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan daerah  tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
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Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi ...;

24. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

. Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...
TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1
Dalam peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota ini yang dimaksud

dengan:

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran ... direncanakan

sebesar Rp ... (terbilang), yang bersumber dari:
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a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...

(terbilang).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
b. Pendapatan transfer antar daerah;

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 6
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang),

yang terdiri atas:
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a. Pendapatan hibabh;
b. Dana darurat; dan
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 7
Anggaran belanja daerah tahun anggaran ... direncanakan sebesar
Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
Belanja operasional;

a.
b. Belanja modal;

o

Belanja tidak terduga; dan

&

Belanja transfer.

Pasal 8
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang
terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
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(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

c. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri

atas belanja tidak terduga.
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Pasal 11
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).
Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran ... direncanakan
sebesar Rp... (terbilang), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:
a.Sisa lebih  perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya;

o

. Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

o o

. Penerimaan pinjaman daerah;

®

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

b

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp... (terbilang).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...

(terbilang).
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(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang),
yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...
(terbilang).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
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belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
sebesar Rp... (terbilang).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan

sebesar Rp... (terbilang).

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan

Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota ... tahun anggaran ...

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota" ini terdiri dari:

1. Lampiran I

Menurut

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

Urusan

5. Lampiran V

Keselarasan

Lampiran VI
Lampiran VII

dengan

8. Lampiran VIII

Kegiatan

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI
12. Lampiran XII

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD

Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub

pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi



- 396 -

Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVIIDaftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;
18. Lampiran XVIII Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;
19. Lampiran XIX Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum
dan bersifat khusus.
20. Lampiran XX Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil.
21. Lampiran XXI Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
22. Lampiran XXII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
23. Lampiran XXIII Rincian  Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan  Pemerintahan  Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

dan
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24. Lampiran XXIV Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi
/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan
dalam Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18
Gubernur/Bupati/Wali Kota’ menetapkan peraturan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota?*)

dengan penempatannya dalam berita daerah.

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota")

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP...

LEMBARAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ...
NOMOR ...

) hapus yang tidak dibutuhkan
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2. Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang
APBD.
FORMAT
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN APBD

a. Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Lampiran I : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota”
Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

Kode Uraian Jumlah
(Rp)
1 2 3
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai

dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.02 Retribusi Daerah
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Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

1

2

N

.1.02.01

Retribusi Jasa Umum

N

.1.02.01.01

Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.03

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

4.1.03.01

Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMN

4.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.04

Lain-lain PAD Yang Sah

4.1.04.01

Hasil Penjualan BMD yang Tidak
Dipisahkan

4.1.04.01.01

Hasil Penjualan Tanah

4.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan

peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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Kode Uraian Jumlah
(Rp)
1 2 3
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

(DBH)

4.2.01.01.01.001

DBH Pajak Bumi dan Bangunan

4.2.01.01.01.002

DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29

4.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.02

Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.2.02.01

Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01.01

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

4.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.3.01

Pendapatan Hibah

4.3.01.01

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pusat

4.3.01.01.01

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pusat

4.3.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
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Kode Uraian Jumlah
(Rp)
1 2 3

peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.02 Dana Darurat

4.3.02.01 Dana Darurat

4.3.02.01.01 Dana Darurat

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan

4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS

4.3.03.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3.03.xx Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

S Belanja

5.1 Belanja Operasi

5.1.01 Belanja Pegawai

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

5.1.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.01.xx Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang

5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis
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Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

1

2

5.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03

Belanja Bunga

5.1.03.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat

5.1.03.01.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat atas Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah

5.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04

Belanja Subsidi

5.1.04.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.05

Belanja Hibah
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Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

1

2

5.1.05.01

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.01

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah
Pusat

5.1.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.05.xx

Objek selanjutnya
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan

5.1.06

Belanja Bantuan Sosial

5.1.06.01

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

5.1.06.01.01

Belanja Bantuan Sosial Uang yang
direncanakan kepada Individu

5.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.06.xx

Objek  selanjutnya
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan

5.2

Belanja Modal

5.2.01

Belanja Modal Tanah

5.2.01.01

Belanja Modal Tanah

5.2.01.01.01

Belanja Modal Tanah Persil

5.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

1

2

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.02.01

Belanja Modal Alat Besar

5.2.02.01.01

Belanja Modal Alat Besar Darat

5.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.03

Belanja Modal Bangunan dan Gedung

5.2.03.01

Belanja Modal Bangunan Gedung

5.2.03.01.01

Belanja  Modal
Tempat Kerja

Bangunan Gedung

5.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.04

Belanja Modal - Jalan, jaringan, dan
irigasi

5.2.04.01

Belanja Modal Jalan dan Jembatan

5.2.04.01.01

Belanja Modal Jalan

5.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.04 .xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.




- 405 -

Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

1

2

5.2.05

Belanja modal aset tetap lainnya

5.2.05.01

Belanja Modal Bahan Perpustakaan

5.2.05.01.01

Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Tercetak

5.2.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.06

Belanja modal aset tidak berwujud

5.2.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.3

Belanja Tidak Terduga

5.3.01

Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01

Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01

Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01.001

Belanja Tidak Terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan
Desa

5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten

5.4.01.01.xx Rincian Objek selanjutnya Sesuai

dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
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Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.02

Belanja Bantuan Keuangan

5.4.02.01

Belanja Bantuan antar

Daerah Provinsi

Keuangan

5.4.02.01.01

Belanja Bantuan Keuangan Umum
antar
Daerah Provinsi

5.4.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

Pembiayaan

6.1

Penerimaan Pembiayaan

6.1.01

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

6.1.01.01

Pelampauan Penerimaan PAD

6.1.01.01.01

Pelampauan Penerimaan

Daerah

PAD-Pajak

6.1.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
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Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

2

mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.02

Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01

Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.01

Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.03

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

6.1.03.01

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)

6.1.03.01.01

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada BUMN

6.1.03.01.01.001

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada BUMN...

6.1.03.01.xx

Rincian Objek Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

selanjutnya

dan

6.1.03.xx

Objek selanjutnya
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan

6.1.04

Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.04.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-
Jangka Menengah

6.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai




- 408 -

Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

2

dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

6.1.05.01

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah kepada Pemerintah
Pusat

6.1.05.01.01

Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.1.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

6.1.06.01

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD

6.1.06.01.01

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
Jangka Pendek

6.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
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Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

2

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.02

Penyertaan Modal Daerah

6.2.02.01

Penyertaan Modal Daerah pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)

6.2.02.01.01

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03

pembayaran cicilan pokok Utang Yang
Jatuh Tempo

6.2.03.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat

6.2.03.01.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka Menengah

6.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.04

Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.04.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada
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Kode

Uraian

Jumlah
(Rp)

2

Pemerintah Pusat

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada
Pemerintah Pusat

6.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.05

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

6.2.05.01

Pinjaman BLUD

6.2.05.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.05.01.xx

Rincian  Objek Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

selanjutnya

6.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

6.3

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA)

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)
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(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

Lampiran II

Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor

Tanggal

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak Jumlah
Operasi| Modal Transfer .
Terduga Belanja
1 2 3 S 6 7 8=4+5+6+7

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1] 01 PENDIDIKAN

1] 01 X-X.X-X.X-X.XX | Dinas/Badan/Kantor ...

1| 01 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...

1] 02 KESEHATAN

1] 02 | x-xx-x.X-X.XX | Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit ...

1| 02 X-X.X-X.X-X.XxX | Dst ...

1] 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1| 083 | xx.x-x.x-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...

1| 03 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...

1| 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
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Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak Jumlah
Operasi| Modal Transfer .
Terduga Belanja
PERMUKIMAN
04 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
04 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT
05 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
05 | x-x.x-x.xX-X.xx | Dst...
06 SOSIAL
06 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
06 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
07 TENAGA KERJA
07 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
07 | x-x.x-x.X-X.xx | Dst ...
08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
08 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
08 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
09 PANGAN
09 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
09 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
10 PERTANAHAN
10 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
10 X-X.X-X.X-X.XxX | Dst ...
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Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak Jumlah
Operasi| Modal Transfer .
Terduga Belanja
11 LINGKUNGAN HIDUP
11 X-X.X-X.X-X.XX | Dinas/Badan/Kantor ...
11 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
12 | x-x.X-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
12 X-X.X-X.X-X.xX | Dst ...
13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
13 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
14 | x-X.X-X.X-X.xxX | Dinas/Badan/Kantor ...
14 X-X.X-X.X-X.XxX | Dst ...
15 PERHUBUNGAN
15 | x-x.X-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
15 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
16 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
17 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
17 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
18 PENANAMAN MODAL
18 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
18 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
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Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak Jumlah
Operasi| Modal Transfer .
Terduga Belanja
19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
19 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor xxxx
19 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
20 STATISTIK
20 | x-x.x-x.x-x.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
20 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
21 PERSANDIAN
21 X-X.X-X.X-X.XX | Dinas/Badan/Kantor ...
21 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
22 KEBUDAYAAN
22 | x-x.xX-X.x-X.xx | Dinas/Badan/Kantor xxxx
16 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
23 PERPUSTAKAAN
23 | x-x.X-X.x-x.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
23 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
24 KEARSIPAN
24 | x-x.x-x.x-x.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
24 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
25 | x-x.x-x.x-x.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
25 | X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
26 PARIWISATA
26 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
26 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
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Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak Jumlah
Operasi| Modal Transfer .
Terduga Belanja

27 PERTANIAN
27 | x-x.X-Xx.x-x.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
27 | X-X.X-X.X-X.XxxX | Dst ...
28 KEHUTANAN
28 | x-x.x-x.x-x.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
28 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
29 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
29 | xX-X.xX-X.X-X.xx | Dst...
30 PERDAGANGAN
30 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
30 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
31 PERINDUSTRIAN
31 X-X.X-X.X-X.XX | Dinas/Badan/Kantor ...
31 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
32 TRANSMIGRASI
32 | x-x.x-x.x-x.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
32 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...

UNSUR PENDUKUNG URUSAN

PEMERINTAHAN
01 SEKRETARIAT DAERAH
01 | x-X.X-X.X-X.xxX | Sekretariat Daerah
02 SEKRETARIAT DPRD
02 | xX-X.X-X.X-X.xx | Sekretariat DPRD

UNSUR PENUNJANG URUSAN
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Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak Jumlah
Operasi| Modal Transfer .
Terduga Belanja
PEMERINTAHAN
5|01 PERENCANAAN
S| 01 | x-xx-x.X-X.XX | Dinas/Badan/Kantor ...
5] 01 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...
5 | 02 KEUANGAN
S| 02 | x-xx-X.X-X.XX | Dinas/Badan/Kantor ...
5| 02 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
5 | 03 KEPEGAWAIAN
5 | 083 | x-x.x-X.x-X.XX | Dinas/Badan/Kantor ...
5| 03 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
S| 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5| 04 | xx.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
5| 04 | xxx-x.X-X.xx | Dst...
5| 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5| 05 | xx.x-x.xX-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
5] 05 | xxx-xX-Xxx | Dst...
5| 06 PENGHUBUNG
5| 06 | x-x.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
5] 06 | xxx-x.X-X.xx | Dst...
S| 07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
5 | 07 | xx.x-x.X-X.xx | Dinas/Badan/Kantor ...
5| 07 | x-xx-Xxx-X.XX | Dst...
6 UNSUR PENGAWAS
6 | 01 PENGAWAS
6 | 01 X-X.X-X.X-X.XX | Inspektorat
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Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak Jumlah
Operasi| Modal Transfer .
Terduga Belanja

UNSUR KEWILAYAHAN

01 KECAMATAN

01 X-X.X-X.X-X.xx | Kecamatan ...

01 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...

02 KOTA ADMINSTRASI

02 X-X.X-X.X-X.xx | Kota ...

02 X-X.X-X.X-X.Xx | Dst ...

03 KABUPATEN ADMINISTRASI

03 X-X.X-X.X-X.xx | Kabupaten ...

03 X-X.X-X.X-X.XX | Dst ...
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

01 8-1 Kesatuan Bangsa Dan Politik
URUSAN KEKHUSUSAN

01 PANIRADYA KAISTIMEWAN

01 X-X.X-X.X-X.XX | Paniradya Kaistimewan ...

02 SYARIAT ISLAM ACEH

02 | x-x.X-x.X-X.XX | Dinas Syariat Islam Aceh

03 SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

03 | x-x.x-x.X-X.xx | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

(MPU) ...

04

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
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) hapus yang tidak dibutuhkan

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan . Tidak Jumlah
Operasi| Modal Transfer .
Terduga Belanja
9 | 04 | x-x.X-X.X-X.XX | Sekretariat Majelis Adat Aceh ...
9 | 05 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9 | 05 | x-X.X-X.X-X.XX | Sekretariat Baitul Mal Aceh ...
9 | 06 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
9 | 06 | x-x.x-X.X-X.XX | Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...
Jumlah
SURPLUS/ (DEFISIT)
......... ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota*)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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c. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran II : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ...
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Organisasi : X-XX.X-XX. X-XX.XX

Kode Rekening Uraian Jumlah Penjelasan Keterangan

1 2 3 4 5

112134 |56 |7 |89 |10

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan

Beserta Keluaran.

Lampiran IV :

Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....
REKAPITULASI BELANJA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL

DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Urusan, Organisasi, Kelompok Belanja
Kode Program, Kegiatan dan Sub Operasi | Modal Tidak Transfer Jumlah
Kegiatan Terduga
1 2 3 4 5 6 7 = 3+4+5+6

URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

01

PENDIDIKAN

01

X-X.X-X.X-X.XX

Dinas/Badan/Kantor ...
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01| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
1 01| x-xX.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
1|01 x-X.X-X.X-X.XX dst ...
1 (02 KESEHATAN
1 (02| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
1]02| x-x.X-X.X-X.XX Program ...
1 (02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
1 (02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
1 02| x-X.X-X.X-X.XX dst ...
1 |03 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
03| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
03| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
03| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
1 |02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...

(Keluaran)
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03| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

04 PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

04| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

04| xX-X.X-X.X-X.XX Program ...

04| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

04| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT

05| xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

05| x-X.X-X.X-X.XX Program ...

05| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

05| xX-X.X-X.X-X.XX dst ...

06 SOSIAL

06| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
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06| X-X.X-X.X-X.XX |XX Program ...
06| X-X.X-X.X-X.XX |XX| X.XX Kegiatan ...

(Hasil ...)

1 |02] xX-X.X-X.X-X.XX |[XX| X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

1 |06 x-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

2 107 TENAGA KERJA

2 |07] x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 |07 x-X.X-X.X-X.XX |XX Program ...

2 |107| x-X.X-X.X-X.XX |XX|X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 07| X-X.X-X.X-X.XX |XX | X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 07| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 108 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 |08 x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 |08 x-X.X-X.X-X.XX |XX Program ...

2 |08 x-X.X-X.X-X.XX |XX| X.XX Kegiatan ...
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(Hasil ...)

2 |08 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 |08] x-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 109 PANGAN

2 109] x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 09| x-x.X-X.X-X.XX Program ...

2 09| x-x.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 |09 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 10| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 |10 PERTANAHAN

2 10| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 10| x-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 10| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 10| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 10| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

11

LINGKUNGAN HIDUP
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2 11| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2|11} x-X.X-X.X-X.XX Program ...

2111 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 11| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2|11 x-X.X-X.X-X.XX dst ...

2112 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2 12| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 12| x-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 12| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 12| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 12| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

2113 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

2 13| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 13| x-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 13| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...

(Hasil ...)
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2 13| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 13| x-X.X-X.X-X.XX dst ...
2114 PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
2 14| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 14| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 14| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 14| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 14| x-X.X-X.X-X.XX dst ...
2115 PERHUBUNGAN
2 15| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 15| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 15| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 15| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 15| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

16

KOMUNIKASI DAN
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INFORMATIKA
2 16| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 16| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 16| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 16| xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 16| x-X.X-X.X-X.XX dst ...
2117 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
2|17 x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2|17 x-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 17| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 17| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 17| x-X.X-X.X-X.XX dst ...
2118 PENANAMAN MODAL
2 18| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 18| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 18| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 18| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
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(Keluaran)
2 18| x-X.X-X.X-X.XX dst ...
2119 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 19| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 19| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 19| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 19| x-X.X-X.X-X.XX dst ...
2120 STATISTIK
2 20| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 20| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
2 20| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
2 20| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
2 |20 x-X.X-X.X-X.XX dst ...
2121 PERSANDIAN
2 21| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
2 21| x-X.X-X.X-X.XX Program ...




- 430 -

2 21| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 21| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 21| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

2 122 KEBUDAYAAN

2 |22 xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 |22 x-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 |122] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 |22 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 |22 xX-X.X-X.X-X.XX dst ...

2123 PERPUSTAKAAN

2 |23 xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 |23 x-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 |23 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 |23 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 |23 X-X.X-X.X-X.XX dst ...
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2 124 KEARSIPAN

2 |24 x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

2 24| x-X.X-X.X-X.XX Program ...

2 24| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

2 24| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

2 24| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

3 URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAN

3 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 |25 X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

3 |25 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

3 |25 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

3 |25 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3 25| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

3 |26 PARIWISATA

3 |26 X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

3 |26 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

3 |26 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
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(Hasil ...)

3 |26 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3 26| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

3 |27 PERTANIAN

3 |27 xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

3 27| X-X.X-X.X-X.XX Program ...

3 27| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

3 |27 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3 27| X-X.X-X.X-X.XX dst ...

3 (28 KEHUTANAN

3 |28 x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

3 28| X-X.X-X.X-X.XX Program ...

3 28| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

3 28] X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3 28] X-X.X-X.X-X.XX dst ...

3 (29 ENERGI DAN SUMBER DAYA
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MINERAL
3 29| X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
3 29| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
3 29| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
3 29| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
3 |29] x-X.X-X.X-X.XX dst ...
3 |30 PERDAGANGAN
3 |30] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
3 30| x-X.X-X.X-X.XX Program ...
3 |30 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
3 |30 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
3 |30 x-X.X-X.X-X.XX dst ...
3 |31 PERINDUSTRIAN
3|31 x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
3 |31 X-X.X-X.X-X.XX Program ...
3|31 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
3|31 xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...

(Keluaran)
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3|31 x-X.X-X.X-X.XX dst ...

3 32 TRANSMIGRASI

3 |32 X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

3 |32 X-X.X-X.X-X.XX Program ...

3 |32 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

3 32| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

3 |32] X-X.X-X.X-X.XX dst ...

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN

4 101 SEKRETARIAT DAERAH

4 01| x-X.X-X.X-X.XX Sekretariat Daerah

4 01| x-X.X-X.X-X.XX Program ...

4 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

4 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

4 01| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

4 102 SEKRETARIAT DPRD
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4 02| x-X.X-X.X-X.XX Sekretariat DPRD

4 02| xX-X.X-X.X-X.XX Program ...

4 02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

4 |02| X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

4 02| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN

5|01 PERENCANAAN

5 |01] x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

5 |01] x-X.X-X.X-X.XX Program ...

S |01 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5 |01] xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5 01| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

5102 KEUANGAN

5 02| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

5 |02] x-X.X-X.X-X.XX Program ...

5 |02] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...

(Hasil ...)
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5 |02 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5 |02] x-X.X-X.X-X.XX dst ...

5|03 KEPEGAWAIAN

5 |03] x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

S5 |03] x-X.X-X.X-X.XX Program ...

5 |03] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5 |03] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5 |03] x-X.X-X.X-X.XX dst ...

5 |04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5 |04] x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

S5 |04] x-X.X-X.X-X.XX Program ...

S5 |04] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5 |04] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

S5 |04] x-X.X-X.X-X.XX dst ...

505 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN
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5 |05] X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

S5 |05] x-X.X-X.X-X.XX Program ...

S5 |05] xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5 |05 X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

5 |05] x-X.X-X.X-X.XX dst ...

5 |06 PENGHUBUNG

5 |06] xX-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

S5 |06] xX-X.X-X.X-X.XX Program ...

S5 |06] xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

5 [02] xX-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

S 06| xX-X.X-X.X-X.XX dst ...

5 |07 PENGELOLAAN PERBATASAN
DAERAH

5 |07] x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

S5 |07] x-X.X-X.X-X.XX Program ...

S5 |07] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

S5 |07] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...

(Keluaran)
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5 |07] x-X.X-X.X-X.XX dst ...

6 UNSUR PENGAWAS

6 |01 INSPEKTORAT

6 01| x-X.X-X.X-X.XX Inspektorat

6 [01] x-X.X-X.X-X.XX Program ...

6 [01] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

6 [01] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 101 Kecamatan

7 01| x-X.X-X.X-X.XX Kecamatan ...

7 01| x-X.X-X.X-X.XX Program ...

7 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

7 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

7 01| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

7 |02 Kota Administrasi

7 02| X-X.X-X.X-X.XX Kota ...
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7 02| x-X.X-X.X-X.XX Program ...

7 02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

7 02| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

7 |02 x-X.X-X.X-X.XX dst ...

7 103 Kabupaten Administrasi

7 03| xX-X.X-X.X-X.XX Kabupaten ...

7 |03] X-X.X-X.X-X.XX Program ...

7 03| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

7 03| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)

7 |03| x-X.X-X.X-X.XX dst ...

8 URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

8 101 Kesatuan Bangsa dan Politik

8 01| x-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...

8 [01] x-X.X-X.X-X.XX Program ...

8 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)

8 01| x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
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(Keluaran)
9 URUSAN KEKHUSUSAN
9 |01 Paniradya Kaistimewan
9 |01 x-X.X-X.X-X.XX Paniradya Kaistimewan
9 |01 x-X.X-X.X-X.XX Program ...
9 |101] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
9 |01 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
9 |01 x-X.X-X.X-X.XX dst ...
9 |02 Syariat Islam Aceh
9 |02 x-X.X-X.X-X.XX Dinas Syariat Islam Aceh
9 |02 x-X.X-X.X-X.XX Program ...
9 |02 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
9 |02 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
9 |02 x-X.X-X.X-X.XX dst ...
9 |03 Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU)
9 |03| xX-X.X-X.X-X.XX Sekretariat Majelis
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Permusyawaratan Ulama (MPU)

9 |03 x-X.X-X.X-X.XX Program ...
9 |03 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
9 |03] x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
9 03| x-X.X-X.X-X.XX dst ...
9 |04 Sekretariat Majelis Adat Aceh
9 |04 x-X.X-X.X-X.XX Sekretariat Majelis Adat Aceh ...
9 |04 x-X.X-X.X-X.XX Program ...
9 |04 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
9 |04 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...
(Keluaran)
9 04| x-X.X-X.X-X.XX dst ...
9 |05 Sekretariat Baitul Mal Aceh
9 05| x-X.X-X.X-X.XX Sekretariat Baitul Mal Aceh ...
9 |05 x-X.X-X.X-X.XX Program ...
9 |05 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ...
(Hasil ...)
9 |05 x-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ...

(Keluaran)
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05| x-x.X-X.X-X.XX

dst ...

06

Sekretariat Badan Reintegrasi
Aceh

06| xX-X.X-X.X-X.XX

Sekretariat Badan Reintegrasi
Aceh ...

06| X-X.X-X.X-X.XX |XX Program ... )
06| X-X.X-X.X-X.XX |XX| X.XX Kegiatan ... ‘
(Hasil ...) a

06| x-X.X-X.X-X.XX |XX|X.XX | XX |Sub Kegiatan ... n
(Keluaran) N

g

06| X-X.X-X.X-X.XX dst ... 8
a

JUMLAH

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara.

Lampiran V

Peraturan

Gubernur/Bupati/Wali Kota

Rancangan

Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ...
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2021

Kelompok belanja Jumlah
Kod Urai i
ode rajan Operasi | Modal Tidak Transfer
terduga
2 3 4 S 6 7

1 Pelayanan Umum

1 |01 | 2 | 20 | Statistik

1 02 | 2 | 24 | Kearsipan

1 03 | 2 | 26 | Komunikasi & Informatika

1 04 | 2 | 21 | Persandian

1 05 | 5 | 01 | Perencanaan Pembangunan

1 06 | S | 05 | Penelitian dan Pengembangan
1 07 | 5 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan

1 08 | 5 | 02 | Keuangan
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1 |09 | 5 | 03 | Kepegawaian

1 10 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah

1 11 4 | 02 | Sekretariat DPRD

1 12 | 6 | O1 | Inspektorat

1 13 | 7 | 01 | Kecamatan

1 14 | 9 | 01 | Kekhususan

2 Ketertiban dan keamanan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

2 | 01 | 8 | 01 | Negeri- Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat

5 02 1 05 Kete.nteraman, Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat

2 |03 | 5 | 07 |Pengelolaan Perbatasan Daerah

3 Ekonomi

3 |01 | 2 | 15 | Perhubungan

3 |02 | 2 | 07 | Tenaga Kerja

3 03 2 17 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

3 04 | 2 18 | Penanaman Modal

3 |05 | 2 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3 06 | 3 | 27 | Pertanian

3 07 | 3 | 28 | Kehutanan

3 |08 | 3 |29 |Energi dan Sumber Daya Mineral

3 |09 | 3 |25 |Kelautan dan Perikanan

3 10 | 3 | 30 | Perdagangan

3 11 3 31 | Perindustrian
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3 12 32 | Transmigrasi

4 Perlindungan Lingkungan Hidup

4 | 01 03 | Penataan Ruang

4 |02 11 | Lingkungan Hidup

4 |03 10 | Pertanahan

5 Perumahan dan Fasilitasi Umum

5 |01 03 | Pekerjaan Umum

5 | 02 04 Peruma.lhan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman

6 Kesehatan

6 |01 02 | Kesehatan

6 | 02 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

7 Pariwisata

7 |01 22 | Kebudayaan

7 | 02 26 | Pariwisata

8 Pendidikan

8 | 01 01 | Pendidikan

8 | 02 19 | Kepemudaan dan Olahraga

8 | 03 23 | Perpustakaan

9 Perlindungan Sosial
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Administrasi Kependudukan dan
9 |01 12 .
Pencatatan Sipil
9 | o2 8 Pem.berdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
9 |03 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial
9 | 04 06 | Sosial
9 |05 09 | Pangan
9 | 06 Penanggulangan Bencana

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)




f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
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Rancangan Peraturan

Gubernur/Bupati/Wali kota

Lampiran VI

Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

TAHUN ANGGARAN ......
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Alokastéﬁ;;ggaran
1 2 3 4
A. SPM Bidang Pendidikan
| I IO 1o 1o,
2. s 2. s
Total
20 | 1o 1o,
2. s 2. s
Total | .........

B. SPM Bidang Kesehatan

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan

.........

| N

Total
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Total

1. | i, 1. ..., 1. ...,
2 i 2 i
Total
27 U 1. ..., 1. ...,
2 i 2 i
Total | .........

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruani

D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. | .l | 1. ...l
2 i 2 e
Total
2. | e, 1. ..., 1. ...,
2 i 2 i
Total | .........

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman

.........

E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

| D R 1. ..., 1. ...,
2 i 2 s

Total
20 | e, 1. ...l 1. ...l
2 i 2 s
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Total

F. SPM Bidang Sosial
] N 1ocoeienis
.......... 2. s
Total
1 O N ) DRI
.......... 2. s
Total | .........

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
Lampiran VI : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN RPJMD RANCANGAN APBD
(Rp) (Rp)
1 2 3 4
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

01 PENDIDIKAN

01 | xx | Program ...

01 | xx | Program ...

bt | | et |t

01 | xx |dst...

02 KESEHATAN

02 | xx | Program ...

02 | xx | Program ...

bt | | et |

02 | xx |dst...
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1 |03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 103 Program ...

1 |03 Program ...

1 |03 dst ...

1 |04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 |04 Program ...

1 |04 Program ...

1 | 04 dst ...

1 |05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

1 |05 Program ...

1 105 Program ...

1 |05 dst ...

1 106 SOSIAL

1 |06 Program ...

1 106 Program ...

1 106 dst ...

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 107 TENAGA KERJA

2 |07 Program ...

2 |07 Program ...

2 |07 dst ...

2 108 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
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ANAK

2 108 Program ...

2 108 Program ...

2 108 dst ...

2 109 PANGAN

2 109 Program ...

2 109 Program ...

2 109 dst ...

2 |10 PERTANAHAN

2 110 Program ...

2 110 Program ...

2 110 dst ...

2 |11 LINGKUNGAN HIDUP

2 |11 Program ...

2 |11 Program ...

2 |11 dst ...

2 |12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

2 112 Program ...

2 112 Program ...

2 |12 dst ...

2 |13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 |13 Program ...

2 |13 Program ...

2 |13 dst ...




- 453 -

2 |14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

2 |14 Program ...

2 114 Program ...

2 |14 dst ...

2 |15 PERHUBUNGAN

2 |15 Program ...

2 |15 Program ...

2 |15 dst ...

2 |16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 |16 Program ...

2 |16 Program ...

2 |16 dst ...

2 |17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2 |17 Program ...

2 |17 Program ...

2 |17 dst ...

2 |18 PENANAMAN MODAL

2 |18 Program ...

2 |18 Program ...

2 |18 dst ...

2 119 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2 119 Program ...

2 |19 Program ...

2 |19 dst ...
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2 120 STATISTIK

2 120 Program ...

2 120 Program ...

2 120 dst ...

2 |21 PERSANDIAN

2 121 Program ...

2 121 Program ...

2 121 dst ...

2 |22 KEBUDAYAAN

2 122 Program ...

2 122 Program ...

2 |22 dst ...

2 |23 PERPUSTAKAAN
2 123 Program ...

2 123 Program ...

2 |23 dst ...

2 124 KEARSIPAN

2 124 Program ...

2 124 Program ...

2 |24 dst ...

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 |25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 |25 Program ...

3 |25 Program ...

3 125 dst ...
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3 |26 PARIWISATA

3 126 Program ...

3 126 Program ...

3 |26 dst ...

3 |27 PERTANIAN

3 |27 Program ...

3 |27 Program ...

3 |27 dst ...

3 |28 KEHUTANAN

3 |28 Program ...

3 |28 Program ...

3 |28 dst ...

3 129 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3 129 Program ...

3 |29 Program ...

3 129 dst ...

3 |30 PERDAGANGAN
3 |30 Program ...

3 |30 Program ...

3 |30 dst ...

3 |31 PERINDUSTRIAN
3 |31 Program ...

3 |31 Program ...

3 |31 dst ...




- 456 -

3 |32 TRANSMIGRASI

3 |32 Program ...

3 |32 Program ...

3 |32 dst ...

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 |01 SEKRETARIAT DAERAH
4 |01 Program ...

4 |01 Program ...

4 |01 dst ...

4 |02 SEKRETARIAT DPRD

4 102 Program ...

4 102 Program ...

4 |02 dst ...

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 [ 01 PERENCANAAN

S |01 Program ...

5 |01 Program ...

5 [ 01 dst ...

5 [ 02 KEUANGAN

5 |02 Program ...

5 |02 Program ...

5 [ 02 dst ...

5 [ 03 KEPEGAWAIAN

5 |03 Program ...
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5 |03 Program ...

5 |03 dst ...

5 |04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 | 04 Program ...

5 |04 Program ...

5 |04 dst ...

5 |05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 |05 Program ...

5 |05 Program ...

5 |05 dst ...

5 |06 PENGHUBUNG

S |06 Program ...

S5 |06 Program ...

5 |06 dst ...

S5 | 07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
5 |07 Program ...

5 | 07 Program ...

5 |07 dst ...

6 UNSUR PENGAWAS

6 |01 PENGAWAS

6 |01 Program ...

6 |01 Program ...

6 |01 dst ...

7 UNSUR KEWILAYAHAN
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7 |01 KECAMATAN

7 |01 Program ...

7 |01 Program ...

7 |01 dst ...

7 | 02 KOTA ADMINISTRASI

7 | 02 Program ...

7 | 02 Program ...

7 |02 dst ...

7 |03 KABUPATEN ADMINISTRASI
7 |03 Program ...

7 |03 Program ...

7 |03 dst ...

8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8 |01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 |01 Program ...

8 |01 Program ...

8 |01 dst ...

9 URUSAN KEKHUSUSAN

9 |01 PANIRADYA KAISTIMEWAN
9 |01 Program ...

9 |01 Program ...

9 |01 dst ...

9 |02 SYARIAT ISLAM ACEH
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9 102 Program ...

9 102 Program ...

9 |02 dst ...

9 |03 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
(MPU)

9 103 Program ...

9 103 Program ...

9 |03 dst ...

9 |04 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

9 | 04 Program ...

9 | 04 Program ...

9 |04 dst ...

9 |05 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

9 |05 Program ...

9 |05 Program ...

9 |05 dst ...

9 |06 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH

9 106 Program ...

9 | 06 Program ...

9 |06 dst ...

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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) hapus yang tidak dibutuhkan
h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.

Lampiran VIII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Uraian RKPD PPAS Rancangan
(Rp) (Rp) APBD (Rp)
X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
X-X.X-X.X-X.XX| 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
X-X.X-X.X-x.xx| 1 | Ol PENDIDIKAN
X-X.X-X.X-x.xx| 1 | 01 Program ...
X-X.X-XX-xxx| 1 | 01 X.XX Kegiatan ...
X-X.X-X.X-x.xx| 1 | 01 X.XX Sub Kegiatan ...
X-X.X-XX-Xx.xx| 1 | 01 X.XX dst ...
X-X.X-X.X-Xx.xx| 1 | 01 X.XX dst ...
X-X.X-X.X-X.xx| 1 | 01 dst ...
X-X.X-X.X-X.xx| 1 | 02 KESEHATAN
X-X.X-X.X-X.xx| 1 | 02 Program ...
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X-X.X-X.X-X.xXx| 1 | 02 | xx | XX Kegiatan ...
X-X.X-X.X-X.xxX| 1 | 02 | xx |x.xx| xx | Sub Kegiatan ...
X-X.X-X.x-x.xx| 1 | 02 | xx |x.xx| xx | dst ...
X-X.X-XxX-x.xx| 1 | 02 | xx | xxX dst ...
X-X.X-X.X-x.xx| 1 | 02 | xx dst ...
X-X.X-X.x-x.xx| 1 | 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X-X.X-X.X-X.xx| 1 | 03 | xx Program ...
X-X.X-XX-X.xx| 1 | 03 | xx | XX Kegiatan ...
X-X.X-X.X-X.xx| 1 | 03 | xx [x.xx| xx | Sub Kegiatan ...
X-X.X-X.x-x.xx| 1 | 03 | xx |x.xx| xx |dst...
X-X.X-X.x-x.xx| 1 | 03 | xx | xx dst ...
X-X.X-X.x-x.xx| 1 | 03 | xx dst ...
X-X.X-X.X-X.XX| XX | xxX dst ...
X-X.X-X.X-X.XX| XX dst ...
X-X.X-X.X-X.XX dst ...

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)

(nama lengkap)




i.

) hapus yang tidak dibutuhkan

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
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Lampiran IX :

Rancangan

Peraturan

Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

TAHUN ANGGARAN 2021

Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Prioritas Program SKPD Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja Jumlah
No | Pembangunan .
Nasional Pelaksana | Operasi Modal Terduga Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
1
2
3
4
S
6
7
......... ,tanggal.........




j-

) hapus yang tidak dibutuhkan
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Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

Lampiran X

Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor

Tanggal

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GOLONGAN/ RUANG

ESELON

NON ESELON

III

v

\Y

TENAGA

FUNGSIONAL STAF

JUMLAH

Golongan IV /e

Golongan IV/d

Golongan IV/c

Golongan IV/b

Golongan IV/a

JUMLAH GOLONGAN IV

Golongan IlI/e

Golongan III/d

Golongan III/c

Golongan III/b

Golongan III/a

JUMLAH GOLONGAN III

Golongan II/e
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Golongan II/d

Golongan II/c

Golongan II/b

Golongan II/a

JUMLAH GOLONGAN II

Golongan I/e

Golongan I/d

Golongan I/c

Golongan I/b

Golongan I/a

JUMLAH GOLONGAN I

TOTAL

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan



k. Daftar Piutang Daerah;
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Lampiran XI

Rancangan

Peraturan

Gubernur/Bupati/Wali Kota

Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...
Tahun Jumlah piutang Perkiraan Perkiraan Perkiraan Saldo
No | Uraian Rincian Piutang Pengakuan sampai dengan Penambahan Pengurangan Akhir tahun N-
piutang tahun N-2 Tahun N-1 tahun N-1 1
1 2 3 4 5 6 7 =4+5-6
Jumlah
,tanggal.........

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)




1. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
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Lampiran XII Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2021
Jumlah Jumlah . . Jumlah _Jumlah
Dasar Modal Yang Sisa Hasil sisa modal
Nama Bentuk | Jumlah . modal yang modal [. .
Hukum telah di modal |penyertaan|,. .\ | (investasi)
Tahun |Badan/ Penyertaan |Penyerta Penyertaan telah (investasi) .
Penyertaan sertakan . yang modal yang di
No |Penyertaan |lembaga Modal |an Modal . Modal |disertakan . ., |[yang akan
. Modal . .| sampai . .| belum | (investasi) Lo sertakan
Modal /Pihak . | (Investasi |(Investasi Tahun ini | sampai . diterima .
: (Investasi tahun disertak| daerah . | sampai
Ketiga Daerah) | Daerah) dengan .. | kembali
Daerah) Anggaran .. an tahun ini . .| dengan
tahun ini tahun ini .
Lalu tahun ini
1 2 3 4 S 6 7 = 4+5-6
Jumlah
......... ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)




) hapus yang tidak dibutuhkan
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m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

Lampiran XIII : Rancangan

Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2021

No Nama Aset Jenis Aset Saldo pada akhir p(frf;ﬁgzir;n Perkiraan pengurangan Perkira}an saldo pada
tahun T-2 ...tahun T-1 akhir tahun T-1
tahun T-1
1 2 3 4 S 6 7=4+5-6
1
2
3
4 b
Dst +
Jumlah )

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)




- 468 -

n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun

Anggaran Yang Direncanakan.

Lampiran XIII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

1) Tahun Pertama

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ...
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Jumlah Jumlah Sisa Anggaran
Nama Lokasi Jumlah Anggaran T-1 Realisas.i yang Dianggarkap
(Rp) Sampai dalam Tahun Ini
No. | Nama SKPD Sub Sub .
Kegiatan Kegiatan Dengan Akhir (Rp)
APBD Perubahan TA T-1 APBD TA T Perubahan
TA T-1 APBD TA T-1 (Rp) APBD TAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
dst.
Jumlah
......... ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)




) hapus yang tidak dibutuhkan

2) Tahun Kedua

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN

- 469 -

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ...
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

TAHUN ANGGARAN 2021
Jumlah Sisa
Jumlah Tahun Jumlah Anggaran yang
Awal Anggaran Dianggarkan
. Penganggaran Jumlah Tahun T-1 Jumlah Dalam Tahun
Nama | Lokasi L . .
No Nama Sub Sub (Rp) Realisasi sd (Rp) Realisasi sd Ini
" |SKPD . . Akhir TA T-2 Akhir TA T- (Rp)
Kegiatan |Kegiatan
(Rp) Peruba 1 (Rp) Peruba
APBD |Perubahan
TA T- APBD APBD han APBD han
o TA T-2 TAT-1| APBD TAT | APBD
TA T-1 TAT
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
1.
2.
3.
dst
Jumlah
......... tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)




) hapus yang tidak dibutuhkan

o. Daftar Dana Cadangan
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Lampiran XV

Rancangan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Peraturan

) hapus yang tidak dibutuhkan

Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Tw Dasar Jumlah dana Sisa dana
ujuan Transfer Transfer
hukum cadangan . Saldo yang
pembentukan Saldo Awal dari ke kas .
No pembentukan yang akhir Belum
dana . I (Rp) Kas daerah | daerah R dicadanck
cadangan dana direncanakan (Rp) (Rp) (Rp) icadangkan
cadangan (Rp) (Rp)
1 2 3 4 S 6 7 8 9
1
2
3
Dst.
Jumlah
......... ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)




p. Daftar Pinjaman Daerah.
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Lampiran XVI :

Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
DAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN ...
Sumber Dasar Tanggal/ Jumlah Jangka . Jumlah quqbayaran Jumlah Sisa
o Tahun . Persentase| Tujuan tahun ini (Rp) Pembayaran
Pinjaman/ Hukum o Pinjaman/ | Waktu
No L . Perjanjian| ., . . . bunga |Penggunaan Pokok Pokok
Obligasi Pinjaman/|_. : Nilai Nominal Pinjaman| . o e o o
Daerah Obligasi Pinjaman/ Obligasi (Rp) | (tahun) pinjaman % Plnjamﬁ.‘.n Pinjaman |Bunga|Pinjaman | Bunga
Obligasi Daerah Daerah
1 2 3 4 S 6 7 8 ... 9 10 11 12
1
2 H
3 t
4 a
dst
Jumlah n
ggal.........

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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q. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.

Lampiran XVII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor
Tanggal :
1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD

SUB KEGIATAN ...

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

Dst
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JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ... |

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

Dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
TOTAL

2) BARANG/JASA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG

DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2 Nama Barang/Jasa

Dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa

2. Nama Barang/Jasa
Dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...

SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
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Nama Barang/Jasa

2. Nama Barang/Jasa
Dst
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
Dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...

TOTAL

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Lampiran XVIII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota



r. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
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Nomor
Tanggal

1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2.
Dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2.

Dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SKPD ...

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2.

Dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
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SUB KEGIATAN ...
1.
2.

Dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL

2) BARANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

Dst

Nama Barang
Nama Barang

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

Dst

Nama Barang
Nama Barang

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

Nama Barang
Nama Barang




- 477 -

Dst | | |

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...

TOTAL

Gubernur/Bupati/Wali kota¥)

(tanda tangan)
(nama lengkap)

*) hapus yang tidak dibutuhkan
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s. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.

1) UMUM

Lampiran XIX : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor
Tanggal

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG

DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO

NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)

1

2 3 4

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2.

dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...

SKPD ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...
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SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...
TOTAL

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5
SKPD

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...
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SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2.

dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...

TOTAL

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan
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t. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Lampiran XX : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota

Nomor
Tanggal

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

NO

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

JUMLAH (Rp)

1

2

3

4

SKPD .

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA

SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA

SUB KEGIATAN ...

SKPD ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
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1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA
SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA
SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA
SKPD ...

TOTAL

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD .

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
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PADA SUB KEGIATAN ... |

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SKPD ...

[N

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PADA SKPD ...

TOTAL




- 484 -

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD .

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SKPD ...
]

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
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dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
PADA SKPD ...

TOTAL

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan




- 486 -

u. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun,

Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran XXI : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,

OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi™)
1 2 3 4

112[3]4|5]|6|7[8]9]10

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan.

") diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten /kota.
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v. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, dan

Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran XXII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS
BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN 2021

Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi™

1 2 3 4
112[3]4|5]|6|7[8]9]10

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan.

") diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan /distrik untuk kabupaten/kota.
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w. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran XXIII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi™)
11234 |5/6|7|8]|9]10

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan.

") diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
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x. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan

Negara.
Lampiran XXIV : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"
SINKRONISASI KEBIUAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN ... (...) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

) hapus yang tidak dibutuhkan.

. Alokasi Anggaran Belanja
Program Uraian
Priorit Dalam Rancangan APBD Jumlah
No. rioritas Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Belanja | Belanja | Belanja uma
Perbatasan . . : . (Rp)
Negara Uraian Lokasi Uraian Lokasi Uraian Lokasi Operasi | Modal | Transfer
(Kecamatan) (Kecamatan) (Kecamatan)| (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
........ ,tanggal.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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F. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) SERTA PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS).

1. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(KUA).

II.

III.

IV.

VL

FORMAT
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2021

PENDAHULUAN.

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
APBD (KUA);

1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA; dan

1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA.

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.
4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang

diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021

4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja
transfer dan belanja tidak terduga

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.
6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan



VII.
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STRATEGI PENCAPAIAN.
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII. PENUTUP.

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati
DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan
Kebijakan Umum APBD.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk
menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

......... , tanggal .........
PIMPINAN DPRD GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

Keterangan:
*) hapus yang tidak dibutuhkan

2. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

II.

FORMAT
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2021

PENDAHULUAN.
Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.

Berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan
dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan yang meliputi
pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, berdasarkan kebijakan pendapatan

daerah dalam Perubahan KUA.
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Tabel 2.1

KODE

JENIS
PENDAPATAN
DAERAH

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH

/
BERKURANG

DASAR
HUKUM

1

2

3

4

5=4-3

6=5/3

PENDAPATAN
DAERAH

4.1.

PENDAPATAN ASLI
DAERAH

4.1.01.

Pajak Daerah

4.1.02.

Retribusi Daerah

4.1.03.

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

4.1.04.

Lain-lain PAD Yang
Sah

4.2.

PENDAPATAN
TRANSFER

4.2.01.

Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

4.2.02.

Pendapatan Transfer
Antar Daerah

4.3.

LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

4.3.01.

Pendapatan Hibah

4.3.02.

Dana Darurat

4.3.03.

Lain-Lain
Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan

JUMLAH
DAERAH

PENDAPATAN

III. PERUBAHAN PRIORITAS
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ....

DAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Berisikan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing

urusan, SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja daerah

yang mengalami perubahan, yang dituangkan secara deskriptif dan

dalam bentuk tabulasi.

Tabel 3.1

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

No.

Plafon Anggaran
Urusan/ Sebelum Setelah Bertambah/
SKPD Perubahan | Perubahan | Berkurang
(Rp) (Rp) Rp) | %

Ket
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2

Urusan/
Dinas/Badan
/Kantor yang
mengalami
perubahan

Dst ...

Tabel 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan X.XX
Organisasi: X-XX.X-XX.X-XX.XX ...
rRocR/ Y R
KODE SUB SASARAN | TARGET | ,ooim s v | pERUBAHAN | BERKURANG
KEGIATAN (Rp) Rol | ®ol [ %
2 4 5 6 7 8
X.XX.XX Program ...
x.xx.xx.X.xx Kegiatan ...
X.XX.XX.X.XX|Sub
XX Kegiatan ...
X.XX.XX.X.XX|Sub
XX Kegiatan ...
X.XX.XX.X.XxX|Dst ...
XX
X.XX.XX.X.XxXDst ...
X.XX.XX Dst ...

Tabel 3.3

Perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawali,

Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2021

PERUBAHAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
NO. URAIAN SEBELUM | SETELAH |BERTAMBAH/
PERUBAHAN PERUBAHAN | BERKURANG
(Rp) (Rp) (Rp) %
1 | Belanja Pegawai
2 | Belanja Barang dan
Jasa
3 | Belanja Bunga
4 | Belanja Subsidi
5 | Belanja Hibah
6 | Belanja Bantuan
Sosial
7 | Belanja Modal
a. Belanja Modal
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Tanah

b. Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

c. Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

d. Belanja Modal
Jalan, Jaringan,
dan Irigasi;

e. Belanja Modal
Aset Tetap
Lainnya;

f. Belanja Modal
Aset Tidak
Berwujud,;

8 | Belanja Tidak
Terduga

9 | Belanja Bagi Hasil

10 | Belanja Bantuan
Keuangan

TOTAL

IV. PENUTUP
Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Perubahan APBD TA Berkenaan.
Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara

Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

......... , tanggal .........
PIMPINAN DPRD GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

Keterangan:

*) hapus yang tidak dibutuhkan

3. Nota Kesepakatan Perubahan KUA.



- 495 -

FORMAT
NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ....

NOMOR :....
TANGGAL : ..o,

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1.

Nama PP
Jabatan :  Gubernur/Bupati/Walikota".........................
Alamat Kantor PPt

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/

a. Nama T et ettt eeeeeeeeeet et et e e eat et aaeaaaaeaas
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota".......
Alamat Kantor ..o e

b. Nama D ettt ettt teeeeeeeeeetesteeeteeeteaeeteateaterenaeiaaaans
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/

Kota .o
Alamat Kantor .o e
c. Nama PPt
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/
Kotah .o
Alamat Kantor @ .o
d. dst

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota" ...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
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diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati
bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap
Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan
asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun
Anggaran ..., perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan
Perubahan APBD TA ... .

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar
dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ...

................. , tanggal ..............
PIMPINAN
GUBERNUR/BUPATI/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
WALI KOTA" ...... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......

selaku, selaku,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)
KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA

Keterangan:
" hapus yang tidak dibutuhkan

4. Nota Kesepakatan PERUBAHAN PPAS.
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FORMAT
NOTA KESEPAKATAN PERUBAHAN PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

NOMOR ...
TANGGAL : ..oiiiiiiiiiinnns

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama ettt ettt eee e eeeeae e eea e e eeeaa e enaaeaas
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota”.......................
Alamat Kantor L ettt ettt eeeeeeeereeeeeeeaeeteneeteiterteteneaeaaanans

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/

a. Nama N
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota".......
Alamat Kantor @ ..o

b. Nama PP PP P PPN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/

KOta™ ..o
Alamat Kantor @ ..o e

c. Nama PPt

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/
Kota™. .o
Alamat Kantor @ ..o

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota"........

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD)
perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...
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Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan
antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan
Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi
rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan
daerah TA ..., Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan
Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah TA ...
Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar
dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran ... .

................. , tanggal ..............
PIMPINAN
GUBERNUR/BUPATI/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
WALI KOTA" ...... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......

selaku, selaku,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap) (nama lengkap)
KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)
WAKIL KETUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)
WAKIL KETUA

Keterangan:
" hapus yang tidak dibutuhkan

G. RANCANGAN PERUBAHAN APBD
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1. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

FORMAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal
177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan Bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang diajukan merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun ... yang dijabarkan
ke dalam perubahan kebijakan umum APBD
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal
... bulan ... tahun .. ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



Mengingat

- 500 -

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun

Anggaran ...

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah ... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ...);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara republik



10.

11.
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Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009



12.

13.

14.

15.

16.

17.
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tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang  Serta  Kedudukan  keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi ...;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



18.

19.

20.
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tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah  dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara



Menetapkan

21.

22.

23.

24.

25.
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi ...;

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...
Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...

Dan
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (nama daerah)

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
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sebesar Rp... bertambah/berkurang sebesar Rp ...
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Pasal 2

Rp..., dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pendapatan daerah

a. Semula Rp..cccoeneni.
b. Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
. Belanja Daerah
a. Semula Rp..ccooeneni.
b. Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah belanja daerah setelah perubahan
. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp.cooeenent.
2) Bertambah/(berkurang) Rp...co......
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp.coceennne.
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 3

semula

sehingga menjadi

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bersumber dari:

a.

(1)

Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp.coceennnt.
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Pendapatan transfer

1) Semula Rp.coceennnt.
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp.coceennnt.
2) Bertambah/(berkurang) Rp............
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang

sah setelah perubahan

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

huruf a, bersumber dari:
a. Pajak daerah;
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
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Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp...cc.en.
b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp.cooennnt.

2) Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp...cceen.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan,;

1) Semula Rp..cccoeneni.

2) Bertambah/(berkurang) Rp...........

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan Rp..cconnen..
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah setelah perubahan Rp...........
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b, bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp...ccoeeee.
b. Transfer antar daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp...cceeno.

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp.coceennnt.

2) Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah hibah setelah perubahan Rp..c.cceene.
b. Dana darurat

1) Semula Rp.coceennnt.

2) Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp....co.e..

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp..ccounen..

Pasal 5
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas:
a. Belanja operasional,



(1)

(2)
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1) Semula Rp.cooeennnt.

2) Bertambah/(berkurang) Rp..c.ocuee.

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp..c.cceen.

Belanja modal;

1) Semula Rp.cooeennnt.

2) Bertambah/(berkurang) Rp..c.cocuee.

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp....c......

Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp..cccoeeent.

2) Bertambah/(berkurang) Rp..cccoenen.

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp....c......

Belanja transfer;

1) Semula Rp..cccoeneni.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.coceennne.

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp...ccoeee.
Pasal 6

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a, terdiri atas:

a.

Belanja pegawai

1) Semula Rp.cooeenenni.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.ooenne....

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp..cccounene.
Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp..ccccveene.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.ooenne....

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp...........
Belanja bunga

1) Semula Rp..cccceetne.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.cooennnn...

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp..ccouven..

Belanja subsidi

1) Semula Rp..cccceetne.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.cooennnn...

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp..ccouven..
. Belanja hibah

1) Semula Rp..cccoenen.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.ceennn....

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp..ccounen..

Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp..cccoenen.

2) Bertambah/(berkurang) Rp.ceennn....

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp...........

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
terdiri atas:

a.

Belanja modal tanah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)




(3)

(4)
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Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp...cceene.
b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp.cooennnt.

2) Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp...........
c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp..cccoeneni.

2) Bertambah/(berkurang) Rp...........

Jumlah belanja modal bangunan

dan gedung setelah perubahan Rp...........

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah perubahan Rp...ccoeee.
e. Belanja modal aset tetap lainnya
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja asset tetap lainnya
setelah perubahan Rp...........
f. Belanja modal aset tidak berwujud;
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp...cc.en.
Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,

terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp.coceennnt.

2) Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp....co.e..

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp.coceennnt.

2) Bertambah/(berkurang) Rp............

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp..ccennen..

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
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Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp...cceene.
b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp...cceen.

Pasal 8
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp...........
b. Pencairan dana cadangan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pencairan dana cadangan
setelah perubahan Rp...........
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp...cceeno.
d. Penerimaan pinjaman daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp..cconnen..
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah setelah perubahan Rp....co.ee.
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp..cceunnn..
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b, terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
perubahan Rp...cceene.




(1)

(2)

(3)
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b. Penyertaan modal daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah
perubahan Rp...cceen.
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah perubahan Rp...........
d. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah
perubahan Rp...coeen..
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp...ccoeeee.

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan

peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran ...

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
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menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota" ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta
Keluaran;

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
SPM,;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11
Gubernur/Bupati/Wali Kota*) menetapkan peraturan tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dengan penempatannya
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dalam berita daerah.

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
Diundangkan di ...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota")
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP...

LEMBARAN DAERAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN
NOMOR ...
) hapus yang tidak dibutuhkan

Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

FORMAT
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
APBD

a. Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.

Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

B h
Jumlah (Rp) ertambah/
: (Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum | Setelah (Rp) o
PerubahanPerubahan P °
1 2 3
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.1 | Pajak Daerah
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Jumlah (Rp) Bertambah/
Kode Uraian (Berkurang)
Sebelum | Setelah Rp) o
PerubahanPerubahan (Rp °
1 2 3
4.1.2 | Retribusi Daerah
4.1.3 | Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
4.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.1 | Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
4.2.2 | Pendapatan Transfer
Antar Daerah
4.3 Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
4.3.1 | Pendapatan Hibah
4.3.2 | Dana Darurat
4.3.3 | Lain-Lain Pendapatan
Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan
S Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.1 | Belanja Pegawai
5.1.2 | Belanja Barang dan
Jasa
5.1.3 | Belanja Bunga
5.1.4 | Belanja Subsidi
5.1.5 | Belanja Hibah
5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial
5.2 Belanja Modal
5.2.1 | Belanja Modal Tanah
5.2.2 | Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
5.2.3 | Belanja Modal
Bangunan dan Gedung
5.2.4 | Belanja Modal Jalan,

jaringan, dan irigasi
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Jumlah (Rp) Bertambah/
Kode Uraian (Berkurang)
Sebelum | Setelah Rp) o
PerubahanPerubahan (Rp °
1 2 3
5.2.5 | Belanja modal aset
tetap lainnya
5.2.6 | Belanja modal aset
tidak berwujud
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.1 | Belanja Tidak Terduga
5.4 | Belanja Transfer
5.4.1 | Belanja Bagi Hasil
5.4.2 | Belanja Bantuan
Keuangan
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
6.1.2 | Pencairan Dana
Cadangan
6.1.3 | Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
6.1.4 | Penerimaan Pinjaman
Daerah
6.1.5 | Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah
6.1.6 | Penerimaan Pembiayaan
Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan
6.2 Pengeluaran
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Jumlah (Rp) Bertambah/
Kode Uraian (Berkurang)
Sebelum | Setelah Rp) o
PerubahanPerubahan (Rp °
1 2 3
Pembiayaan
6.2.1 | Pembentukan Dana
Cadangan
6.2.2 | Penyertaan Modal
Daerah
6.2.3 | Pembayaran Cicilan
Pokok Utang Yang

Jatuh Tempo

6.2.4 | Pemberian Pinjaman
Daerah

6.2.5 | Pengeluaran
Pembiayaan Lainnya
Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran
pembiayaan

Pembiayaan Neto

6.3 Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun
berkenaan (SILPA)

Gubernur/Bupati/Wali Kota®

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan
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b. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.

Lampiran II : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN ...
Pendapatan Belanja
‘ Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Urusan Pemerintah (Berkurang)
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belani Belan
perubahan/perubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja ’[?i;l‘:ljia Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja ,I?i;;lf{a Belanja |Jumlah
Operasi| Modal Transfer [Belanja| Operasi | Modal Transfer |Belanja
Terduga Terduga
R R R % R R R R R R R R R R R %
p p p p p p p p p p p p p p
11= 15= 16 17=
5=4 | 6=5 11+12 | =
1 2 3 4 3 /3 7 8 9 10 7:21389 11 12 13 14 +13+1 15- 161/1
4 11
1 URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1]01 PENDIDIKAN
1|01 ) x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-
ntor ...
X.XX
1|01 x-x.%-
x.x- | Dst...
X.XX
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
02 KESEHATAN
02| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
x.X- | ntor/ Rumah
x.xx | Sakit ...
02| x-x.x-
x.x- | Dst ...
X.XX
03 PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
03] x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-
ntor ...
X.XX
03| x-x.x-
x.x- | Dst ...
X.XX
04 PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
0% | x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-
ntor ...
X.XX
04 | x-x.x-
x.x- | Dst ...
X.XX
05 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
UMUM SERTA
PELINDUNGAN
MASYARAKAT
05 | x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-
ntor ...
X.XX
05| x-x.x-
x.x- | Dst ...
X.XX
06 SOSIAL
06| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-
ntor ...
X.XX
06 | x-x.x-
x.x- | Dst ...
X.XX
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
07 TENAGA KERJA
07| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
07| x-x.x- | Dst ...
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
X.X-
X.XX
08 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
08 | x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
08| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
09 PANGAN
09 | x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
09| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
10 PERTANAHAN
10| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
10| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
11 LINGKUNGAN
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
HIDUP
11| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
11| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
12 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
12| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
12| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
13 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
13| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
13| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
14 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
KELUARGA
BERENCANA
14 | x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
14 | x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
15 PERHUBUNGAN
15| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
15| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
16 KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
16 | x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
16| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
17 KOPERASI,
USAHA KECIL,
DAN MENENGAH
17| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
X.XX
17 | x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
18 PENANAMAN
MODAL
18| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
18 | x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
19 KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
19| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor xxxx
X.XX
19| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
20 STATISTIK
20| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
20| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
21 PERSANDIAN
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
21| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
21| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
22 KEBUDAYAAN
22| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor xxxx
X.XX
16 | x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
23 PERPUSTAKAAN
23| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
23| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
24 KEARSIPAN
24| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
24| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
URUSAN
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
PEMERINTAHAN
PILIHAN
25 KELAUTAN DAN
PERIKANAN
25| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
25| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
26 PARIWISATA
26| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
26 | x-x.Xx- | Dst ...
X.X-
X.XX
27 PERTANIAN
27| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
27| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
28 KEHUTANAN
28| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
28 | x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
29 ENERGI DAN
SUMBER DAYA
MINERAL
29| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
29| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
30 PERDAGANGAN
30| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
30| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
31 PERINDUSTRIAN
31| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
31| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
32 TRANSMIGRASI
32| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
X.X- | ntor ...
X.XX
32| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
UNSUR
PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
01 SEKRETARIAT
DAERAH
01| x-x.x- | Sekretariat
x.x- | Daerah
X.XX
02 SEKRETARIAT
DPRD
02 | x-x.x- | Sekretariat DPRD
X.X-
X.XX
UNSUR
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
01 PERENCANAAN
01| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
01| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
02 KEUANGAN
02| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
02| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
03 KEPEGAWAIAN
03| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
03| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
04 PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
04 | x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
04| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
05 PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
05| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
X.X- | ntor ...
X.XX
05| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
06 PENGHUBUNG
06 | x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
06| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
07 PENGELOLAAN
PERBATASAN
DAERAH
07| x-x.x- | Dinas/Badan/Ka
X.X- | ntor ...
X.XX
07| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
UNSUR
PENGAWAS
01 PENGAWAS
01| x-x.x- | Inspektorat
X.X-
X.XX
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Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
UNSUR
KEWILAYAHAN
01 KECAMATAN
01| x-x.x- | Kecamatan ...
X.X-
X.XX
01| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
02 KOTA
ADMINSTRASI
02| x-x.x- | Kota ...
X.X-
X.XX
02| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
03 KABUPATEN
ADMINISTRASI
03 | x-x.x- | Kabupaten ...
X.X-
X.XX
03| x-x.x- | Dst ...
X.X-
X.XX
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
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Kode

Urusan Pemerintah
Daerah

Pendapatan

Belanja

sebelum
perubahan

setelah
perubahan

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Perubahan

Sebelum Perubahan

Bertambah/
(Berkurang)

Belanja
Operasi

Belanjal

Belanja
Tidak

Modal Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah
Belanja

Belanja
Operasi

Belanja
Modal

Belanja
Tidak
Terduga

Belanja
Transfer

Jumlah
Belanja

01

KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK

01| 8-1

Kesatuan Bangsa
Dan Politik

URUSAN
KEKHUSUSAN

01

PANIRADYA
KAISTIMEWAN

01| x-xX.X-
X.X-

X.XX

Paniradya
Kaistimewan ...

02

SYARIAT ISLAM
ACEH

02| x-X.X-
X. X~

X.XX

Dinas Syariat
Islam Aceh

03

SEKRETARIAT
MAJELIS
PERMUSYAWARA
TAN ULAMA
(MPU)

03| x-x.X-
X.X-

X.XX

Sekretariat
Majelis
Permusyawaratan
Ulama (MPU) ...

04

SEKRETARIAT




- 531 -

Pendapatan Belanja
Urusan Pemerintah Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Bertambah/
Kode Daerah sebelum | setelah |Bertambah/ Belanja Belanja (Berkurang)
perubahanperubahan| (Berkurang)|Belanja|Belanja| .. Belanja |[Jumlah| Belanja Belanja| ... Belanja |Jumlah
Operasi| Modal TT1dak Transfer [Belanja| Operasi | Modal Tidal Transfer |Belanja
erduga Terduga
MAJELIS ADAT
ACEH
04 | x-x.x- | Sekretariat
x.X- | Majelis Adat Aceh
X.XX
05 SEKRETARIAT
BAITUL MAL
ACEH
05| x-x.x- | Sekretariat Baitul
x.x- | Mal Aceh ...
X.XX
06 SEKRETARIAT
BADAN
REINTEGRASI
ACEH
06| x-x.x- | Sekretariat
x.X- | Badan
x.xx | Reintegrasi Aceh
Jumlah
SURPLUS/ (DEFISIT)
......... ,tanggal.........

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)




C.
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Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
URUSAN PEMERINTAH :x.xx @ .........
ORGANISASI XXX X-X XX e
Bertambah/ | DASAR
JUMLAH (Rp) (ggriilr;lg HUKUM
KODE REKENING URAIAN &

Sebelum Setelah

0,
Perubahan |Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5=4-3|6=5/3| 7
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JUMLAH (Rp) Bertambah/ | DASAR
KODE REKENING URAIAN (Berkurang) HUKUM
Sebelum Setelah Rp) o
Perubahan | Perubahan (Rp °
1 2 3 4 5=4-3|6=5/3 7
X xX-x.x-x.X-x.xx | 00 [0.00 (00| 4 Pendapatan
X X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00| 4 |1 Pendapatan Asli Daerah
X X-X.X-X.X-x.xx | 00 [0.00|00| 4 | 1 Pajak Daerah
X X-X.X-X.X-Xx.xx | 00 |0.00[00| 4 |1 Retribusi Daerah
X X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00| 4 |1 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
X X-X.X-Xx.X-x.xx | 00 [0.00(00| 4 |1 Lain-lain PAD Yang Sah
X-X.X-Xx.X-x.xx | 00 | 0.00 |00
X X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00| 4 | 2 Pendapatan Transfer
X X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00| 4 | 2 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
X X-X.X-X.X-X.XxX | 00 |0.00|00| 4 | 2 Pendapatan Transfer Antar
Daerah
X X-X.X-X.X-X.xx | 00 |0.00|00| 4| 3 Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah
X X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00| 4| 3 Pendapatan Hibah
X X-X.X-Xx.X-x.xx | 00 [0.00(00| 4 | 3 Dana Darurat
X X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00| 4| 3 Lain-Lain Pendapatan
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T ey
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Setelah Rp) o
Perubahan | Perubahan (Rp ?
1 2 3 4 5=4-316=5/3 7

Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan

X X-X.X-Xx.X-x.xx | 00 [0.00 (00| 5 Belanja

X X-X.X-X.X-X.XX | XX Program ......

X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX Kegiatan ......

X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX |XX Sub Kegiatan ......

X X-X.X-X.X-X.XX | XX |Xxx|xx| 5|1 Belanja Operasi

X X-X.X-X.X-X.XX | XX |xxx|xx| 5| 1| 1 |Belanja Pegawai

X X-X.X-X.X-X.XX | xx |x.xxX|xx| 5| 1| 2 | Belanja Barang dan Jasa

X X-X.X-X.X-X.XX | xx |x.xx|xx| 5| 1| 3 |Belanja Bunga

X X-X.X-X.X-X.XX | XX | xxx|xx| 5| 1| 4 | Belanja Subsidi

X X-X.X-X.X-X.XX | XX |x.xx|xx| 5| 1| 5 | Belanja Hibah

X X-X.X-X.X-X.XX | XX |x.xx |xx| 5| 1 | 6 | Belanja Bantuan Sosial

X X-X.X-X.X-X.XX | XX |X.XX|xXxX| S| 2 Belanja Modal

X X-X.X-X.X-X.XX | XX |x.xXxX|xx| 5| 2| 1 |Belanja Modal Tanah

X X-X.X-X.X-X.XX | XX |x.XxX|xx| 5| 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

X X-X.X-X.X-X.XX | xx |x.xXxX|xx| S| 2 | 3 | Belanja Modal Bangunan
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JUMLAH (Rp) Bertambah/ | DASAR
KODE REKENING URAIAN (Berkurang) HUKUM
Sebelum Setelah Rp) o
Perubahan | Perubahan (Rp °
2 3 4 5=4-3|6=5/3 7
dan Gedung
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 2 | 4 | Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 2 | 5 | Belanja modal aset tetap
lainnya
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S5 | 2 | 6 | Belanja modal aset tidak
berwujud
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5|3 Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 3 | 1 | Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 4 Belanja Transfer
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 4 | 1 |Belanja Bagi Hasil
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 4 | 2 | Belanja Bantuan Keuangan
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ......
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S| 1 Belanja Operasi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 1| 1 |Belanja Pegawai
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 1| 3 | Belanja Bunga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 1| 4 | Belanja Subsidi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S5 | 1| 5 | Belanja Hibah
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T ey
KODE REKENING URAIAN
Sebelum Setelah Rp) o
Perubahan | Perubahan (Rp ?
2 3 4 5=4-316=5/3 7

X-X.X-X.X-X.XX X.XX 1 Belanja Bantuan Sosial
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 2 Belanja Modal
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 2 Belanja Modal Tanah
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 2 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 2 Belanja Modal Bangunan
dan Gedung
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 2 Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 2 Belanja modal aset tetap
lainnya
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 2 Belanja modal aset tidak
berwujud
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 3 Belanja Tidak Terduga
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 3 Belanja Tidak Terduga
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 4 Belanja Transfer
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 4 Belanja Bagi Hasil
X-X.X-X.X-X.XX X.XX 4 Belanja Bantuan Keuangan
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JUMLAH (Rp) Bertambah/ | DASAR
KODE REKENING URAIAN (Berkurang) HUKUM
Sebelum Setelah Rp) o
Perubahan | Perubahan (Rp °
2 3 4 5=4-3|6=5/3 7

X X-X.X-X.X-X.XX X.XX Kegiatan ......
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ......
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 511 Belanja Operasi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 1| 1 | Belanja Pegawai
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 1| 3 | Belanja Bunga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S| 1| 4 | Belanja Subsidi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 1| 5 | Belanja Hibah
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S| 1 | 6 | Belanja Bantuan Sosial
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 512 Belanja Modal
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 2 | 1 | Belanja Modal Tanah
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan

dan Mesin
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 2 | 3 | Belanja Modal Bangunan

dan Gedung
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 2 | 4 | Belanja Modal Jalan,

jaringan, dan irigasi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 2 | 5 | Belanja modal aset tetap

lainnya
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S5 | 2 | 6 | Belanja modal aset tidak

berwujud
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JUMLAH (Rp) Bertambah/ | DASAR
KODE REKENING URAIAN (Berkurang) HUKUM
Sebelum Setelah Rp) o
Perubahan | Perubahan (Rp °
2 3 4 5=4-3|6=5/3 7
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5|3 Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 3 | 1 | Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 4 Belanja Transfer
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 4 | 1 | Belanja Bagi Hasil
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 4 | 2 | Belanja Bantuan Keuangan
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX Sub Kegiatan ......
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S| 1 Belanja Operasi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 1| 1 |Belanja Pegawai
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 1| 3 | Belanja Bunga
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 1| 4 | Belanja Subsidi
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S5 | 1| 5 | Belanja Hibah
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S5 | 1 | 6 | Belanja Bantuan Sosial
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S| 2 Belanja Modal
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5| 2| 1 | Belanja Modal Tanah
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX 5 | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
X X-X.X-X.X-X.XX X.XX S | 2 | 3 | Belanja Modal Bangunan
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JUMLAH (Rp) Bertambah/ | DASAR
KODE REKENING URAIAN (Berkurang) HUKUM
Sebelum Setelah Rp) o
Perubahan | Perubahan (Rp °
1 2 3 4 5=4-3|6=5/3 7
dan Gedung
X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX |XX 2 Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi
X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX |XX 2 Belanja modal aset tetap
lainnya
X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX |XX 2 Belanja modal aset tidak
berwujud
X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX |XX 3 Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX |XX 3 Belanja Tidak Terduga
X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX |XX 4 Belanja Transfer
X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX |XX 4 Belanja Bagi Hasil
X X-X.X-X.X-X.XX | XX | X.XX |XX 4 Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
X X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00 |00 Pembiayaan
X
X X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00 |00 1 Penerimaan Pembiayaan
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JUMLAH (Rp) Bertambah/ | DASAR
KODE REKENING URAIAN (Berkurang) HUKUM
Sebelum Setelah Rp) o
Perubahan | Perubahan (Rp °
1 2 3 4 5=4-3|6=5/3 7
X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00]| 6 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
X-X.X-Xx.X-x.xx | 00 [0.00 (00| 6 Pencairan Dana Cadangan
X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00]| 6 Hasil penjualan kekayaan
Daerah yang dipisahkan
X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00]| 6 Penerimaan pinjaman
daerah
X-X.X-X.X-x.XX | 00 |0.00|00| 6 Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
daerah
X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00]| 6 Penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan
X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00]| 6 Pengeluaran Pembiayaan
X-X.X-X.X-x.xx | 00 |0.00|00| 6 Pembentukan Dana
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Bertambah/ | DASAR

JUMLAH (R
KODE REKENING URAIAN ) (Berkurang) HUKUM
Sebelum Setelah Rp) o
Perubahan | Perubahan (Rp ?
1 2 3 4 5=4-3|6=5/3 7
Cadangan

o)}
N
N

X|xx| X-X.X-X.X-x.XxX | 00 |0.00 |00 Penyertaan Modal Daerah
X|xx| X-X.X-X.X-x.XX | 00 |0.00 (00| 6 | 2 | 3 | Pembayaran Cicilan Pokok
Utang Yang Jatuh Tempo
X|xXxX| X-X.X-X.X-Xx.xx | 00 [0.00 /00| 6 | 2 | 4 | Pemberian Pinjaman
Daerah

X|XX| X-X.X-X.X-X.xx | 00 [0.00|00| 6 | 2 | 5 | Pengeluaran Pembiayaan
Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

_____ PembiyaanNeto| | | | | | |

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA)

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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) hapus yang tidak dibutuhkan

d. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan

Sub Kegiatan Berdasarkan Keluaran.

Lampiran IV : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL
DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN ...
Ura.1 an .Urusan, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/
Kod Organisasi, Program, (Berkurang)
ode Kegiatan dan Sub : .
Keoiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja
g : Jumlah - Jumlah| (Rp) %

OriMleldakTrnfr OriMleldakTrnfr
perasi|Modal |\, duga ansfe perasi|Modal .\, duga ansfe
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= 12=8+9(13=12-/14=13
1 2 4 3+46+5+ 10 11 + 10411 7 /7
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR
1101 PENDIDIKAN
1{01] x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
01| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
01| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
01| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
01| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
1102 KESEHATAN
1102 x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
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02| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
02| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
02| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
02| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
03 PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG
03| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
03| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
03| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
02| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
03| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
04 PERUMAHAN
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RAKYAT DAN
KAWASAN
PEMUKIMAN
04| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
04| x-x.X- |XX Program ...
X.X-X.XX
04| x-X.X- |XX|X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
02| x-X.X- |XX|X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
04| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
05 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN
UMUM SERTA
PELINDUNGAN
MASYARAKAT
05| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
05| x-x.x- |xXX Program ...
X.X-X.XX
05| x-x.x- |XX|X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
02| x-X.X- |XX |X.XX Sub Kegiatan ...
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X.X-X.XX (Keluaran...)
05| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
1|06 SOSIAL
1/06| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
06| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
06| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
02| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
06| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
TIDAK
BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN

DASAR
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07 TENAGA KERJA
07| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
07| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
07| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
07| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
07| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX
08 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
08| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
08| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
08| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
08| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
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08| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

09 PANGAN

09| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

09| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

09| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

09| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

10| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX

10 PERTANAHAN

10| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

10| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

10| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

10| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

10| x-x.X- dst ...
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X.X-X.XX
11 LINGKUNGAN
HIDUP

11| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

11| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

11| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

11| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...

X.X-X.XX (Keluaran...)
11| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX
12 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN
PENCATATAN
SIPIL
12| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
12| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
12| x-x.X- X.XX Kegiatan ...

X.X-X.XX

(Hasil ...)
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12| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
12| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX
13 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
13| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
13| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
13| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
13| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
13| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX
14 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
14| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
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14| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

14| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

14| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

14| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX

15 PERHUBUNGAN

15| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

15| x-x.X- Program ...
X.X-X.XX

15| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

15| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

15| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX

16 KOMUNIKASI

DAN
INFORMATIKA
16| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
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X.X-X.XX ntor ...

16| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

16| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

16| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

16| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX

17 KOPERASI,

USAHA  KECIL,
DAN MENENGAH

17| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

17| x-x.X- Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

17| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

17| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX

17| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

18 PENANAMAN
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MODAL

18| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

18| x-x.X- Program ...
X.X-X.XX

18| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

18| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

18| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX

19 KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

19| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

19| x-x.X- Program ...
X.X-X.XX

19| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

19| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

19| x-x.X- dst ...

X.X-X.XX
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20 STATISTIK

20| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

20| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

20| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

20| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

20| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

21 PERSANDIAN

21| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

21| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

21| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

21| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

21| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

22 KEBUDAYAAN
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22| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

22| x-x.X- Program ...
X.X-X.XX

22| x-xX.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

22| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

22| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX

23 PERPUSTAKAAN

23| x-x.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

23| x-x.X- Program ...
X.X-X.XX

23| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

23| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

23| x-X.X- dst ...
X.X-X.XX

24 KEARSIPAN

24| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
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X.X-X.XX ntor ...
24| x-x.X- Program ...
X.X-X.XX
24| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
24| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
24| x-X.X- dst ...
X.X-X.XX
URUSAN
PEMERINTAHAN
PILIHAN
25 KELAUTAN DAN
PERIKANAN
25| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
25| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
25| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
25| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

25

X-X.X-

dst ...
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X.X-X.XX

26 PARIWISATA

26| x-X.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

26| x-xX.X- Program ...
X.X-X.XX

26| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

26| xX-X.X- X.XX Sub Kegiatan ...

X.X-X.XX (Keluaran...)

26| xX-X.X- dst ...
X.X-X.XX

27 PERTANIAN

27| x-X.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

27| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

27| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

27| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...

X.X-X.XX

(Keluaran...)

27

X-X.X-
X.X-X.XX

dst ...
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28 KEHUTANAN

28| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

28| x-xX.X- Program ...
X.X-X.XX

28| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

28| x-X.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

28| x-xX.X- dst ...
X.X-X.XX

29 ENERGI DAN

SUMBER DAYA
MINERAL

29| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

29| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

29| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

29| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

29| x-x.x- dst ...
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X.X-X.XX

30 PERDAGANGAN

30| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

30| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

30| x-x.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

30| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...

X.X-X.XX (Keluaran...)

30| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

31 PERINDUSTRIAN

31| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

31| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

31| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

31| x-x.X- X.XX Sub Kegiatan ...

X.X-X.XX

(Keluaran...)

31

X-X.X-
X.X-X.XX

dst ...
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32 TRANSMIGRASI
32| x-X.X- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
32| X-X.X- Program ...
X.X-X.XX
32| X-X.X- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
32| X-X.X- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
32| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX
UNSUR
PENDUKUNG
URUSAN
PEMERINTAHAN
01 SEKRETARIAT
DAERAH
01| x-x.x- Sekretariat
X.X-X.XX Daerah
01| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
01| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
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01| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
01| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
02 SEKRETARIAT
DPRD
02| x-x.x- Sekretariat DPRD
X.X-X.XX
02| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
02| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
02| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
02| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
UNSUR
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
01 PERENCANAAN
01| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
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X.X-X.XX ntor ...

01| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

01| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

01| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

01| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

02 KEUANGAN

02| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

02| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

02| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

02| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

02| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

03 KEPEGAWAIAN

03| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
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03| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

03| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

03| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

03| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

04 PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

04| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

04| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

04| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

04| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

04| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

05

PENELITIAN DAN
PENGEMBANGA
N
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05| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

05| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

05| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

05| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

05| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

06 PENGHUBUNG

06| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...

06| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

06| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

02| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

06| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

07 PENGELOLAAN

PERBATASAN
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DAERAH
07| x-x.x- Dinas/Badan/Ka
X.X-X.XX ntor ...
07| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
07| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
07| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
07| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX
UNSUR
PENGAWAS
01 INSPEKTORAT
01| x-x.x- Inspektorat
X.X-X.XX
01| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
01| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
01| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

UNSUR
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KEWILAYAHAN

01 Kecamatan

01| x-x.x- Kecamatan ...
X.X-X.XX

01| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

01| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

01| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

01| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

02 Kota Administrasi

02| x-x.x- Kota ...
X.X-X.XX

02| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

02| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

02| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

02| x-x.x- dst ...

X.X-X.XX
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03 Kabupaten
Administrasi
03| x-x.x- Kabupaten ...
X.X-X.XX
03| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
03| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
03| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
03| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
01 Kesatuan Bangsa
dan Politik
01| x-x.x- Dinas/Badan/
X.X-X.XX Kantor ...
01| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
01| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
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01| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
URUSAN
KEKHUSUSAN
01 Paniradya
Kaistimewan
01| x-x.x- Paniradya
X.X-X.XX Kaistimewan
01| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
01| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
01| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)
01| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
02 Syariat Islam
Aceh
02| x-x.x- Dinas Syariat
X.X-X.XX Islam Aceh
02| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
02| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
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X.X-X.XX

(Hasil ...)

02

X-X.X-

X.XX

Sub Kegiatan ...

X.X-X.XX (Keluaran...)
02| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
03 Sekretariat
Majelis
Permusyawaratan
Ulama (MPU)
03| x-x.x- Sekretariat
X.X-X.XX Majelis
Permusyawaratan
Ulama (MPU) ...
03| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX
03| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)
03| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...

X.X-X.XX (Keluaran...)
03| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX
04 Sekretariat

Majelis Adat Aceh
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04| x-x.x- Sekretariat
X.X-X.XX Majelis Adat Aceh

04| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

04| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

04| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

04| x-x.x- dst ...
X.X-X.XX

05 Sekretariat Baitul

Mal Aceh

05| x-x.x- Sekretariat Baitul
X.X-X.XX Mal Aceh ...

05| x-x.x- Program ...
X.X-X.XX

05| x-x.x- X.XX Kegiatan ...
X.X-X.XX (Hasil ...)

05| x-x.x- X.XX Sub Kegiatan ...
X.X-X.XX (Keluaran...)

05| x-x.x- dst ...

X.X-X.XX
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9|06 Sekretariat
Badan
Reintegrasi Aceh
9/06| x-x.X- Sekretariat
X.X-X.XX Badan )
Reintegrasi Aceh t
a
9/06| x-x.X- |xXX Program ... n
X.X-X.XX g
9/06| x-X.X- |XX |X.XX Kegiatan ... g
X.X-X.XX (Hasil ...) a
9/06| x-x.x- |xx|x.XxX|xx | Sub Kegiatan ... 1
X.X-X.XX (Keluaran...)
9/06| x-x.X- dst ...
X.X-X.XX G
u
JUMLAH b
€

rnur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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e. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Lampiran V

Rancangan Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Kode

Uraian

TAHUN ANGGARAN ...
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/
(Berkurang)
Kelompok Belanja Kelompok Belanja
Tidak Jumlah Tidak Jumlah| (R %
Operasi | Modal ida Transfer |~ o Operasi|Modal ida Transfer| " o (Rp) ?
Terduga Terduga

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

Pelayanan Umum

1/01] 2

20

Statistik
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1/02| 2 |24| Kearsipan

1/03| 2 |26| Komunikasi & Informatika

1/04| 2 |21| Persandian

1los S 01 Perencanaan
Pembangunan

106 5 05 Penelitian dan
Pengembangan

1/07| 5 |04| Pendidikan dan Pelatihan

1/08| 5 |02| Keuangan

1/09| 5 |03| Kepegawaian

1/10| 4 |01| Sekretariat Daerah

1{11| 4 |02| Sekretariat DPRD

1/12] 6 |01| Inspektorat

1/13| 7 |01| Kecamatan

1/14| 9 |01| Kekhususan

2 Ketertiban dan keamanan
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri -

2|01| 8 |01| Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Ketenteraman, Ketertiban

2/02| 1 |05] Umum serta Perlindungan
Masyarakat

5103l 507 Pengelolaan Perbatasan
Daerah
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3 Ekonomi

3/01] 2 |15| Perhubungan

3|02 2 |07| Tenaga Kerja

3 03l 2 |17 Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah

3/04| 2 |18| Penanaman Modal

3 05l 2 113 Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

3|06| 3 |27| Pertanian

3/07| 3 |128| Kehutanan

3 08l 3129 Er.lergi dan Sumber Daya
Mineral

3|09 3 |125| Kelautan dan Perikanan

3/10| 3 |30| Perdagangan

3|11 3 |31| Perindustrian

3|12| 3 |32| Transmigrasi

4 Perlindungan Lingkungan
Hidup

4|01| 1 |03| Penataan Ruang

4102| 2 |11| Lingkungan Hidup

4/03| 2 |10| Pertanahan
Perumahan dan Fasilitasi
Umum

5|01| 1 |03| Pekerjaan Umum
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Perumahan Rakyat dan

502 1104 Kawasan Pemukiman

6 Kesehatan

6(01| 1 |02| Kesehatan

602 2|14 Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

7 Pariwisata

7101| 2 |22| Kebudayaan

7102| 3 |26| Pariwisata

8 Pendidikan

8/01]| 1 |01| Pendidikan

8|02 2 |19| Kepemudaan dan Olahraga

8/03| 2 |23| Perpustakaan

9 Perlindungan Sosial
Administrasi

9|01 12| Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

902 2 |28 Pemberd.ayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

9103 Keluarga . Sejahtera-
Bantuan Sosial

9/04| 1 |06| Sosial

9|05| 2 |09| Pangan
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9|06 Penanggulangan Bencana

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan



- 577 -

Lampiran VI
Nomor
Tanggal

f. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM.

Rancangan Peraturan Daerah

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

TAHUN ANGGARAN ...
No Jenis Pelayanan Kegiatan Alokasi Anggaran
Dasar (Rp)
1 2 3 4
A. SPM Bidang Pendidikan
1o | eeeenns | DR | DR
2. 2. s
Total
2 R | DA | DA
2. 2. s
Total | .........
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang | .........
Pendidikan

B. SPM Bidang Kesehatan

| P ORI | DR | DA
2. s 2. s
Total
2. | s | DA | DA
2. s 2. s
Total | .........
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang | .........
Kesehatan

C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

| I | DR | DR
2 e 2 i
Total
2. e | DR | DR
2 . 2 i
Total | .........

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

.........

| I | D | DR
2 . 2 i
Total
2. | e, | D | DR
2 i 2 i
Total | .........

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
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) 1. ..
......... 2 i
Total
2 O N 1. .ol
......... 2 i,
Total | .........

F. SPM Bidang Sosial

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum

1 N | DR
.......... 2 i
Total
2 O A | DR
.......... 2 i
Total | .........

*) hapus yang tidak dibutuhkan

Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang

Sosial

.........

Gubernur/Bupati/Wali Kota¥)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD.

Lampiran VII Rancangan Peraturan
Daerah
Nomor
Tanggal
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN ...
APBD Bertambah/
RPJMD (Berkurang)
KODE URAIAN Sebelum Setelah Jumlah
Perubahan | Perubahan %
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6=5-4 | 7=6/4
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1|01 PENDIDIKAN
11|01 Program ...
11|01 Program ...
1|01 dst ...
1102 KESEHATAN
1102 Program ...
1102 Program ...
1|02 dst ...




- 580 -

1 |03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 ]03 Program ...

1]03 Program ...

1|03 dst ...

1 |04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

1 104 Program ...

104 Program ...

1 |04 dst ...

1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

1105 Program ...

1105 Program ...

1 |05 dst ...

1106 Sosial

1 106 Program ...

1|06 Program ...

1 106 dst ...

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 |07 TENAGA KERJA

2 |07 Program ...

2 |07 Program ...

2 |07 dst ...

2|08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK
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2 108 Program ...

2 108 Program ...

2 08 dst ...

2 109 PANGAN

2 109 Program ...

2 109 Program ...

2 109 dst ...

2 (10 PERTANAHAN

2|10 Program ...

2110 Program ...

2110 dst ...

211 LINGKUNGAN HIDUP

2|11 Program ...

2|11 Program ...

2|11 dst ...

2112 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2112 Program ...

2112 Program ...

212 dst ...

2|13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2113 Program ...

2|13 Program ...

2113 dst ...

2 (14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
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BERENCANA
2|14 Program ...
2|14 Program ...
2 (14 dst ...
2 (15 PERHUBUNGAN
2 (15 Program ...
2 (15 Program ...
2 (15 dst ...
2 116 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2116 Program ...
2116 Program ...
2116 dst ...
2|17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2|17 Program ...
2|17 Program ...
2|17 dst ...
2 (18 PENANAMAN MODAL
2|18 Program ...
2|18 Program ...
218 dst ...
2|19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2119 Program ...
2119 Program ...
2119 dst ...
2 {20 STATISTIK
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2 120 Program ...
2120 Program ...

2 120 dst ...

2121 PERSANDIAN
2121 Program ...
2121 Program ...
2121 dst ...

2122 KEBUDAYAAN

2 |22 Program ...

2 122 Program ...
2122 dst ...

2123 PERPUSTAKAAN
2123 Program ...
2123 Program ...

2 123 dst ...

2 124 KEARSIPAN

2 124 Program ...
2124 Program ...

2 124 dst ...

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 125 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 [25 Program ...

3 (25 Program ...

3 (25 dst ...
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3 (26 PARIWISATA

3 (26 Program ...

3 126 Program ...

3 (26 dst ...

3 |27 PERTANIAN

3 |27 Program ...

3 |27 Program ...

3 |27 dst ...

3 (28 KEHUTANAN

3 |28 Program ...

3 128 Program ...

3 (28 dst ...

3 |29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3 129 Program ...

3 129 Program ...

3 |29 dst ...

3 |30 PERDAGANGAN
3 |30 Program ...

3 |30 Program ...

3 (30 dst ...

3 |31 PERINDUSTRIAN
3 |31 Program ...

3 |31 Program ...

3 |31 dst ...

3 [32 TRANSMIGRASI
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3 |32 Program ...

3 |32 Program ...

3 [32 dst ...

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 |01 SEKRETARIAT DAERAH
4 |01 Program ...

4 |01 Program ...

4 |01 dst ...

4 102 SEKRETARIAT DPRD

4 102 Program ...

4 102 Program ...

4 02 dst ...

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 |01 PERENCANAAN

5 |01 Program ...

S5 |01 Program ...

5 |01 dst ...

5 |02 KEUANGAN

5 |02 Program ...

S5 |02 Program ...

5 |02 dst ...

5 |03 KEPEGAWAIAN

S |03 Program ...

S |03 Program ...
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5 |03 dst ...

S |04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
S |04 Program ...

S |04 Program ...

S |04 dst ...

S |05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
S |05 Program ...

S5 |05 Program ...

5 |05 dst ...

S |06 PENGHUBUNG

S |06 Program ...

S |06 Program ...

5 |06 dst ...

S |07 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
S |07 Program ...

5 |07 Program ...

S |07 dst ...

6 UNSUR PENGAWAS

6 |01 INSPEKTORAT

6 |01 Program ...

6 |01 Program ...

6 |01 dst ...

~

UNSUR KEWILAYAHAN
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7 101 KECAMATAN

7 |01 Program ...

7 |01 Program ...

7 101 dst ...

7 102 KOTA ADMINISTRASI

7 102 Program ...

7 102 Program ...

7 102 dst ...

7 103 KABUPATEN ADMINISTRASI
7 103 Program ...

7 |03 Program ...

7 |03 dst ...

8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8 |01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 |01 Program ...

8 |01 Program ...

8 |01 dst ...

9 URUSAN KEKHUSUSAN

9 |01 PANIRADYA KAISTIMEWAN
9 |01 Program ...

9 |01 Program ...

9 |01 dst ...

9 |02 SYARIAT ISLAM ACEH

9 102 Program ...
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9 102 Program ...

9 |02 dst ...

9 |03 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA (MPU)

9 103 Program ...

9 |03 Program ...

9 103 dst ...

9 |04 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

9 04 Program ...

9 04 Program ...

9 |04 dst ...

9 |05 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

9 |05 Program ...

9 |05 Program ...

9 |05 dst ...

9 |06 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH

9 106 Program ...

9 106 Program ...

9 |06 dst ...

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD.

Lampiran VIII : Rancangan Peraturan
Daerah
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN ...
Perubahan | Perubahan Rancangan
Kode Uraian RKPD PPAS Perubahan APBD
(Rp) (Rp) (Rp)
X-X.X-X.X-X.XX Dinas/Badan/Kantor ...
X-X.X-X.X-X.XX| 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
X-X.X-X.X-x.xx| 1 | 01 Pendidikan
X-X.X-X.X-x.xx| 1 | 01 | xx Program ...
X-X.X-XX-xX.xx| 1 | 01 | XX |X.XX Kegiatan ...
X-X.X-X.X-Xx.xx| 1 | 01 | xx [x.xx| xx | Sub Kegiatan ...
X-X.X-X.X-X.xx| 1 | 01 | xx |[x.xx| xx |dst...
X-X.X-XX-X.xx| 1 [ 01 | xx |X.XX dst ...
X-X.X-X.X-Xx.xx| 1 | 01 | xx dst ...
X-X.X-X.X-X.Xx| 1 | 02 Kesehatan
X-X.X-XX-xxx| 1 | 02 | xx Program ...
X-X.X-XX-X.xx| 1 [ 02 ] xx | XX Kegiatan ...
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X-X.X-X.X-x.xx| 1 | 02 | xx |x.xxX| xxX | Sub Kegiatan ...

X-X.X-x.x-x.xx| 1 | 02 | xx |x.xx| xx | dst ...

X-X.X-Xx-x.xx| 1 | 02 | xx | XX dst ...
X-X.X-X.X-x.xx| 1 | 02 | xx dst ...
X-X.X-X.X-x.xx| 1 | 03 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
X-X.X-X.X-x.xx| 1 | 03 | xx Program ...
X-X.X-X.X-X.Xx| 1 | 03 | xx | XX Kegiatan ...
X-X.X-Xx.X-x.xx| 1 | 03 | xx |x.xx| xx | Sub Kegiatan ...
X-X.X-X.x-x.xx| 1 | 03 | xx |x.xx| xx | dst ...
X-X.X-x.x-x.xx| 1 | 03 | xx | xx dst ...
X-X.X-X.x-x.xx| 1 | 03 | xx dst ...
X-X.X-X.X-X.XX| XX | XX dst ...
X-X.X-X.X-X.XX| XX dst ...
X-X.X-X.X-X.XX dst ...

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
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Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Lampiran IX

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

TAHUN ANGGARAN ...
GOLONGAN/ ESELON NON ESELON
RUANG || v TENAGA | or)\ | JUMLAH
FUNGSIONAL

Golongan IV/e

Golongan IV/d

Golongan IV/c

Golongan IV/b

Golongan IV/a

JUMLAH
GOLONGAN IV

Golongan IIl/e

Golongan III/d

Golongan IIl/c

Golongan III/b

Golongan III/a

JUMLAH
GOLONGAN III

Golongan II/e

Golongan 1I/d

Golongan II/c

Rancangan
Daerah
Nomor
Tanggal

Peraturan
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Golongan II/b
Golongan II/a
JUMLAH

GOLONGAN II

Golongan I/e
Golongan I/d
Golongan I/c
Golongan I/b
Golongan I/a
JUMLAH

GOLONGAN I

TOTAL

Gubernur/Bupati/Wali Kota*)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) hapus yang tidak dibutuhkan
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j. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Lampiran X : Rancangan Peraturan
Daerah
Nomor
Tanggal

1) Laporan Realisasi Anggaran

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN ...
Jumlah (Rp) Lebih/(Kurang)
Kode Uraian Anggaran . .
Setelah Perubahan Realisasi | (Rp) &
1 2 3

N

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

nal o bl bl
el e e Ll
A WIN|—

Lain-lain PAD Yang Sah

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.3.1 | Pendapatan Hibah

4.3.2 | Dana Darurat

4.3.3 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan




- 594 -

Jumlah (Rp) Lebih /(Kurang)
KOde Uraian Anggaran . . o
Setelah Perubahan Realisasi Rp) %
1 2 3

Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan

S Belanja

S.1 Belanja Operasi

5.1.1 | Belanja Pegawai

5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa

5.1.3 | Belanja Bunga

5.1.4 | Belanja Subsidi

5.1.5 | Belanja Hibah

5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial

5.2 Belanja Modal

5.2.1 | Belanja Modal Tanah

5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.3 | Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.2.4 | Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.2.5 | Belanja modal aset tetap lainnya
5.2.6 | Belanja modal aset tidak berwujud
5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.1 | Belanja Tidak Terduga

5.4 Belanja Transfer
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Jumlah (Rp) Lebih /(Kurang)
Kode Uraian Anggaran . . o
Setelah Perubahan Realisasi |~ (Rp) &
1 2 3
5.4.1 | Belanja Bagi Hasil
5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2

Penyertaan Modal Daerah

6.2.3

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.5

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan




2)
3)
4)

- 596 -

Jumlah (Rp) Lebih /(Kurang)
Kode Uraian Anggaran . . o
Setelah Perubahan Realisasi |~ (Rp) &
1 2 3
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan Neto
6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
Neraca

Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan




k. Daftar Pinjaman Daerah.

- 597 -

Lampiran XI

Rancangan

Daerah
Nomor
Tanggal

Peraturan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
DAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN ...
Sumber Dasar Tanggal/ qgmlah Jangka Persentase . Jumlah Pe.m.bayaran Jumlah Sisa
o Tahun | Pinjaman/ Tujuan. tahun ini (Rp) Pembayaran
Pinjaman/| Hukum . o Waktu bunga
No N S Perjanjian Nilai . . Penggunaan Pokok Pokok
Obligasi |Pinjaman/| . : nal Pinjaman| pinjaman e o o
Daerah | Obligasi ija.mar? / Npmlpa (tahun) % Pinjaman Pinjaman |BungaPinjaman/Bunga
Obligasi |Obligasi (Rp) , Daerah Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 t 9 10 11 12
1 a
2 n
3 g
4 g
dst a
Jumlah \

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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3. Susunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD.

Format

Susunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I.

BAB IL

BAB III.

BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

Pendahuluan

1.1. Umum;

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;

1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;

1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan

Daerah

2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah;

2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah;

2.3. Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah;

2.4. Kebijjakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah;

Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah

3.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah;

3.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah;

3.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah;

3.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja
Daerah;

Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan

4.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan;

4.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan;

4.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan,;

Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran

program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan

urusan Pemerintah Daerah.

Penutup

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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4. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD.
Format

Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan Perubahan APBD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertandatangan di

bawah ini:

1. (nama lengkap) : Gubernur/Bupati/Wali Kota’, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Provinsi/Bupati/Wali Kota’... yang
beralamat di ..., selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. (nama lengkap) : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” ...

3. (nama lengkap) : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/
Kota” ...

4. (nama lengkap) : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/
Kota" ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota” ..., selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD)
Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada

catatan yang terlampir Berita Acara ini.
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2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan RPAPBD Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan
koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran ... selaras dengan
penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan
yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri/Gubernur?) untuk mendapat pengesahan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah

pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.
................. , tanggal ..............
GUBERNUR/BUPATI/ KETUA DPRD
WALI KOTA" ...... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
(tanda tangan) (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Y hapus yang tidak dibutuhkan
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H. RANCANGAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
1. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota
tentang Penjabaran Perubahan APBD.
FORMAT
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA"
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA" ...

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11
Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran ..., perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota” tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Pembentukan Daerah ... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ...);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara republic
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
provinsi.......

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



14.

15.

16.

17.

18.
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2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari



Menetapkan

19.

20.

21.

22.

23.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi ...;

Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...
Nomor ... Tahun ... tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN ...
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Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran ... semula
sebesar Rp... bertambah/berkurang sebesar Rp ... sehingga menjadi

Rp..., dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah
a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp...........
2. Belanja daerah
a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp...ccoeen.
3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp...........
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp...........

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp...........
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp...........
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur/Bupati/Wali Kota" ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan



2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

Pembiayaan;

8. Lampiran VIII
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Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah  Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas

Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian
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yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota’

ini.

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota’...... ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota”’ dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di.........

Pada tanggal...........

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA"

(tanda tangan)

(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan

2. Lampiran Rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang
Penjabaran Perubahan APBD.
FORMAT
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD

a. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan.
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Lampiran I

Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota”

Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp) %

2

3

4

5=4-3 | 6=5/3

Pendapatan

N

1

Pendapatan Asli Daerah

.1.01

Pajak Daerah

B

.1.01.01

Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB)

4.1.01.01.01

PKB-Mobil Penumpang-
Sedan

4.1.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

N

.1.02

Retribusi Daerah

N

.1.02.01

Retribusi Jasa Umum

N

.1.02.01.01

Retribusi Pelayanan
Kesehatan

4.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.1.03

Hasil Pengelolaan
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %o

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

4.1.03.01

Bagian Laba yang
Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMN

4.1.03.01.01

Bagian Laba yang
Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMN

4.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

.1.04

Lain-lain PAD Yang Sah

B

.1.04.01

Hasil Penjualan BMD
yang Tidak Dipisahkan

.1.04.01.01

Hasil Penjualan Tanah

B

.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.2

Pendapatan Transfer

4.2.01

Transfer Pemerintah
Pusat

4.2.01.01

Dana Perimbangan

4.2.01.01.01

Dana Transfer Umum-
Dana Bagi Hasil (DBH)

4.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %o

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

4.2.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.2.02

Pendapatan Transfer
Antar Daerah

4.2.02.01

Pendapatan Bagi Hasil

4.2.02.01.01

Pendapatan Bagi Hasil
Pajak

4.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.3

Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

4.3.01

Hibah

4.3.01.01

Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Pusat

4.3.01.01.01

Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Pusat

4.3.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.3.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.3.02

Dana Darurat

4.3.02.01

Dana Darurat

4.3.02.01.01

Dana Darurat

4.3.03

Lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan

4.3.03.01

Lain-lain Pendapatan
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %o

1

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

4.3.03.01.01

Pendapatan Hibah Dana
BOS

4.3.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

4.3.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5

Belanja

5.1

Belanja Operasi

5.1.01

Belanja Pegawai

5.1.01.01

Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN

5.1.01.01.01

Belanja Gaji Pokok ASN

5.1.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

S5.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01

Belanja Barang

5.1.02.01.01

Belanja Bahan Pakai
Habis

5.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp) %o

1

2

3

4

5=4-3 | 6=5/3

5.1.03

Belanja Bunga

5.1.03.01

Belanja Bunga Utang
Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat

5.1.03.01.01

Belanja Bunga Utang
Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat atas
Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka
Menengah

5.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.1.04

Belanja Subsidi

5.1.04.01

Belanja Subsidi kepada
BUMN

5.1.04.01.01

Belanja Subsidi kepada
BUMN

5.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.1.05

Belanja Hibah

5.1.05.01

Belanja Hibah kepada
Pemerintah Pusat

5.1.05.01.01

Belanja Hibah Uang
kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.1.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %o

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.1.06

Belanja Bantuan Sosial

5.1.06.01

Belanja Bantuan Sosial
kepada Individu

5.1.06.01.01

Belanja Bantuan Sosial
Uang yang direncanakan
kepada Individu

5.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.1.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2

Belanja Modal

5.2.01

Belanja Modal Tanah

5.2.01.01

Belanja Modal Tanah

5.2.01.01.01

Belanja Modal Tanah
Persil

5.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.02

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

5.2.02.01

Belanja Modal Alat Besar

5.2.02.01.01

Belanja Modal Alat Besar
Darat

5.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %o

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

Keuangan Daerah.

5.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.03

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

5.2.03.01

Belanja Modal Bangunan
Gedung

5.2.03.01.01

Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja

5.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.04

Belanja Modal - Jalan,
Irigasi, dan Jaringan

5.2.04.01

Belanja Modal Jalan dan
Jembatan

5.2.04.01.01

Belanja Modal Jalan

5.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

5.2.05.01

Belanja Modal Bahan
Perpustakaan

5.2.05.01.01

Belanja Modal Bahan
Perpustakaan Tercetak

5.2.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.06

Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud

5.2.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.2.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.3

Belanja Tak Terduga

5.3.01

Belanja Tak Terduga

5.3.01.01

Belanja Tak Terduga

5.3.01.01.01

Belanja Tak Terduga

5.4

Belanja Transfer

5.4.01

Belanja Bagi Hasil

5.4.01.01

Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan
Desa

5.4.01.01.01

Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten

5.4.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.4.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %o

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

5.4.02

Belanja Bantuan
Keuangan

5.4.02.01

Belanja Bantuan
Keuangan antar Daerah
Provinsi

5.4.02.01.01

Belanja Bantuan
Keuangan Umum antar
Daerah Provinsi

5.4.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

5.4.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

6

Pembiayaan

6.1

Penerimaan Pembiayaan

6.1.01

SiLPA

6.1.01.01

Pelampauan Penerimaan
PAD

6.1.01.01.01

Pelampauan Penerimaan
PAD-Pajak Daerah

6.1.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.02

Pencairan Dana
Cadangan

6.1.02.01

Pencairan Dana
Cadangan

6.1.02.01.01

Pencairan Dana
Cadangan

6.1.03

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %o

1

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

6.1.03.01

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)

6.1.03.01.01

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
pada BUMN

6.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.04

Penerimaan Pinjaman
Daerah

6.1.04.01

Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01

Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat
Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka
Menengah

6.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.05

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah

6.1.05.01

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah kepada
Pemerintah Pusat

6.1.05.01.01

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah kepada
Pemerintah Pusat

6.1.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %o

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.06

Penerimaan Piutang
Daerah

6.1.06.01

Penerimaan Kembali
Pinjaman BLUD

6.1.06.01.01

Penerimaan Kembali
Pinjaman BLUD Jangka
Pendek

6.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.07

Penerimaan Pembiayaan
Lainnya Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

6.1.07.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.1.07.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01

Pembentukan Dana
Cadangan
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

(Rp) %o

1

2

3

4

5=4-3 | 6=5/3

6.2.01.01

Pembentukan Dana
Cadangan

6.2.01.01.01

Pembentukan Dana
Cadangan

6.2.02

Penyertaan Modal Daerah

6.2.02.01

Penyertaan Modal Daerah
pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)

6.2.02.01.01

Penyertaan Modal Daerah
pada BUMN

6.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.2.03

pembayaran cicilan pokok
Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.03.01

Pembayaran Pinjaman
Daerah dari Pemerintah
Pusat

6.2.03.01.01

Pembayaran Pinjaman
Daerah dari Pemerintah
Pusat-Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-
Jangka Menengah

6.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.2.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.2.04

Pemberian Pinjaman
Daerah

6.2.04.01

Pemberian
Daerah
Pemerintah Pusat

Pinjaman
kepada

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman
Daerah kepada
Pemerintah Pusat

6.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
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Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

Bertambah/
(Berkurang)

Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan

(Rp) %o

2

3 4

5=4-3 | 6=5/3

perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.2.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.2.05

pengeluaran Pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

6.2.05.01

Pinjaman BLUD

6.2.05.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka
Pendek

6.2.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya
Sesuai peraturan
perundang-undangan
mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai
peraturan perundang-
undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Jumlah Pengeluaran
pembiayaan

Pembiayaan Neto

6.3

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun
berkenaan (SILPA)

) hapus yang tidak dibutuhkan

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)

(nama lengkap)
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b. Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ...
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
Organisasi : X.xXx
Jumlah Bertambah/ Penjelasan | Keterangan
. . (Berkurang)
Kode Rekening Uraian
Sebelum Setelah
(Rp) | %

Perubahan | Perubahan
1 2 3 4 5

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.

Lampiran II : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal
1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD .

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
.00

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst
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JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ... |

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...
TOTAL

2) BARANG/JASA
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG /JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2 Nama Barang/Jasa

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa

dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
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1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1. Nama Barang/Jasa
2. Nama Barang/Jasa
dst

JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...

TOTAL

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan
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d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Lampiran IV : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

1) UANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD .

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
-

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
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1.
2.
dst
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL
2) BARANG
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 S
SKPD ...
SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
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1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1. Nama Barang
2. Nama Barang
dst

JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD ...
TOTAL

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan

e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus

Lampiran V : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor
Tanggal

1) BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM.



- 629 -

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG
DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
SKPD

SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2.

dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...

TOTAL
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2) BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS.

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ... ‘

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BANTUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...
TOTAL




) hapus yang tidak dibutuhkan.
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f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

Lampiran VI

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota
Nomor

Tanggal

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

NO

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA

JUMLAH (Rp)

1

2

3

5

SKPD .

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
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1.
2.
dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

PADA SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

PADA SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
PADA SKPD ...

TOTAL
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2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD

SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA
SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA
SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA
SKPD ...

-

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA
SUB KEGIATAN ...
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SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA
SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA PADA
SKPD ...

TOTAL

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 5
SKPD .

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA
SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...

1.

2

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA
SUB KEGIATAN ...
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JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA

SKPD ...

SKPD ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.

dst

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA
SUB KEGIATAN ...

SUB KEGIATAN ...
1.
2.
dst
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA

SUB KEGIATAN ...

JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA
SKPD ...

TOTAL

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan.
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g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran VII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi™
1 2 3 4

112[3]4[5]|6|7[8]9]10

Gubernur/Bupati/Walikota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan.
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") diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota

. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi?¥)
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran VI : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS
BUMIY) MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

ANGGARAN ...
Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi™
1 2 3 4

112[3]4[5]|6]|7[8]9]10

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)
(nama lengkap)
) hapus yang tidak dibutuhkan.

") diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten/kota.
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i. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran VII : Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota
Nomor
Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ......
Organisasi : X-XX.X-XX.X-XX.XX
Kode Rekening Uraian Jumlah Lokasi™
1 2 3 4

Gubernur/Bupati/Wali Kota"

(tanda tangan)
(nama lengkap)

) hapus yang tidak dibutuhkan.
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") diisi dengan nama kabupaten/kota untuk Provinsi dan nama kecamatan/distrik untuk kabupaten /kota.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

Lampiran VIII Rancangan Peraturan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Nomor

Tanggal

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG

PENJABARAN APBD DENGAN ... (...) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN ......
p Uraian Alokasi Anggaran Belanja
Pz)oi?:sl Dalam Rancangan APBD Jumlah

No. Perbatasan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Transfer Belanja | Belanja | Belanja TR )
Necara Uraian Lokasi Uraian Lokasi Uraian Lokasi Operasi | Modal |Transfer P

& (Kecamatan) (Kecamatan) (Kecamatan) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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) hapus yang tidak dibutuhkan.

Gubernur/Bupati/Wali Kota”

(tanda tangan)

(nama lengkap)

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



